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Melawan Pemaksaan
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Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi Indo-Pacific Defense 
FORUM tentang melawan pemaksaan.

Pemaksaan dapat terjadi dalam berbagai 
bentuk, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
telah secara rutin menerapkan perilaku koersif 
untuk memajukan kepentingan regionalnya. 
Pemaksaan ini berbentuk membangun dan 
memiliterisasi fitur-fitur buatan di Laut Cina 
Selatan; baru-baru ini, RRT mempercepat sengketa 
wilayah dan maritim yang sedang berlangsung 
dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 
Pada Juni 2019, Filipina mengklaim bahwa sebuah 

kapal Tiongkok menabrak dan menenggelamkan kapal nelayan Filipina yang 
berlabuh di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Beberapa minggu sebelumnya, 
citra satelit mendeteksi armada kapal Tiongkok yang mengumpulkan kerang dan 
menghancurkan ekosistem laut di kawasan tersebut. Demikian pula, pada awal 
Juli 2019, kapal survei geologi RRT dan kapal-kapal pengawalnya memasuki zona 
ekonomi eksklusif Vietnam di perairan dekat Vanguard Bank tanpa izin. RRT juga 
memperluas operasi surveinya ke arah utara di sepanjang pantai tengah negara itu, 
mengabaikan seruan Vietnam agar pemerintah Tiongkok menghentikan perilaku 
yang mengganggu stabilitas itu. Tindakan ini tidak dapat diabaikan. Sekutu dan 
negara-negara mitra harus secara proaktif bekerja bersama-sama untuk mengatasi 
jenis kegiatan koersif ini.

Edisi FORUM ini menelaah aktor-aktor regional, yang memperluas kegiatan 
koersif di luar Indo-Pasifik. Kolonel Angkatan Udara A.S. Joseph A. Mussachia, Jr, 
merinci bagaimana RRT telah secara ambisius membangun hubungan strategis di 
Arktik, sering kali menggunakan kekuasaan ekonomi koersif, untuk membangun 
kehadiran militer di kawasan itu. Meskipun bukan negara Arktik, RRT berupaya 
untuk menjadi anggota Dewan Arktik agar dapat mengendalikan sumber daya 
dan jalur pengapalan. Sementara itu, Rusia juga telah meningkatkan kehadiran 
militernya di Arktik.

FORUM juga mengamati strategi untuk melawan berbagai jenis pemaksaan 
yang dapat mengancam kedaulatan, termasuk penangkapan ikan ilegal, tidak 
dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported, and unregulated - IUU). Tim 
peneliti, yang dipimpin oleh Dr. Robert S. Pomeroy dari University of Connecticut, 
menyampaikan bagaimana Kemitraan Samudra dan Perikanan Badan Pembangunan 
Internasional A.S. (USAID Oceans) memerangi penangkapan ikan IUU dan 
penipuan makanan laut di seluruh Asia Tenggara. Bermitra dengan pemerintah 
nasional dan lokal, industri penangkapan ikan, aktor sektor swasta, organisasi 
regional, dan pemangku kepentingan perikanan, USAID Oceans menggunakan 
teknologi untuk meningkatkan kesadaran ranah maritim dan memungkinkan 
prioritas pertahanan dan keamanan.

Dalam terbitan ini, Mayor Laut Pasukan Penjaga Pantai A.S. Warren N. 
Wright juga membahas bagaimana perjanjian penegakan hukum maritim bilateral 
terintegrasi mendukung kedaulatan negara tuan rumah dengan membantu 
menegakkan hukum dan peraturan mereka terkait penangkapan ikan IUU, 
perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
secara teratur melaksanakan 16 perjanjian penegakan hukum maritim bilateral 
terintegrasi dengan negara-negara Pasifik Timur dan Afrika Barat, mempromosikan 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Saya berharap edisi ini menggugah pembicaraan regional untuk melawan  
pemaksaan. Saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf FORUM di 
ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan perspektif Anda.
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Indo-Pacific Defense FORUM melayani 
personel militer dan keamanan di 
kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan 
produk Komando Indo-Pasifik A.S. ini 
menyediakan konten berkualitas tinggi 
dan mendalam mengenai topik-topik yang 
memengaruhi upaya keamanan di seluruh 
kawasan — mulai dari kontraterorisme 
hingga kerja sama internasional dan 
bencana alam. 

FORUM membangkitkan bahasan-
bahasan yang mendalam dan 
mendorong pertukaran gagasan yang 
sehat. Ajukan tulisan, foto-foto, pokok-
pokok bahasan atau tanggapan-
tanggapan lainnya kepada kami lewat 
DUNIA MAYA atau ke: 
Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI  
96861-4013 USA

Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa
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Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan 
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www.ipdefenseforum.com
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n  Membaca tulisan khusus di dunia maya
n  Menengok kembali terbitan sebelumnya 
n  Mengirim umpan balik kepada kami
n  Meminta berlangganan
n  Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan

KOLONEL JOSEPH A. MUSACCHIA JR. adalah 
kepala, divisi antiterorisme dan infrastruktur 
kritis, atau J34, di Komando Indo-Pasifik A.S. 
(USINDOPACOM). J34 menetapkan kebijakan 
dan prosedur untuk menerapkan program 
antiterorisme dan perlindungan infrastruktur kritis 
yang tangguh di seluruh medan USINDOPACOM, 
memungkinkan kegiatan departemen pertahanan 
untuk mengurangi risiko bagi personel dan sumber 

daya yang terlibat dalam operasi militer spektrum penuh. Sebelum 
berdinas di USINDOPACOM, Kolonel Musacchia adalah seorang 
perwira siswa (pasis) di U.S. Air War College.  Ditampilkan pada Halaman 26

MAYOR LAUT WARREN N. WRIGHT adalah 
kepala urusan eksternal di Distrik Pasukan 
Penjaga Pantai ke-14. Seorang komandan pesawat 
terbang di Alaska yang memiliki kualifikasi 
menerbangkan helikopter MH-65D dengan 
lebih dari 1.800 jam terbang, dia telah berdinas 
di Kodiak, tempat dia melakukan beberapa 
pengerahan pasukan di Laut Bering untuk 
mendukung Operasi Marine Resource Protector. 

Dia menjabat sebagai kepala teknik fasilitas di Barbers Point, 
Hawaii. Dia juga bertugas sebagai staf ahli militer di kantor Senator 
A.S. Lisa Murkowski dari Alaska.  Ditampilkan pada Halaman 40

DR. ROBERT S. POMEROY, ditampilkan dalam 
foto, seorang profesor di Departemen Ekonomi 
Pertanian dan Sumber Daya, University of 
Connecticut, Groton, Connecticut; JOHN E. 
PARKS, kepala pihak di Kemitraan Samudra dan 
Perikanan Badan Pembangunan Internasional 
A.S (USAID) di Bangkok, Thailand; dan GINA 
GREEN, seorang peneliti senior Tetra Tech di 
Arlington, Virginia, menyumbangkan sebuah artikel 

tentang bagaimana solusi teknologi meningkatkan kesadaran ranah 
maritim untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal di kawasan Indo-
Pasifik, terutama di Asia Tenggara.  Ditampilkan pada Halaman 32

DR. NAMRATA GOSWAMI adalah seorang 
analis dan konsultan strategis independen untuk 
kontrapemberontakan, kontraterorisme, masa 
depan alternatif, dan politik kekuatan besar. 
Setelah mendapatkan gelar Ph.D. di bidang 
hubungan internasional, dia bekerja selama 
hampir satu dekade di kelompok cendekiawan 
yang disponsori Kementerian Pertahanan India, 
Institute for Defence Studies and Analyses di 

New Delhi, menangani konflik etnis di Timur Laut India dan 
konflik perbatasan Tiongkok-India. Dia adalah penulis beberapa 
buku, termasuk India’s National Security and Counter-Insurgency dan 
Asia 2030: The Unfolding Future.  Ditampilkan pada Halaman 54
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VIETNAM

TAIWAN

SELURUH KAWASANIPDF

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pada Mei 2019 
bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah meningkatkan 
upaya untuk menginfiltrasi dan mendapatkan pengaruh di pulau 
demokratis yang memiliki pemerintahan mandiri itu dan meminta 
badan keamanan nasional untuk melawan kampanye itu.

Tsai, berbicara kepada jurnalis setelah pertemuan keamanan 
nasional, mengatakan bahwa operasi pengaruh RRT itu 
mencakup upaya untuk campur tangan dalam pemilihan umum 
dan kampanye berita palsu. Taiwan mengadakan pemilihan 
presiden pada Januari 2020. Dia tidak memberikan rincian insiden 
tertentu tetapi mengatakan bahwa lembaga keamanan nasional 
Taiwan akan menemukan cara untuk mengatasi langkah-langkah 
Tiongkok. Tsai juga mengatakan bahwa Taiwan akan menangkal 
agresi militer di Selat Taiwan, bersumpah untuk meningkatkan 
kemampuan pertahanan, termasuk memutakhirkan peralatan 
militer dan program yang baru diluncurkan untuk membuat kapal 
selam. “Partai Komunis Tiongkok terus menunjukkan tindakan 
provokatif di Selat Taiwan, menghancurkan status quo di lintas 
Selat Taiwan,” ujar Tsai.

Komentarnya disampaikan sesudah adanya lonjakan 
ketegangan lintas selat pada April 2019 ketika militer RRT 
melakukan latihan ekstensif dengan kapal perang, pesawat 
pengebom, dan pesawat pengintai di sekitar pulau itu. Taiwan 
meluncurkan pesawat jet tempur untuk memantau latihan itu, 
yang digambarkan oleh seorang pejabat senior A.S. pada waktu itu 
sebagai “pemaksaan” dan ancaman terhadap stabilitas regional.

Beijing mencurigai Tsai mendorong kemerdekaan formal 
pulau itu dan terus meningkatkan tekanan politik dan militer. 
Setiap langkah kemerdekaan formal merupakan upaya terlarang 
bagi RRT, yang menganggap Taiwan sebagai wilayah sucinya. 
Tsai, ditampilkan dalam foto, mengatakan bahwa dia ingin 
mempertahankan status quo dengan RRT tetapi akan membela 
keamanan dan demokrasi Taiwan.

Legislator di Amerika Serikat telah menyuarakan 
keprihatinan tentang kegiatan koersif RRT itu. DPR A.S. pada 
Mei 2019 dengan suara bulat mendukung undang-undang yang 
mendukung Taiwan ketika anggota Kongres A.S. mendorong 
pendekatan yang lebih tajam dalam hubungan dengan Beijing. 
Reuters

pengaruh RRT
MELAWAN 

Presiden Vietnam dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis 
Nguyen Phu Trong pada Oktober 2019 menyerukan 
pengendalian diri di Laut Cina Selatan yang disengketakan 

di tengah-tengah ketegangan selama berbulan-bulan di antara 
kapal-kapal Tiongkok dan Vietnam, demikian yang dilaporkan media 
pemerintah.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim hampir semua 
wilayah perairan yang kaya akan energi itu, tetapi negara-negara 
tetangganya yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam 
juga mengajukan klaim atas wilayah tersebut.

Ketegangan meningkat ketika RRT mengirimkan kapal penelitian 
untuk melakukan survei energi di perairan yang dikendalikan oleh 
Vietnam pada awal Juli 2019.

“Mengenai masalah kebijakan luar negeri, termasuk masalah 
Laut Timur, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya menjaga 
lingkungan yang damai dan stabil, dan dengan tegas berjuang 
untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial 
Vietnam,” tulis Voice of Vietnam (VOV) yang dikelola pemerintah 
di situs webnya pada Oktober 2019. Laut Cina Selatan dikenal 
sebagai Laut Timur di Vietnam.

Vietnam memiliki hubungan baik dengan Tiongkok tetapi 
seharusnya “tidak pernah berkompromi” terkait kedaulatan dan 
integritas teritorialnya, demikian ungkap Trong seperti yang dikutip 
oleh VOV. (Foto: Sebuah perahu Pasukan Penjaga Pantai Vietnam, 
yang digunakan untuk berpatroli di Laut Cina Selatan, berlabuh di 
Hanoi.)

Kapal Tiongkok, Haiyang Dizhi 8, melanjutkan surveinya di 
zona ekonomi eksklusif Vietnam hingga akhir Oktober 2019, di 
bawah pengawalan dari setidaknya tiga kapal Tiongkok, demikian 
menurut data dari Marine Traffic, sebuah situs web yang melacak 
pergerakan kapal.

Kementerian Luar Negeri Vietnam berulang kali menuduh kapal 
itu dan kapal-kapal pengawalnya melanggar kedaulatannya dan 
menuntut agar RRT memindahkan kapal-kapalnya dari daerah itu, 
tetapi RRT tidak memindahkan kapal-kapal itu selama lebih dari 
tiga bulan. Pada Agustus 2019, kepolisian membubarkan unjuk rasa 
singkat terkait kapal survei itu di luar kedutaan besar Tiongkok di 
Hanoi. Akhirnya pada 24 Oktober, kapal penelitian itu dan kapal-
kapal pengawalnya meninggalkan zona ekonomi eksklusif Vietnam 
dan bergerak menuju ke Tiongkok, demikian menurut situs web 
Maritime Traffic.

Trong telah memimpin tindakan tegas berskala luas terhadap 
korupsi di negara Asia Tenggara itu. Tindakan itu mengakibatkan 
beberapa menteri dan politisi berpangkat tinggi, termasuk satu 
orang anggota Politbiro, dikirim ke penjara dengan tuduhan mulai 
dari penggelapan hingga salah urus ekonomi.  Reuters

PRESIDEN MENDESAK 
PENGENDALIAN DIRI DI 
TENGAH KETEGANGAN 
MARITIM DENGAN RRT

THE ASSOCIATED PRESS
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THE ASSOCIATED PRESS

MENYUMBAT 
‘CELAH’ TEROR
Perdana Menteri India Narendra Modi telah 
menyerukan penyelenggaraan konferensi global 
untuk mengatasi ancaman terorisme di kawasan 
itu dan di seluruh dunia.

Dalam pidatonya pada kunjungan luar 
negeri pertamanya sejak memenangkan 
pemilihan umum untuk masa jabatan kedua, dia 
mengatakan kepada parlemen Maladewa di Male 
bahwa “terorisme bukan hanya ancaman bagi 
satu negara tetapi bagi seluruh peradaban.”

“Komunitas internasional telah secara aktif 
menyelenggarakan konvensi global dan banyak 
konferensi tentang ancaman perubahan iklim. 
Kenapa tidak membahas masalah terorisme?” ujar Modi.

Dia menyerukan konferensi global “sehingga bisa 
ada diskusi bermakna dan berorientasi pada hasil untuk 
menyumbat celah yang dimanfaatkan para teroris dan 
pendukungnya.”

India sedang mengupayakan apa yang disebutnya sebagai 
kebijakan luar negeri “mengutamakan negara tetangganya” 
yang berpusat pada sekutunya di Asia Selatan. Perjalanan 
Modi ke Maladewa dipandang sebagai pernyataan niat 
untuk melawan kebangkitan Tiongkok, yang telah melakukan 
terobosan strategis di Samudra Hindia dalam beberapa tahun 
terakhir ini.

“Di lingkungan itu, Maladewa merupakan prioritas,” 
ungkap Modi dalam pidatonya. (Foto: Perdana Menteri 
India Narendra Modi menaburkan kelopak bunga mawar di 
monumen peringatan Mahatma Gandhi di Raj Ghat menjelang 
upacara pelantikannya di New Delhi, India.)

Selama kunjungan pada Juni 2019, Modi 
menandatangani banyak perjanjian dengan negara pulau 
itu yang mencakup layanan feri, terminal pelabuhan, dan 
stadion kriket nasional baru.

Dia kemudian melanjutkan kunjungannya ke ibu kota Sri 
Lanka, Kolombo, tempat keamanan menjadi agenda utama. 
Gelombang peristiwa pengeboman pada hari Minggu Paskah 
menewaskan lebih dari 250 orang di seluruh Sri Lanka.  Reuters

TIONGKOK

BELANJA
Pertahanan Barat 
Terus Mengungguli 

Amerika Serikat memimpin peningkatan 
pembelanjaan pertahanan Barat pada 
tahun 2018 ketika negara itu berupaya 

untuk terus mengungguli kecanggihan 
teknologi militer Tiongkok dan Rusia, demikian 
yang dikatakan oleh laporan yang diterbitkan 
pada tahun 2019.

Presiden A.S. Donald Trump besar 
kemungkinan akan menekan negara-negara 
Eropa untuk membelanjakan lebih banyak 
lagi, demikian ungkap International Institute 
for Security Studies. Institut itu menambahkan 
bahwa kekuatan Eropa secara bersama-sama 
harus mencari anggaran tambahan senilai 
1,44 kuadriliun rupiah (102 miliar dolar A.S.) 
untuk memenuhi permintaan terbarunya.

Pengeluaran untuk persenjataan dan 
pertahanan di seluruh dunia naik 1,8 persen 
menjadi lebih dari 23,57 kuadriliun rupiah (1,67 
triliun dolar A.S.) pada tahun 2018 — dengan 
Amerika Serikat sendiri bertanggung jawab atas 
hampir setengah dari kenaikan itu, demikian 
menurut laporan “Keseimbangan Militer” yang 
dirilis pada Konferensi Keamanan Munich.

Kekuatan Barat merasa prihatin dengan 
pemutakhiran pangkalan udara dan sistem 
pertahanan udara Rusia di Krimea — 
semenanjung yang direbutnya dari Ukraina 
pada tahun 2014, demikian ungkap laporan 
tahunan itu. Penempatan sistem pertahanan 

udara S-400 di sana meningkatkan jangkauan 
Moskow di Laut Hitam, tempat Moskow menyita 
tiga kapal Ukraina pada tahun 2018.

“Tiongkok mungkin mewakili tantangan 
yang lebih besar, ketika memperkenalkan 
sistem militer yang lebih mutakhir dan terlibat 
dalam strategi guna meningkatkan kemampuan 
pasukannya untuk beroperasi jauh dari tanah 
air,” tambahnya.

Ambisi yang dinyatakan Tiongkok untuk 
memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyatnya 
pada tahun 2035 “didukung oleh pengeluaran 
pertahanan yang terus menerus meningkat.”

“Kemampuan angkatan laut Tiongkok 
memasuki fase baru,” ketika meluncurkan kapal 
penjelajah dan memulai uji coba laut untuk 
kapal induk buatan dalam negeri pertamanya, 
demikian ungkap laporan itu.

Beijing juga meningkatkan angkatan 
udaranya dan mendorong penerapan teknologi 
baru, termasuk rudal jelajah berkecepatan tinggi 
dan kecerdasan buatan.

Negara-negara Barat “masih 
mempertahankan keunggulan atas musuh, 
tetapi kesenjangannya semakin sempit. Laju 
perubahan dapat berarti bahwa di masa 
depan, keunggulan — jika benar-benar masih 
ada — hanya dapat dipertahankan dalam 
waktu singkat, sebelum pihak lain mengejar 
ketinggalan.”  Reuters
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Pada April 2019, para pejabat Filipina 
mengonfirmasi bahwa seorang pemimpin aliansi 
pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah 
(ISIS) merupakan salah satu dari empat orang 

pemberontak yang tewas dalam bentrokan dengan militer 
sebulan sebelumnya. 

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengonfirmasi 
kematian Abu Dar berdasarkan temuan tes DNA. “Sudah 
dikonfirmasi. Itu mayat Abu Dar,” ungkapnya. 

Pasukan keamanan percaya bahwa Abu Dar telah 
memimpin Dawla Islamiya, aliansi pejuang pendukung 
ISIS di Filipina selatan yang melibatkan beberapa warga 
asing. Keempat orang pemberontak itu tewas dalam 
bentrokan di provinsi Lanao del Sur pada bulan Maret. 

Mayor Jenderal Roberto Ancan, komandan Divisi 
Infanteri ke-1 Angkatan Darat, juga membenarkan 

kematian Dar. Dia menyebutnya “pencapaian penting 
pemerintah dan rakyat Lanao del Sur, yang bekerja sama 
untuk membersihkan teroris dari provinsi tercinta mereka.” 

Dawla Islamiya melakukan pengepungan kota Marawi 
di bagian selatan Filipina selama lima bulan pada tahun 
2017 sebelum beberapa pemimpinnya dibunuh oleh 
militer dalam serangan udara dan pertempuran jalanan, 
di antaranya Isnilon Hapilon, emir yang dipilih oleh ISIS 
untuk kawasan Asia Tenggara. Abu Dar, yang terlihat 
dalam video yang berhasil disita sedang duduk di samping 
Hapilon, berhasil melarikan diri sebelum pasukan 
pemerintah dapat mengambil alih Marawi, demikian 
menurut media setempat. 

“Nah, untuk saat ini kelompoknya tidak memiliki 
pemimpin,” ungkap Lorenzana. “Kami memantau siapa 
yang akan menggantikan Dar.”  Reuters 

Filipina menggunakan tes DNA 
untuk mengidentifikasi militan pro-ISIS 

Kota Marawi di Filipina selatan hancur lebur setelah para militan mengepungnya pada Mei 2017.  THE ASSOCIATED PRESS
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D
i Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 
lupa memasang tali kekang anjing 
atau gagal membayar denda parkir 
dapat memiliki konsekuensi jangka 
panjang. Pada tahun 2018 saja, 
pemerintah memblokir 23 juta orang 

untuk membeli tiket pesawat terbang atau kereta api 
di Tiongkok karena skor “kredit sosial” yang rendah, 
demikian menurut laporan The Associated Press (AP).

Partai Komunis Tiongkok (PKT) berpendapat bahwa 
sistem penentuan skor kredit sosial akan meningkatkan 
tatanan masyarakat. Kampanye partai untuk menetapkan 
skor setiap warga negara berdasarkan perilaku yang dapat 
dilacak secara digital — mulai dari pajak yang tidak dibayar 
hingga pelanggaran hukum pemasangan tali kekang atau 
memposting komentar negatif tentang pemerintah di 
media sosial — telah dikembangkan sejak tahun 2014. 

Partai yang berkuasa kurang transparan dalam 
menjelaskan cara kerja algoritme penentuan skor itu. PKT 
mengakui bahwa pihaknya memberikan penghargaan 
kepada mereka yang memiliki skor kredit sosial tinggi 
dengan memberikan kebebasan untuk bepergian ke luar 
negeri, akomodasi mewah, suku bunga pinjaman yang 
lebih rendah, dan pekerjaan yang jauh lebih baik. Warga 
dengan skor rendah menghadapi hukuman dengan cara 
yang mencakup dilarang menduduki pekerjaan manajemen, 
dilarang melakukan perjalanan kereta api dan perjalanan 
udara, atau bahkan dilarang menginap di hotel yang bagus.

Meskipun PKT menerbitkan sasaran untuk 
menerapkan sistem kredit sosial nasional paling lambat 
tahun 2020, pihaknya saat ini hanya menjalankan sejumlah 
proyek percontohan secara acak yang diluncurkan oleh 
sekitar setengah lusin otoritas lokal dan perusahaan 
teknologi. Salah satu perusahaan itu adalah Sesame 
Credit, yang dioperasikan oleh Alibaba, sebuah kerajaan 
belanja online yang dimiliki oleh Jack Ma, demikian 
menurut laporan majalah Time. Perusahaan itu 
mempertimbangkan serangkaian perilaku finansial dan 
sosial untuk menentukan skor kredit sosial.

RRT menugaskan delapan perusahaan, termasuk 
perusahaan induk Sesame, Ant Financial, dan China 
Rapid Finance, mitra raksasa jejaring sosial Tencent, 
untuk melakukan uji coba sistem penentuan skor kredit. 
Pedoman partai menyerukan sistem nasional yang akan 
“memungkinkan orang-orang yang dapat dipercaya 
berkeliaran di mana-mana di bawah langit, sementara 
membuat sulit bagi orang-orang yang didiskreditkan 
untuk mengambil satu langkah.”

Perusahaan-perusahaan itu memiliki akses ke sejumlah 
besar data pribadi. Sesame, misalnya, dapat memanfaatkan 
aplikasi pembayaran seluler Alibaba, Alipay, yang memiliki 
lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Tencent 
mengembangkan aplikasi perpesanan WeChat, yang 
memiliki lebih dari 850 juta pengguna aktif.

Meskipun jutaan warga telah diberi penghargaan atau 
dihukum berdasarkan sistem persidangan, pemerintah 
belum mengindikasikan bagaimana mereka berencana 

untuk meluncurkan program itu secara nasional. Akan 
tetapi sistem yang digunakan saat ini menimbulkan 
kekhawatiran internasional bahwa rezim otokratis 
memaksakan kontrol “Orwellian” atas warganya dan 
kemungkinan mitra bisnis di luar negeri. Orwellian adalah 
rujukan ke skenario distopia yang digambarkan oleh 
novelis George Orwell dalam novelnya yang berjudul 
1984. Wakil Presiden A.S. Mike Pence mengkritik sistem 
Tiongkok pada Oktober 2018 sebagai “sistem Orwellian 
yang digunakan untuk mengendalikan hampir setiap aspek 
kehidupan manusia.” 

KEJAHATAN KECIL, HUKUMAN BESAR
Pelanggaran itu bisa sekecil denda parkir atau 
keterlambatan pelunasan pinjaman. Akan tetapi, 
hukumannya bisa jadi berat dan bertahan lama. Pusat 
Informasi Kredit Publik Nasional Tiongkok melaporkan 
bahwa calon penumpang pesawat udara mengalami 
pemblokiran pembelian tiket sebanyak 17,5 juta kali 
pada tahun 2018 karena memiliki skor kredit sosial yang 
rendah. Sebanyak 5,5 juta tiket kereta api lainnya ditolak 
untuk alasan yang sama. Laporan yang sama mengatakan 
128 orang dihentikan saat berupaya pergi dari Tiongkok 
karena mereka belum membayar pajak.

Sistem kredit sosial itu meluas ke banyak sisi 
kehidupan sehari-hari. Di Jinan, provinsi Shandong, 
misalnya, lalai merawat anjing dengan tepat dapat 
membuat pemerintah menyita hewan peliharaan tersebut. 
Sistem kredit sosial kota itu mewajibkan siapa pun yang 
memiliki anjing untuk mendaftarkannya ke kepolisian. 
Pemilik anjing, setelah mendapatkan izin, pada awalnya 
mendapatkan 12 poin, yang ditanamkan dalam bentuk 
kode QR di kerah anjing, demikian menurut laporan The 
Daily Telegraph, surat kabar Inggris.

Pemerintah mengurangi poin untuk pelanggaran yang 
berkisar dari menuntun anjing tanpa tali kekang atau label 
pengidentifikasi hingga tidak membersihkan kotoran 
anjing. Anjing dilarang dibawa ke akomodasi umum, 
termasuk transportasi dan hotel, dan anjing tidak diizinkan 
untuk bermain-main di air mancur publik kota itu. Jika 
pemilik kehilangan total 12 poin, pemerintah menyita 
anjing tersebut dan meminta pemiliknya untuk lulus ujian 
kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. 
Media pemerintah melaporkan bahwa sebagian besar orang 
yang kehilangan anjing mereka pada akhirnya lulus ujian 
dan mendapatkan kembali hewan peliharaan mereka.

Penghargaan bagi mereka yang memiliki skor tinggi 
bervariasi mulai dari diskon tagihan energi, suku bunga 
yang lebih baik di bank, dan bisa menyewa barang 
tanpa memberikan uang jaminan. Sebuah laporan 
dari BBC News mengatakan bahwa situs kencan 
terbesar Tiongkok, Baihe, meningkatkan profil warga 
yang memiliki skor kredit sosial yang sangat baik. 
“Penampilan seseorang sangat penting,” jelas Wakil 
Presiden Baihe Zhuan Yirong. “Tetapi lebih penting 
untuk bisa mencari nafkah. Kekayaan pasangan Anda 
menjamin kehidupan yang nyaman.” 
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Meskipun mereka yang dianggap bisa 
dipercaya dapat menikmati kehidupan kencan 
yang lebih aktif, mereka yang kondisinya 
bertolak belakang berjuang keras mengatasi 
rasa malu karena dicap di depan umum 
sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. 
“Hukuman itu jauh lebih buruk daripada 
menjalani hukuman penjara karena setidaknya 
ada batasan waktu untuk hukuman penjara,” 
ungkap David Kong, mantan penerbit 
berusia 47 tahun, kepada surat kabar South 
China Morning Post. Di surat kabar itu, yang 
dimiliki oleh Alibaba, Kong menggambarkan 
kehidupan orang yang ditetapkan sebagai 
“penunggak” sungguh mengerikan.

Itu karena daftar “individu yang 
didiskreditkan” RRT diumumkan kepada 
publik, dan pemerintah daerah menemukan 
cara-cara inovatif untuk menyiarkannya. 
Satu kabupaten menambahkan nada dering 
untuk memperingatkan penelepon bahwa 
mereka akan berbicara dengan “penunggak,” 
demikian menurut Xinhua, kantor berita 
resmi milik pemerintah RRT.

“Halo, Pengadilan Rakyat Kabupaten 
Pu’an mengingatkan Anda bahwa orang 

yang Anda telepon telah dimasukkan dalam 
daftar individu yang didiskreditkan. Harap 
berhati-hati jika Anda bergaul dengannya!” 
ungkap pesan itu. 

Sistem pengadilan Tiongkok lainnya, 
Pengadilan Tinggi Rakyat Hebei, 
meluncurkan “Peta Penunggak,” sebuah 
aplikasi yang merupakan fitur tambahan pada 
platform media sosial Tiongkok WeChat, 
untuk diuji coba pada Januari 2019. Para 
kritikus telah mengungkapkan kekhawatiran 
akan privasi terhadap aplikasi itu, yang 
memungkinkan pengguna untuk memeriksa 
apakah orang-orang dalam radius 500 meter 
telah lalai membayar utangnya. 

Birokrat pemerintah tidak kebal 
dari pengawasan ketat itu. Pada Maret 
2019, kota Quanzhou di bagian tenggara 
Tiongkok mulai memberi skor pada 
perilaku pribadi pegawai negeri. Bloomberg 
melaporkan bahwa pusat komersial 
Wenzhou telah mulai melakukan penentuan 
skor terhadap perilaku pegawai publik 
untuk tujuan promosi dan penghargaan, dan 
kota pesisir Zhoushan juga menyimpan file 
kredit sosial pegawai pemerintah.

Seorang pria 
mendemonstrasikan 
perangkat lunak 
pengawasan lalu 
lintas selama 
pameran Security 
China 2018 di 
Beijing. Tiongkok 
dapat memiliki 
sebanyak 450 juta 
kamera pengawas 
secara nasional 
paling lambat tahun 
2020.  REUTERS
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PERTANYAAN KEDAULATAN
Kampanye pengendalian pemerintah ini telah 
memicu masalah di luar perbatasan Tiongkok. 
Dr. Samantha Hoffman, seorang nonresident 
fellow di International Cyber Policy Centre, 
Australian Strategic Policy Institute dan 
seorang peneliti akademis tamu di Mercator 
Institute for China Studies di Berlin, 
mengatakan bahwa penggunaan pengumpulan 
big data oleh RRT untuk memantau, 
membentuk, dan menilai perilaku warga 
memengaruhi berbagai negara yang mencoba 
melakukan bisnis dengan Tiongkok.

“Peraturan kredit sosial sudah digunakan 
untuk memaksa bisnis mengubah cara 
komunikasi mereka untuk mengakomodasi 
tuntutan politik Partai Komunis Tiongkok 
(PKT),” tulisnya dalam laporan tahun 
2018. “Peraturan ini akan memengaruhi 
bisnis internasional dan komunitas warga 
Tiongkok di luar negeri serta memiliki 
potensi untuk campur tangan langsung dalam 
kedaulatan negara lain,” ungkapnya dalam 
laporan itu, “Social Credit: Technology-
enhanced Authoritarian Control with 
Global Consequences (Kredit Sosial: 

Pengendalian Otoriter yang Ditingkatkan 
oleh Teknologi dengan Konsekuensi 
Global).” Dia memberi contoh langkah yang 
diambil oleh Administrasi Penerbangan Sipil 
Tiongkok pada April 2018 yang menyebut 
maskapai penerbangan internasional 
melanggar undang-undang Tiongkok karena 
mencantumkan Taiwan, Hong Kong, dan 
Makau di situs web mereka.

Pada 25 April 2018, Administrasi 
Penerbangan Sipil Tiongkok menuduh 
United Airlines, Qantas, dan lusinan maskapai 
penerbangan lainnya “benar-benar tidak 
jujur” karena mencantumkan Taiwan, Hong 
Kong, dan Makau di situs web mereka. 
Otoritas Tiongkok mengatakan bahwa 
kelalaian untuk mengklasifikasikan lokasi-
lokasi itu sebagai properti Tiongkok “akan 
diperhitungkan terhadap catatan kredit 
maskapai itu dan akan menyebabkan hukuman 
berdasarkan hukum lainnya, seperti undang-
undang keamanan siber,” tulis Hoffman.

Dengan cara ini, eksperimen kredit 
sosial digunakan untuk “memaksa maskapai 
penerbangan internasional untuk mengakui 
dan mengadopsi versi kebenaran PKT, dan 

Partai Komunis 
Tiongkok 
menggunakan 
perangkat lunak 
pengawasan untuk 
mengidentifikasi 
perincian tentang 
orang dan kendaraan.
REUTERS
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karenanya menindas perspektif alternatif 
tentang Taiwan,” tulis Hoffman.

Hoffman mengatakan bahwa PKT 
menganggap daerah-daerah ini sebagai 
bagian dari Tiongkok, dan aturan yang 
dituduhkan dilanggar oleh maskapai itu 
ditulis untuk “menerapkan dua kebijakan 
utama tentang pembentukan” sistem kredit 
sosial. Banyak maskapai mengubah tempat 
tujuan perjalanan situs web mereka agar 
sesuai dengan tuntutan RRT.

“Ketika bisnis terus mematuhi,” tulis 
Hoffman, “penerimaan terhadap klaim 
PKT pada akhirnya akan menjadi keputusan 
otomatis dan karenanya norma yang 
mengganggu kedaulatan negara lain.”

RRT berpendapat bahwa mencantumkan 
Taiwan sebagai sebuah negara melanggar 
hukum yang melindungi “martabat atau 
kepentingan negara.” Administrasi Industri dan 
Perdagangan Shanghai, misalnya, mendenda 
pengecer Jepang, Muji, cabang Shanghai 
senilai 200.000 yuan, atau 584 juta rupiah 
(41.381 dolar A.S.), karena mengembangkan 
kemasan yang mencantumkan Taiwan sebagai 
sebuah negara.

Kasus tersebut bertepatan dengan 
peraturan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 
2018, yang mengharuskan setiap perusahaan 
yang memiliki izin usaha di Tiongkok untuk 
memiliki kode kredit sosial 18 digit.

NEGARA PENGAWASAN
Pemantauan data ini hanya mewakili 
satu sisi dari pendekatan RRT terhadap 
pengendalian perilaku. Bagian fundamental 
lainnya adalah pemasangan jaringan kamera 

secara besar-besaran untuk memantau 
pergerakan warganya.

Kementerian Keselamatan Publik RRT 
pada tahun 2015 menyerukan penciptaan 
jaringan pengawasan video yang “ada 
di mana-mana, sepenuhnya terhubung, 
selalu aktif, dan dapat dikendalikan dengan 
sepenuhnya”. IHS Markit, penyedia 
informasi global yang berbasis di London, 
memperkirakan RRT akan memasang 450 
juta kamera secara nasional paling lambat 
tahun 2020.

Pada Agustus 2018, kepolisian memiliki 
lebih dari 46.000 kamera pengintai yang 
dipasang di Beijing, cukup untuk mengawasi 
setiap sudut jalan, demikian menurut berbagai 
laporan media di Tiongkok. Lebih dari 4.300 
petugas polisi ditugaskan untuk memantau 
hasil rekaman kamera itu.

Pengawasan di mana-mana ini muncul 
disertai dengan implikasi terhadap hak 
asasi manusia. Pada Februari 2019, pakar 
internet Belanda Victor Gevers dari lembaga 
nirlaba GDI Foundation mengungkapkan 
pemasangan sistem pengawasan video secara 
besar-besaran di kawasan Xinjiang, yang 
merupakan tanah air kelompok Muslim 
Uighur yang telah mengalami penahanan 
massal dan dimasukkan ke dalam kamp 
pendidikan ulang politik secara sewenang-
wenang oleh partai tunggal penguasa negara 
Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa 
perusahaan pengawasan Tiongkok, SenseNets 
Technology Ltd., sedang melacak pergerakan 
lebih dari 2,5 juta orang di Xinjiang.

MENANTANG PENGINTAI
Hoffman berpendapat bahwa berbagai negara 
Indo-Pasifik dan negara demokrasi Barat 
yang ingin menghentikan kondisi pengintaian 
yang sedang berkembang di RRT memiliki 
alat bantu untuk melakukan perlawanan. 
Dia menegaskan bahwa pemerintah 
demokratis harus menjadi lebih proaktif 
dalam melawan perluasan sistem kredit 
sosial PKT. “Pemerintah demokratis tidak 
dapat memaksa perusahaan untuk menolak 
mematuhi tuntutan Beijing,” tulisnya, “tetapi 
mereka juga tidak boleh meninggalkan bisnis 
sendirian untuk mengurangi risiko yang 
diciptakan oleh tindakan negara Tiongkok.”

Dia mengatakan bahwa pemerintah 
harus mengidentifikasi potensi penggunaan 
teknologi yang dapat diterapkan pada 
sistem kredit sosial. Dia merekomendasikan 
pengendalian yang lebih ketat pada “ekspor 
teknologi dan penelitian Barat yang telah 

Kerumunan orang 
memadati  
stasiun kereta api  
di Hangzhou, provinsi 
Zhejiang.  
Pemerintah Tiongkok 
melarang sekitar 
5,5 juta orang untuk 
melakukan perjalanan 
dengan kereta api 
pada tahun 2018 
setelah menganggap 
mereka tidak dapat 
dipercaya.  
AFP/GETTY IMAGES
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digunakan dalam — dan berpotensi bermanfaat 
bagi — sistem kredit sosial negara Tiongkok.”

Hoffman mengatakan bahwa negara-
negara yang ingin mengatasi efek sistem 
kredit sosial harus meninjau teknologi 
yang muncul dan memperhatikan dengan 
cermat kemitraan universitas dan penelitian. 
“Titik awal yang jelas akan mencegah situasi 
seperti, misalnya, Pusat Teknologi Big 
Data Global di University of Technology 
Sydney yang menerima dana senilai 282,2 
miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) dari China 
Electronics Technology Group Corp. 
[CETC], perusahaan pertahanan milik 
negara Tiongkok.”

CETC adalah badan usaha milik negara 
di belakang perangkat pengawasan video 
Tiongkok. CETC mendanai salah satu proyek 
terbaru University of Technology Sydney, 
yang merupakan sistem pengambilan data 
video online keamanan publik. 

Untuk mencegah agar data tidak 
diekspor untuk digunakan dalam sistem 
Beijing, pemerintah harus menekankan 
perlindungan data, khususnya di tingkat 
universitas. Misalnya, Institut Konfusius yang 
berbasis di kampus universitas di seluruh 
dunia harus diminta untuk menyimpan data 

pada perangkat keras dan perangkat lunak 
milik universitas, sehingga mereka dapat 
memastikan bahwa data itu tidak diekspor ke 
Tiongkok, demikian tulis Hoffman.

Kelalaian untuk menjaga data akan 
berkontribusi pada berkembangnya sistem 
yang sudah merampas beberapa hak dasar 
penduduk di Tiongkok, seperti kebebasan 
berbicara. Lin Hu, seorang jurnalis di 
Tiongkok, mengatakan kepada surat kabar 
Kanada The Globe and Mail bahwa dia 
ditangkap, didenda, dan dimasukkan dalam 
daftar hitam karena membuat tulisan tentang 
penyensoran dan korupsi pemerintah. Lin Hu 
dimasukkan dalam “Daftar Orang Tidak Jujur 
yang Dikenai Penindakan oleh Mahkamah 
Agung Rakyat.” Dia dilarang membeli tiket 
pesawat, dilarang naik kereta api, dan dilarang 
membeli properti, atau mengambil pinjaman.

“Tidak ada file, tidak ada surat perintah 
dari kepolisian, tidak ada pemberitahuan 
resmi sebelumnya,” ungkapnya kepada surat 
kabar itu. “Mereka hanya memutus saya dari 
hal-hal yang pernah menjadi hak saya. Yang 
benar-benar menyeramkan adalah tidak 
ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Anda 
tidak dapat melapor kepada siapa pun. Anda 
terjebak dan tak tahu harus berbuat apa.”  o

Seorang pria 
berjalan-jalan di 
Pameran Industri Big 
Data Internasional 
Tiongkok di Guiyang, 
provinsi Guizhou. 
Pemerintah Tiongkok 
bekerja sama dengan 
perusahaan big data 
untuk memantau 
kebiasaan online 
warganya guna 
memengaruhi 
perilaku mereka.  
REUTERS
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ada awal Tahun Baru Tiongkok 2019, Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) mengungkapkan bahwa 
produk darah yang terkontaminasi HIV telah 
didistribusikan kepada warganya. Satu batch 
imunoglobulin manusia intravena tercemar, yang 
terutama digunakan untuk merawat pasien yang 

mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, dijual dan 
didistribusikan di provinsi Jiangxi di bagian timur Tiongkok 
oleh pemasok produk darah medis terbesar kedua di 
Tiongkok, Shanghai Xinxing, yang diawasi oleh perusahaan 
induknya yang merupakan badan usaha milik negara.

“Batch yang tercemar terdiri dari 12.229 botol plasma 
berukuran 50 ml [mililiter] yang akan kedaluwarsa 
pada Juni 2021,” demikian menurut laporan di surat 
kabar South China Morning Post. Penyelidik dari Komisi 
Kesehatan Nasional Tiongkok menghentikan produksi 
dan memerintahkan penarikan kembali produk darah 
itu meskipun lembaga yang sama yang membuat 
pengumuman awalnya, Badan Produk Medis Nasional, 
kemudian mengumumkan bahwa hasil tesnya negatif 
untuk HIV, virus yang menyebabkan AIDS, dan untuk 
berbagai jenis hepatitis.

Laporan yang saling bertentangan itu semakin 
memicu kekhawatiran pasien dan konsumen Tiongkok 
atas keamanan pasokan makanan dan medis negara 
mereka. “Pengalihan masalah selalu dilakukan dengan 
cepat. Tak lama kemudian mereka akan mengatakan 
bahwa menyuntikkan produk ini baik untuk kesehatan 
Anda,” tulis Cui Yongyuan, seorang pembawa acara dan 
produser televisi Tiongkok, di situs microblogging Sina 
Weibo, mengomentari sebuah laporan tentang hasil awal 
penyelidikan, demikian menurut surat kabar The New 
York Times. “Susu bubuk tercemar, tidak ada masalah. 
Vaksin tercemar, tidak ada masalah. Inokulasi tercemar, 
tidak ada masalah,” tambahnya, merujuk pada serangkaian 
masalah kesehatan di Tiongkok dalam dekade terakhir ini. 
“Singkatnya, jika beberapa orang mati, tidak ada masalah.” 

WARGA YANG MARAH
RRT terus dilanda skandal keamanan produk dan 
manufaktur meskipun Partai Komunis Tiongkok (PKT) 
baru-baru ini berulang kali memberikan janji reformasi. 

Ketakutan akan plasma yang terkontaminasi itu hanyalah 
salah satu insiden terbaru. Berbagai skandal vaksin dalam 
beberapa tahun terakhir ini telah membahayakan anak-
anak yang masih kecil dan keluarga mereka dan juga 
menempatkan populasi secara keseluruhan dalam risiko 
dengan memungkinkan terjadinya wabah.

Pemerintah mengungkapkan pada Januari 2019 
bahwa lebih dari 145 anak-anak Tiongkok di provinsi 
Jiangsu telah menerima vaksin polio kadaluwarsa dari 
puskesmas setempat, memicu protes dari ribuan orang 
tua yang marah di luar puskesmas setempat dan kantor 
pemerintah. Pengungkapan itu terjadi hanya enam 
bulan setelah skandal besar terungkap pada Juli 2018 
ketika Changchun Changsheng Life Sciences, anak 
perusahaan dari badan usaha milik negara Changsheng 
Biotechnology, salah satu produsen vaksin terbesar di 
negara itu, memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 
250.000 vaksin yang cacat untuk difteri, batuk rejan, dan 
tetanus (DPT). Vaksin itu diberikan kepada ribuan bayi 
di bawah program RRT di provinsi Shandong pada tahun 
2017. Penyelidik juga menemukan bahwa Changchun 
Changsheng Life Sciences telah memalsukan catatan 
produksi pada lebih dari 100.000 vaksin rabies dan 
telah melakukan penipuan pelaporan data vaksin selama 
lebih dari empat tahun, demikian menurut South China 
Morning Post.

Mo Li, berusia akhir 20-an, adalah orang tua dari 
seorang anak yang mungkin telah menerima salah satu 
dosis vaksin DPT yang cacat itu. “Saya memikirkan semua 
orang yang terlibat, mulai dari perusahaan vaksin hingga 
regulator. Mereka tidak bisa disebut sebagai manusia. 
Mereka adalah iblis di neraka,” ujar Mo kepada surat 
kabar The Guardian pada akhir Juli 2018 setelah berita 
skandal itu pecah.

Orang tua yang marah seperti Mo memprotes di 
depan Komisi Kesehatan Nasional RRT pada Juli 2018, 
menuntut pengawasan yang lebih baik terhadap industri 
farmasi Tiongkok. Inspektur menemukan vaksin yang 
rusak pada tahun 2017 tetapi tidak mengungkapkan 
informasi itu hingga Juli 2018.

“Masalahnya tidak terpecahkan,” ungkap He Fangmei, 
ibu dari seorang bayi perempuan berusia 2 tahun kepada 
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The New York Times setelah unjuk rasa pada bulan Juli itu. 
“Kekhawatiran kami belum diatasi.”

Warga awam Tiongkok, yang bukan merupakan 
persentase kecil dan istimewa anggota PKT yang 
berkuasa, menjadi semakin frustrasi dengan kelemahan 
RRT dalam melindungi kesehatan masyarakat. Meskipun 
RRT mengklaim telah membentuk sistem regulasi 
berkelas dunia, lembaganya gagal melindungi penelitian, 
produksi, distribusi, dan pemberian vaksin dan obat-
obatan lainnya.

Ketidakpuasan orang tua Tiongkok yang meningkat 
dengan janji-janji RRT yang tidak terpenuhi tampaknya 
tidak perlu diragukan lagi. Segera setelah terjadinya 
skandal Changsheng, regulator mengungkapkan bahwa 
Institut Produk Biologi Wuhan yang dimiliki oleh 
pemerintah juga menjual vaksin yang tidak efektif. Pada 
Mei 2018, perusahaan itu mulai menarik sekitar 400.000 
dosis dan diperintahkan untuk membayar denda yang 
tidak diungkapkan, demikian menurut Bloomberg.
com. Sebelum serentetan insiden baru-baru ini, RRT 
mengungkapkan pada tahun 2016 bahwa jutaan vaksin 
yang mengalami cacat produk, kira-kira senilai 1,27 triliun 
rupiah (90 juta dolar A.S.), telah diberikan kepada anak-
anak Tiongkok secara nasional. Pada tahun 2015, vaksin 
yang sudah kedaluwarsa menyebabkan dua kematian 
dan masalah kesehatan parah pada hampir 400 anak di 
provinsi Henan, demikian menurut Radio Free Asia. Pada 
tahun 2010, vaksin yang tidak disimpan dalam lemari 
pendingin menewaskan empat anak di provinsi Shanxi 
dan membuat 70 orang lainnya jatuh sakit, demikian 
yang diungkapkan oleh surat kabar China Economic Times. 
Masalah dengan kualitas vaksin telah ada sejak lama dan 
“semua orang di dalam sistem itu mengetahuinya,” ujar 
seorang direktur pusat pengendalian penyakit Tiongkok 
yang menangani sekitar setengah juta orang kepada South 
China Morning Post.

REFORMASI YANG GAGAL 
RRT membentuk Administrasi Makanan 
dan Obat Tiongkok pada Maret 2013 
untuk mengatasi masalah seperti itu, tetapi 
skandal terus muncul. Usai terjadinya setiap 
skandal vaksin, regulator tidak memberi 
tahu masyarakat secara tepat waktu dan 
juga tidak melakukan banyak tindakan pada 
awalnya untuk menghukum perusahaan atau 
pejabat mereka. Dan usai terjadinya setiap 
krisis, RRT menerapkan langkah-langkah 
yang seharusnya meningkatkan keamanan 
makanan dan obat-obatan, tetapi skandal 
terus berlanjut hingga tahun 2019. Dalam 
salah satu upaya reformasi terbarunya, RRT 
mengumumkan pada April 2018 bahwa 
pihaknya akan mereorganisasi Administrasi 
Makanan dan Obat Tiongkok ke dalam 
Administrasi Obat Tiongkok, yang akan 
diawasi oleh lembaga baru Administrasi 
Negara untuk Pengawasan Pasar. Sementara 

itu, tanggung jawab untuk mengatur makanan akan 
dialihkan ke lembaga lain.

Sebagian besar sebagai upaya respons yang jelas 
terhadap protes dan kegemparan publik, RRT menjatuhkan 
denda sebesar 18,34 triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.) 
pada Oktober 2018 terhadap Changsheng Life Sciences 
dan melarang 15 anggota eksekutif, termasuk ketuanya, 
untuk bekerja dalam industri obat-obatan, demikian 
menurut Reuters. RRT juga mendenda Changsheng 
Biotechnology sekitar 1,26 miliar rupiah (89.000 dolar 
A.S.). Reuters melaporkan bahwa perusahaan induk itu 
berencana untuk membayar pasien yang dirugikan oleh 
vaksin sekitar 409 juta rupiah (29.000 dolar A.S.) hingga 
1,35 miliar rupiah (96.000 dolar A.S.) sebagai kompensasi. 
RRT juga sedang menyusun undang-undang yang 
memungkinkan warganya untuk menggugat produsen 
obat guna mendapatkan ganti rugi punitif jika vaksin yang 
rusak itu menyebabkan penyakit serius atau kematian, 
tetapi sampai undang-undang tersebut diterapkan, keluarga 
korban tidak memiliki jalan lain.

Secara historis, orang tua yang memprotes produsen 
vaksin telah menerima perlakuan yang lebih keras daripada 
eksekutif dan perusahaan yang melakukan pelanggaran 
yang melanjutkan produksi setelah membuat permintaan 
maaf secara publik atau membayar denda relatif kecil yang 
rata-rata nilainya mencapai 19,8 miliar rupiah (1,4 juta 
dolar A.S.), demikian menurut analisis The New York Times. 
Pada awalnya, Changsheng hanya didenda 7,05 miliar 
rupiah (500.000 dolar A.S.) untuk vaksinnya yang rusak 
hingga keluhan di jejaring sosial WeChat, yang dihapus 
sehari kemudian, mengungkapkan rinciannya secara 
publik, demikian yang dilaporkan The Guardian. Surat 
kabar itu juga melaporkan bahwa RRT membungkam atau 
menahan orang tua yang memprotes. Meski demikian, 
RRT tidak mampu meredam protes di media sosial dan 
di tempat lain dalam satu tahun terakhir ini terhadap 

Seorang anak menerima vaksinasi di rumah sakit di Huaibei, provinsi Anhui, 
pada Juli 2018 setelah kasus penipuan vaksin memicu kembali kekhawatiran 
publik akan keamanan obat.  AFP/GETTY IMAGES
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penanganan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, 
demikian menurut berbagai laporan media. Orang-orang 
yang berkecimpung dalam industri itu dan pakar kesehatan 
mengatakan bahwa masalah sistematis itu masih ada.

Warga dari negara lain juga harus waspada. Kegagalan 
RRT memiliki implikasi global karena Tiongkok juga 
memproduksi obat-obatan yang didistribusikan di negara 
lain. Pada akhir Juli 2018, misalnya, Zhejiang Huahai 
Pharmaceutical, produsen obat tekanan darah Tiongkok 
Valsartan, dipaksa untuk melakukan penarikan obat secara 
internasional setelah bahan aktif di dalamnya ditemukan 
terkontaminasi dengan zat penyebab kanker, demikian 
menurut CNN. Perusahaan Tiongkok itu menyediakan 
lebih dari setengah pasokan obat di Amerika Serikat, dan 
merek itu juga diresepkan secara luas di Eropa. “Tidak 
hanya ada potensi dirugikan dari produk yang telah ditarik 
itu, masalah kedua adalah adanya ketidakcukupan pasokan 
produk yang belum ditarik di luar sana,” ungkap Craig 
Beavers, koordinator farmasi klinis kardiovaskular di 
University of Kentucky Medical Center, kepada situs web 
WebMD.com.

MERONGRONG KEPERCAYAAN 
Aliran potensi bencana yang mengalir tanpa henti terus 
mengikis kepercayaan pada RRT dan keyakinan pada 
kemampuan Presiden Xi Jinping untuk mereformasi 
sistem produksi makanan dan obat-obatan Tiongkok yang 
korup. Banyak analis mengatakan bahwa meskipun Xi 
telah bekerja keras untuk meyakinkan warganya mengenai 
kampanye kekuasaan otokratis terkonsolidasinya 
dengan berjanji untuk mengurus rakyatnya, skandal 
kesehatan yang berulang terus merusak kredibilitas dan 
legitimasinya.

“Skandal vaksin sekali lagi menunjukkan 
kegagalan pemerintah Tiongkok dalam 
penegakan hukum dan pemantauan industri 
perawatan kesehatan, bahkan setelah adanya 
laporan selama bertahun-tahun mengenai 
kasus-kasus lain,” ungkap Patrick Poon, 
peneliti masalah Tiongkok di Amnesty 
International, kepada The Guardian.

Mayoritas keluarga Tiongkok hanya 
memiliki satu anak karena kebijakan RRT 
di masa lalu yang membatasi ukuran 
keluarga. Oleh karena itu, pelanggaran 
yang dilakukan oleh pemerintah yang 
memengaruhi kesehatan anak-anak 
dianggap sangat mengerikan, demikian 
menurut Merriden Varrall, seorang pakar 
Tiongkok di Lowy Institute, kelompok 
cendekiawan di Australia.

“Bagaimana hal ini masih terjadi di 
Tiongkok ketika masyarakat diberi tahu 
bahwa pemerintah benar-benar berada di jalur 
yang tepat untuk melakukan peremajaan?” 
ungkapnya kepada The New York Times pada 
Juli 2018. “Skandal seperti ini sama sekali 

tidak akan lagi diterima sebagai hal yang normal.”

TRAGEDI MASA LALU 
RRT memiliki sejarah panjang dalam membiarkan 
produk berbahaya untuk menjangkau konsumen 
Tiongkok. Hingga saat ini, lebih dari satu dekade setelah 
tragedi susu formula bayi, banyak orang tua tidak mau 
memberikan susu formula yang diproduksi di Tiongkok 
kepada bayi mereka, demikian menurut berbagai 
laporan media. Pada tahun 2008, susu formula bayi yang 
terkontaminasi melamin, bahan kimia yang digunakan 
dalam pembuatan plastik dan pupuk, menewaskan enam 
bayi dan membuat lebih dari 300.000 bayi lainnya jatuh 
sakit di Tiongkok. Zat kimia tersebut menyebabkan 
batu ginjal, yang jarang terjadi pada anak-anak dan 
sangat menyakitkan, dan pada akhirnya gagal ginjal 
dan kematian. Setidaknya 1.200 bayi di Tiongkok 
kemudian didiagnosis menderita penyakit ginjal serius. 
Reuters melaporkan bahwa penyelidikan menetapkan 22 
perusahaan Tiongkok terkait dengan susu formula yang 
tercemar, termasuk beberapa perusahaan milik negara.

Salah satu pelaku utama, Sanlu, mengetahui 
sejak Agustus 2008 bahwa peternak setempat telah 
menambahkan melamin ke dalam susu mereka untuk 
meningkatkan kadar proteinnya. Susu formula dari 
peternakan ini ditemukan memiliki lebih dari 4.000 kali 
tingkat melamin yang dapat diterima, demikian menurut 
pedoman Organisasi Kesehatan Dunia. Perusahaan itu 
telah menerima keluhan tentang produknya selama 
setidaknya sembilan bulan sebelum kejadian itu, demikian 
menurut laporan pada Juli 2018 di Quartz, sebuah situs 
web yang mengumpulkan dan mengorganisir berita 
berdasarkan topiknya. Karena Tiongkok menjadi tuan 

Orang-orang yang anak-anaknya meninggal akibat meminum susu yang 
tercemar memegang poster bertuliskan: “Kembalikan anak saya. Menuntut 
keadilan yudisial” di luar pengadilan di provinsi Hebei pada Januari 2009. 
Keluarga yang terdampak skandal susu beracun di Tiongkok menuntut 
pembalasan, kompensasi, dan jawaban ketika mereka menunggu penjatuhan 
hukuman terhadap eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas 
kematian tersebut.  REUTERS
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rumah Olimpiade Musim Panas di Beijing tahun itu, 
Sanlu, yang memegang hampir 20 persen pangsa pasar 
susu formula, berupaya meredam berita itu. Quartz 
melaporkan bahwa Sanlu pada awalnya didirikan sebagai 
perusahaan milik negara dan kemudian berkembang 
menjadi perusahaan patungan dengan menjual 43 persen 
sahamnya ke perusahaan Selandia Baru.

Eksekutif utama Sanlu, Ketua Tian Wenhua, juga 
menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok, dijatuhi 
hukuman penjara seumur hidup karena memproduksi 
dan menjual susu formula yang terkontaminasi bahkan 
setelah perusahaan mengetahui bahwa susu itu bisa 
mengakibatkan kematian, demikian yang dilaporkan The 
New York Times. Beberapa eksekutif lainnya menerima 
hukuman yang lebih ringan. Pada tahun 2009, seorang 
peternak sapi perah dan pemasok yang 
telah mendistribusikan produk yang 
terkontaminasi dieksekusi, demikian 
yang dilaporkan The Guardian. 
Pada tahun yang sama, Sanlu 
mengajukan kepailitan, demikian 
menurut situs web china.org.cn.

Sebagai akibat dari 
kontribusi dan kesalahan RRT 
dalam mengelola krisis itu, 
lebih dari 53 persen konsumen 
masih lebih menyukai merek 
asing untuk susu formula bayi, 
demikian menurut survei tahun 
2017 terhadap 10.000 orang di 
44 kota Tiongkok yang dilakukan 
oleh McKinsey & Co. Quartz 
melaporkan bahwa permintaan itu kuat 
cukup sehingga menyebabkan kekurangan 
susu formula di Hong Kong. Dalam beberapa tahun 
terakhir ini, Tiongkok membeli setengah dari pasokan 
susu formula ritel Australia melalui saluran konsumen-ke-
konsumen, demikian menurut surat kabar The Washington 
Post. Pada tahun 2015, nilai penjualan susu formula ke 
Tiongkok lebih dari 2,82 triliun rupiah (200 juta dolar 
A.S.), demikian yang dilaporkan surat kabar The Sydney 
Morning Herald.

KETAKUTAN HIV BERKELANJUTAN 
Tiongkok juga diguncang skandal HIV sebelumnya 
yang menimpa seluruh masyarakat. Pada tahun 1990-
an dan 2000-an, ribuan warga Tiongkok tertular HIV 
setelah menjual plasma mereka atau menerima transfusi 
atau produk yang terbuat dari produk darah tercemar 
yang dikumpulkan di tempat yang disebut RRT sebagai 
pusat donasi ilegal. Kontaminasi terjadi karena fasilitas 
tersebut tidak memiliki prosedur yang aman untuk 
mengambil plasma dan mentransfusikan produk darah, 
demikian menurut laporan National Public Radio, 
sebuah organisasi berita nirlaba yang berkantor pusat 
di A.S. Lebih dari 43 persen orang yang mendonorkan 
darah di pusat-pusat tersebut terkena HIV, demikian 

yang dikatakan Kementerian Kesehatan Tiongkok. 
Warga di provinsi-provinsi tempat pengambilan darah itu 
masih menderita akibat AIDS, demikian menurut Sixth 
Tone, sebuah perusahaan rintisan media Tiongkok, yang 
dengan jelas menggambarkan apa yang disebut sebagai 
desa-desa AIDS yang diciptakan oleh bencana itu.

“Akar penyebab AIDS di Tiongkok adalah pasar 
plasma,” ungkap Gao Yaojie, seorang dokter yang 
membantu mengungkap penyebab epidemi itu di provinsi 
Henan, kepada The New York Times pada tahun 2016. 
“Ini adalah bencana buatan manusia. Namun orang-
orang yang bertanggung jawab atas masalah itu tidak 
pernah dimintai pertanggungjawaban, mereka juga tidak 
mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf.”

Bencana itu menyebabkan RRT pada akhirnya 
memberlakukan prosedur skrining yang lebih 

baik untuk produk darah, tetapi otoritas 
Tiongkok terus mengecewakan warga 

mereka dalam mengelola penyakit 
itu dan melakukan kampanye 

pendidikan kesehatan. Upaya luas 
untuk memeriksa komunitas yang 
terkena dampak baru dimulai 
tahun 2004, demikian menurut 
Sixth Tone.

Saat ini, meskipun 
penyebaran HIV telah 

melambat di seluruh dunia secara 
keseluruhan, jumlah warga di 

Tiongkok yang hidup dengan HIV 
dan AIDS terus bertambah pada 

tingkat yang mengkhawatirkan. Pusat 
Pengendalian Penyakit RRT mengatakan 

pada November 2018 bahwa 850.000 orang 
di Tiongkok telah dites positif HIV, demikian menurut 
majalah The Economist. Jumlahnya 12 persen lebih tinggi 
dari tahun sebelumnya dan hampir tiga kali lipat jumlah 
yang dilaporkan pada tahun 2010. Sementara itu, infeksi 
HIV global baru telah menurun sebesar 18 persen dari 
2,2 juta pada tahun 2010 menjadi 1,8 juta pada tahun 
2017, tahun terakhir ketika datanya tersedia, demikian 
menurut Avert, sebuah badan amal HIV dan AIDS 
internasional.

Sekitar 40.000 kasus baru dilaporkan di Tiongkok 
pada kuartal kedua tahun 2018 saja, demikian menurut 
laporan BBC. Kasus yang melibatkan warga berusia 15 
hingga 24 tahun meningkat lebih dari sepertiga setiap 
tahun antara tahun 2011 dan 2015, demikian menurut 
sebuah studi pada Juli 2018 yang diterbitkan di jurnal 
medis The Lancet.

Lebih dari 81 persen kasus baru umumnya dianggap 
terkait dengan hubungan seksual dan bukan donor darah, 
demikian yang dilaporkan The Lancet. Pejabat Tiongkok 
mengaitkan peningkatan jumlah ini setidaknya sebagian 
akibat pengujian yang lebih luas, namun beberapa pejabat 
kesehatan masyarakat berpendapat bahwa lebih banyak 
yang bisa dilakukan untuk menghentikan penyebarannya.
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KETAKUTAN MAKANAN 
Selain malapetaka susu formula bayi, ada skandal makanan 
di Tiongkok di masa lalu, dari telur yang terkontaminasi 
melamin dan kubis yang dilapisi formaldehida hingga daging 
beku berusia 40 tahun dan minyak goreng yang didaur 
ulang dari tempat sampah. Konsumen setiap hari merasa 
khawatir bahwa makanan lain mungkin terkontaminasi, 
demikian menurut berbagai laporan media. Alasan utama 
kekhawatiran akan keamanan pangan adalah penggunaan 
pestisida dan pupuk secara berlebihan di RRT pada tahun 
1980-an dan 1990-an yang mencemari lahan pertanian untuk 
tanaman dan hewan, seperti yang dilaporkan pada tahun 
2001 oleh Pusat Kebijakan Pertanian Tiongkok, Akademi 
Ilmu Pengetahuan Pertanian Tiongkok dalam sebuah 
makalah berjudul, “Pestisida Pertanian, Produksi Beras, dan 
Kesehatan Manusia di Tiongkok.” Berhektar-hektar lahan 
juga telah terkontaminasi oleh proses industri yang tidak 
terkendali selama beberapa dekade.

RRT baru mulai mengatasi masalah lahan pertanian 
yang terkontaminasi ini, demikian ungkap Yanzhong 
Huang, seorang peneliti senior untuk kesehatan global di 
Council on Foreign Relations (CFR), kepada Quartz pada 
Juli 2018.

Wabah demam babi Afrika baru-baru ini di Tiongkok 
tidak terlalu membantu upaya untuk meredakan 
kekhawatiran akan keamanan pangan secara keseluruhan. 
Tiongkok melaporkan lebih dari 100 wabah di 25 dari 
34 provinsi di negara itu, demikian menurut Organisasi 
Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. CNN 
melaporkan pada awal Februari 2019 bahwa hampir 1 juta 
dari 340 juta ekor babi di negara itu disembelih antara 
Agustus 2018 hingga Januari 2019. Meskipun virus itu 
belum menginfeksi manusia, tidak ada pengobatan atau 
penyembuhan yang tersedia untuk demam babi, yang 

menyebabkan terbentuknya lesi pada kulit 
dan organ-organ babi, dan dalam bentuknya 
yang paling ganas, bersifat mematikan bagi 
hampir semua babi, demikian menurut pejabat 
kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penyakit itu menyebar lebih cepat di 
Tiongkok daripada di berbagai negara 
lain, demikian menurut laporan Reuters 
pada Februari 2019. Ketika wabah itu 
berkembang, pejabat RRT berulang kali 
menyatakan bahwa “epidemi di daratan 
Tiongkok ditangani secara efektif dan 
berada di bawah kendali,” seperti yang 
dilaporkan media resmi pemerintah 
Xinhua, tetapi bulan demi bulan, lebih 
banyak kasus dilaporkan. Beberapa ahli 
mengatakan bahwa kurangnya transparansi 
RRT kemungkinan berkontribusi pada laju 
epidemi itu. Epidemi itu berlanjut setelah 
babak terakhir penyangkalan pada saat itu. 
Pejabat Tiongkok di provinsi Hunan di 
bagian selatan dan provinsi Gansu di bagian 
barat laut Tiongkok menemukan sisa-sisa 

virus itu dalam produk daging babi, termasuk pangsit 
beku, pada Februari 2019, demikian yang dilaporkan 
Voice of America.

MASALAH SISTEMIK 
Banyak analis mengatakan bahwa masalah produksi 
biomedis dan pangan Tiongkok berasal dari kekurangan 
sistematis yang mengakar. Sebagai permulaan, proses 
regulasi Tiongkok yang bersifat top-down menutup 
kemungkinan keterlibatan warga dan banyak pemain kunci 
lainnya dalam proses itu. “Karena peraturan keamanan 
pangan menyertakan beberapa kegiatan yang saling 
menguatkan (produksi, pemasaran, dan konsumsi) dan 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan (misalnya, 
produsen, pedagang, konsumen, aktor pemerintah), sangat 
kecil kemungkinannya bahwa kerangka kerja hukum dan 
regulasi top-down murni yang berpusat pada negara akan 
cukup untuk meredakan krisis pangan dan keselamatan 
Tiongkok,” tulis Huang dalam postingan blog CFR 
pada tahun 2014. Wawasannya terus berlaku, mengingat 
berbagai kesalahan yang terjadi secara berkelanjutan.

Hingga reformasi yang lebih baik dan lebih banyak 
transparansi diterapkan di seluruh sistem, warga 
Tiongkok dan seluruh dunia, terutama negara-negara 
yang melakukan perdagangan dengan Tiongkok, akan 
tetap merasa khawatir akan kualitas makanan dan produk 
kesehatan yang diproduksi di Tiongkok. Mungkin 
Presiden Xi meringkasnya sendiri dengan jelas pada 
tahun 2013, ketika dia mulai menjabat: “Jika partai kita 
tidak bisa menangani keamanan pangan dengan tepat 
saat memerintah Tiongkok, dan hal ini terus berlanjut, 
beberapa pihak akan bertanya-tanya apakah kami siap 
untuk memegang jabatan itu,” ujarnya, demikian menurut 
laporan di The New York Times.  o

Seorang pria menangani bagian-bagian babat daging sapi beku dari Brasil di 
jalan belakang Hong Kong sebelum diselundupkan ke Tiongkok daratan pada 
Juli 2015. Bulan sebelumnya, otoritas Tiongkok menyita 100.000 ton daging 
beku selundupan di Tiongkok. Sebagian berusia 40 tahun dan mulai mencair, 
demikian menurut surat kabar milik pemerintah China Daily.  REUTERS
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bad ke-21 telah terbukti menjadi bisnis besar 
bagi industri transplantasi organ di Tiongkok, 
yang mendapatkan reputasi sebagai negara 
tujuan wisatawan medis. Meskipun hanya ada 

sedikit kasus donor organ yang terdokumentasi, daftar 
organ yang tersedia untuk transplantasi masih banyak, 
dan waktu tunggu untuk mendapatkan organ yang 
cocok hanya beberapa hari hingga beberapa bulan. Jenis 
ketersediaan dan kecepatan semacam itu tidak terjadi di 
negara lain.

“Di Tiongkok, organ mudah ditemukan,” ungkap 
seorang perawat senior yang tidak disebutkan namanya 
di Killing to Live: The Dark Side of Transplant Tourism 
in China (Membunuh untuk Hidup: Sisi Gelap Wisata 
Transplantasi di Tiongkok), sebuah film dokumenter 
tahun 2017 yang menyelidiki Rumah Sakit Pusat 
Pertama Tianjin, pusat transplantasi organ di Tiongkok. 
“Hanya butuh dua jam bagi mereka untuk membawa 
organ segar ke sini,” ungkap perawat itu, yang 
melaporkan bahwa hati harganya 1,83 miliar rupiah 
(130.000 dolar A.S.), demikian menurut surat kabar The 
Epoch Times, yang didirikan oleh praktisi Falun Gong 
Tiongkok-Amerika.

Meningkatnya kecurigaan dan pengawasan terhadap 
bisnis transplantasi organ Tiongkok mendorong Partai 
Komunis Tiongkok (PKT) untuk menciptakan sistem 
distribusi organ nasional pada tahun 2013. Para ahli medis 
telah lama mencurigai bahwa sumber melimpahnya organ 
yang tersedia untuk transplantasi di Tiongkok adalah 
tahanan politik — praktisi gerakan spiritual terlarang 
Falun Gong, Muslim Uighur, umat Buddha Tibet, umat 
Kristen bawah tanah, dan terduga pembangkang lainnya 
— yang menjadi sasaran uji coba medis di balik jeruji 
penjara dan yang organnya diambil secara paksa.

Mahkamah Independen Pemanenan Organ Paksa dari 
Tahanan Nurani di Tiongkok telah membahas pertanyaan 
spesifik yang muncul dari bukti pemanenan organ paksa 
secara sistematis dan meluas dari para tahanan nurani 
di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Mahkamah yang 
berbasis di London itu telah berulang kali mengundang 
para pejabat Tiongkok untuk hadir di mahkamah itu 
guna menjawab pertanyaan tentang sistem donasi organ 
Tiongkok, tetapi permintaannya tidak digubris.

PKT terus menyangkal klaim bahwa otoritasnya 
mengambil organ secara paksa, dan baru-baru ini pada 
April 2019, mengabaikan permintaan lainnya untuk hadir 
di mahkamah itu di London terkait tuduhan ini.

Penyangkalan itu tidak menghentikan para peneliti 
seperti David Matas, David Kilgour, dan Ethan Gutmann 
untuk terus mengajukan pertanyaan. Matas, seorang 

pengacara hak asasi manusia internasional; Kilgour, 
mantan anggota parlemen Kanada; dan Gutmann, 
seorang analis dan penyelidik hak asasi manusia 
Tiongkok, pada Juni 2016 menerbitkan pembaruan 
setebal hampir 700 halaman terhadap penyelidikan dan 
laporan yang mereka buat 10 tahun sebelumnya.

Laporan terbaru yang diberi judul “Bloody Harvest/
The Slaughter,” meneliti program transplantasi ratusan 
rumah sakit di Tiongkok, laporan media, propaganda 
resmi, jurnal medis, dan materi lainnya. Penelitian 
mereka memperlihatkan data yang membuktikan bahwa 
pejabat Tiongkok melakukan lebih dari 60.000 hingga 
100.000 transplantasi per tahun, bertentangan dengan 
klaim resmi pemerintah bahwa mereka hanya melakukan 
10.000 transplantasi dan menimbulkan keraguan bahwa 
pusat distribusi organ RRT yang diperbarui itu telah 
memperlambat praktik-praktik menjijikkannya.

“Fakta bahwa bukti yang kami periksa saat ini 
menunjukkan volume transplantasi yang jauh 
lebih besar daripada yang ditegaskan oleh 
pemerintah Tiongkok memperlihatkan 
ketidaksesuaian yang lebih besar daripada 
yang sebelumnya pernah kami kira di 

antara volume transplantasi dan sumber-
sumber yang diidentifikasi pemerintah 
Tiongkok. Ketidaksesuaian yang meningkat 
itu membuat kami menyimpulkan bahwa ada 
pembantaian praktisi Falun Gong dalam jumlah 
yang jauh lebih besar untuk diambil organnya 
daripada yang kami perkirakan pada awalnya,” demikian 
yang diungkapkan laporan “Bloody Harvest.” “Bahkan 
dengan volume transplantasi yang telah ditegaskan oleh 
pemerintah Tiongkok di masa lalu, ada ketidaksesuaian 
yang substansial di antara jumlah transplantasi dan jumlah 
sumber yang telah diidentifikasi oleh pemerintah Tiongkok 
— tahanan yang dijatuhi hukuman mati dan donor 
sukarela. Ketidaksesuaian ini merupakan salah satu alasan, 
di antara beberapa alasan, yang membawa kami di masa 
lalu untuk mendapatkan kesimpulan bahwa kelompok-
kelompok di atas telah menjadi sumber dari banyak, dan 
memang sebagian besar, organ untuk transplantasi.”

Matas, Kilgour, dan Gutmann terutama menggunakan 
istilah “pemanenan organ” — yang menunjukkan praktik 
ilegal pengambilan organ dari individu — hidup atau 
mati — tanpa persetujuan mereka.

Akan tetapi, memang ada norma-norma internasional. 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan 
“Prinsip Pedoman tentang Transplantasi Sel, Jaringan, 
dan Organ Manusia” yang mengklarifikasi standar 
internasional untuk transplantasi organ. Disahkan pada 

A
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Mei 2010, prinsip-prinsip tersebut mempertahankan 
poin-poin penting dari prinsip versi 1991 sembari 
menggabungkan ketentuan baru dalam menanggapi tren 
saat ini dalam transplantasi, khususnya perlindungan 
donor hidup, dan meningkatnya penggunaan sel dan 
jaringan manusia.

Prinsip Pedoman 1 WHO mewajibkan persetujuan 
dari donor guna mengambil organ untuk tujuan 
transplantasi. Prinsip Pedoman 10 mewajibkan 
keterlacakan transplantasi organ. Prinsip Pedoman 11 
mewajibkan bahwa kegiatan donasi bersifat transparan 
dan terbuka untuk pengawasan.

“Pekerjaan mempromosikan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia bukanlah semata-mata atau bahkan 
terutama menjadi pekerjaan pemerintah. Ini merupakan 
pekerjaan individu di mana saja, mereka yang memiliki 
hak asasi manusia. Pembunuhan orang tak berdosa di 
Tiongkok untuk diambil organnya adalah kekejaman 
yang harus menjadi perhatian kita semua,” tulis Matas, 
Kilgour, dan Gutmann.

Melalui penelitian mereka, ketiga pria itu 
mengidentifikasi penerima transplantasi yang kemudian 
mengetahui bahwa donor mereka telah meninggal 
selama prosedur ekstraksi dan telah menyatakan 
keterkejutan mereka atas betapa mengerikannya 
pemanenan organ itu. “Saya terkejut saat mendengar 
tentang sumber organ itu. Saya merasa sangat sedih 
bahwa saya berpartisipasi dalam hal seperti itu,” ungkap 
penduduk Taiwan Rourou Zhuang, yang menerima 
ginjal baru di Tiongkok, dalam film dokumenter Human 
Harvest, demikian menurut The Epoch Times. “Saya ingin 
menceritakan kisah saya sehingga orang-orang dapat 
mengetahuinya.”

Hokamura Kenichiro, seorang pasien Jepang, terkejut 
melihat betapa mudahnya mendapatkan ginjal baru. 
Sepuluh hari setelah dia berbicara dengan seorang 
perantara Jepang di Tiongkok, dia mendapati dirinya 
berada di atas meja operasi Shanghai bersama dengan 
seorang dokter yang baru saja memeriksanya di pagi hari 
menjelang prosedur operasi itu.

“Sangat cepat, saya ketakutan,” ungkapnya, demikian 
menurut The Epoch Times.

Biaya ginjalnya: 1,13 miliar rupiah (80.000 dolar A.S.).
Sering kali, orang-orang bepergian ke Tiongkok 

secara berkelompok untuk menjalani transplantasi organ. 
Pada tahun 2001, misalnya, seorang perantara mengatur 
sembilan pasien dari Asia Tenggara untuk pergi ke Rumah 

Sakit Taiping guna menjalani prosedur operasi itu. Dokter 
menyelesaikan kesembilan transplantasi dalam dua hari, 
demikian menurut “Bloody Harvest/The Slaughter.”

Dalam contoh lain, tujuh pasien bepergian dari Hong 
Kong ke Tiongkok untuk menjalani transplantasi ginjal. 
Dokter melakukan semuanya pada hari yang sama, dan 
pasien pulang satu minggu kemudian, demikian ungkap 
laporan itu.

“Mengamati dengan cermat volume transplantasi, 
rumah sakit demi rumah sakit, dokter demi dokter, di 
Tiongkok, merupakan tugas yang sangat besar. Ada 
hampir sembilan ratus rumah sakit dan antara sembilan 
dan sepuluh ribu tenaga medis yang terlibat dalam 
transplantasi. Terlebih lagi, upaya menutup-nutupi angka 
volume transplantasi tidak hanya menjadi fenomena 
nasional di Tiongkok. Upaya itu juga terjadi di tingkat 
dokter dan rumah sakit,” ungkap Matas, Kilgour, dan 
Gutmann. “Meskipun demikian, memahami angka volume 
transplantasi merupakan tugas yang harus dilakukan.”

Beberapa negara telah mengadakan audiensi tentang 
pemanenan organ PKT. Spanyol, Italia, dan Israel 
termasuk di antara negara-negara yang mencegah 
warganya bepergian ke luar negeri untuk menjalani 
transplantasi.

Dengan tidak adanya tanggapan resmi Tiongkok 
atau bukti yang bertentangan, Mahkamah Independen 
Pemanenan Organ Paksa dari Tahanan Nurani di 
Tiongkok telah memberikan putusan sementara terhadap 

David Matas, yang ikut menulis laporan tentang pemanenan organ 
di Tiongkok, berbicara tentang penelitiannya di sebuah konferensi 
di Hong Kong.  AFP/GETTY IMAGES

— David Matas, David Kilgour, dan Ethan Gutmann, penulis “Bloody Harvest/The Slaughter”

Pekerjaan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah 
semata-mata atau bahkan terutama menjadi pekerjaan pemerintah. Ini adalah 
pekerjaan individu di mana saja, mereka yang memiliki hak asasi manusia.”
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PKT yang mengutuk pemerintah Tiongkok atas 
pemanenan organ ilegal berdasarkan keterangan saksi 
dan laporan yang telah ditinjaunya.

“Anggota mahkamah semuanya yakin — dengan 
suara bulat, dan yakin tanpa keraguan — bahwa di 
Tiongkok, pemanenan organ paksa dari tahanan 
nurani telah dipraktikkan untuk periode waktu yang 
lama dengan melibatkan sejumlah besar korban,” tulis 
putusan sementara yang diterbitkan oleh mahkamah 
itu pada Desember 2018. Putusan akhir diharapkan 
diterbitkan pada Juni 2019.

“Kami akan membahas putusan akhir kami secara 
terperinci dengan temuan-temuan kami sehubungan 
dengan apakah kejahatan internasional telah dilakukan 
oleh praktik ini, jika demikian oleh siapa dan dengan 
perincian mengenai periode waktu dan jumlah korban. 
Putusan akhir ini akan diambil berdasarkan analisis lebih 
lanjut atas materi saat ini dan materi lainnya yang belum 
disediakan serta nasihat hukum yang belum diterima,” 
demikian yang dinyatakan putusan sementara itu. “Tetapi 
— patut diulang — tidak diragukan lagi mengenai 
bukti yang diterima saat ini bahwa pemanenan organ 
paksa telah terjadi dalam skala besar oleh organisasi dan 
individu yang didukung atau disetujui oleh negara.”

Mahkamah itu menekankan bahwa kesimpulannya 
didorong oleh bukti. Jika kemudian datang bukti baru 
— dari dokter, akademisi, atau pejabat pemerintah 
Tiongkok — mahkamah itu mengatakan bahwa 
pihaknya akan menimbang bukti itu seolah-olah telah 
disajikan tepat pada waktunya selama sidang reguler 
bersama dengan bukti lainnya.

“Kita harus ingat bagaimana kisah berulang dalam 
laporan pemanenan organ paksa di Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) —- bahkan laporan yang menyentuh 
kemungkinan adanya kriminalitas — sejauh ini diketahui 
tidak memiliki dampak atau tidak banyak berdampak 
pada praktik transplantasi di RRT,” ungkap mahkamah 
itu. “Ada kemungkinan bahwa temuan yang jelas dan pasti 
— tanpa keraguan — yang kita buat tentang pemanenan 
organ paksa, meskipun tidak dengan sendirinya dan pada 
tahap ini merupakan temuan pertanggungjawaban pidana 
internasional, akan memiliki dampak langsung pada RRT 
atau pada mereka yang berinteraksi dengannya. Mereka 
seharusnya, begitu mengetahui putusan kami atau 
sebaliknya mengenai praktik pemanenan organ paksa di 
Tiongkok, merefleksikan setiap dukungan yang mereka 
berikan secara efektif lewat terlibat dengan RRT.”

Sementara itu, dan dalam upaya lain untuk terus 
menyoroti praktik Tiongkok yang dulunya bersifat 
rahasia ini, penulis “Bloody Harvest/The Slaughter” 
mendesak siapa pun yang memiliki pengetahuan lebih 
lanjut tentang teknik pemanenan organ Tiongkok untuk 
membagikan informasi itu — secara anonim jika perlu 
— dengan menghubungi ChinaOrganHarvest.org baik 
dalam Bahasa Mandarin atau Bahasa Inggris, Doctors 
Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), atau 
EndOrganPillaging.org dalam bahasa Inggris.  o

Anggota Falun Gong memperagakan prosedur pemanenan organ saat 
mereka memprotes praktik yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis 
Tiongkok.  THE ASSOCIATED PRESS
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AMBISI ARKTIK

Republik Rakyat Tiongkok meluncurkan kapal 
pemecah es kutub pertamanya yang dibuat di dalam 
negeri, Xue Long 2, di sebuah galangan kapal di 
Shanghai pada September 2018. REUTERS
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REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK 
MEMPERTARUHKAN 
KLAIM TIDAK PATUT ATAS 
KAWASAN KUTUB

Kawasan Arktik telah menjadi bidang 
kepentingan penting bagi dunia. Pencarian rute 
yang lebih pendek dari Atlantik ke Asia telah 
menjadi mimpi dan pencarian kekuatan maritim 
selama berabad-abad. Pencairan es Arktik 
meningkatkan kemungkinan penghematan 
waktu pelayaran selama beberapa hari dan 
beberapa ribu kilometer di antara blok-blok 
perdagangan utama. Es yang semakin surut 
telah mengakibatkan peningkatan lalu lintas laut 
di kawasan itu dan berpotensi membuka dua 
rute trans-Arktik, Rute Laut Utara (Northern 
Sea Route - NSR) dan Lintasan Barat Laut 
(Northwest Passage - NWP). Peningkatan lalu 
lintas pengapalan ini akan menciptakan potensi 
kemungkinan konflik antarnegara. 

NWP tidak dapat diandalkan, jadi rute itu 
bukan pilihan yang layak untuk pengapalan 
komersial melalui kawasan Arktik, yang 
didefinisikan sebagai area di dalam Lingkaran 
Arktik, garis lintang sekitar 66,5 derajat di utara 
Khatulistiwa. Kawasan itu berisi cekungan 
Samudra Arktik dan bagian utara Norwegia, 
Swedia, Finlandia, Rusia, Kanada, Greenland, 
dan negara bagian Alaska milik A.S. NSR telah 
jauh lebih bebas dari es daripada NWP, dan Rusia 
telah beroperasi di perairan ini sejak tahun 1930-
an. NSR membentang di sepanjang pantai Rusia 
dan dengan demikian Rusia mengklaim NSR 
sebagai bagian dari perairan teritorialnya. Rusia 
telah mendefinisikan NSR sebagai “perairan 
bersejarah,” atau yang di atasnya negara itu 
telah melaksanakan kedaulatan secara historis. 
Pada tahun 1964 dan 1986, Amerika Serikat 
mengirimkan kapal penelitian ke NSR — suatu 
tindakan yang diizinkan berdasarkan hukum laut 
yang diakui secara internasional — dan mereka 
diblokir dari perlintasan lebih lanjut oleh kapal 
Angkatan Laut Soviet, demikian menurut analisis 
U.S. Air War College pada tahun 2012. 

Ancaman semacam itu terhadap apa yang 
disebut sebagai kepemilikan bersama global alias 
global commons ini menjadi perhatian utama 
tidak hanya bagi negara-negara Arktik tetapi 
juga bagi semua pihak yang ingin menggunakan 
hak mereka untuk berlayar dan beroperasi di 
perairan internasional — bebas dari paksaan. 

KOLONEL JOSEPH A. MUSACCHIA JR.
ANGKATAN UDARA A.S.
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Dalam dokumen Lingkungan Pengoperasian Gabungan 
2035 yang diterbitkan pada tahun 2016, Kepala Staf 
Gabungan A.S. menyatakan bahwa global commons yang 
terbuka dan dapat diakses merupakan pilar ekonomi 
internasional saat ini dan memberdayakan negara-negara 
yang menggunakannya untuk melakukan perdagangan, 
transit, studi ilmiah, atau pengawasan dan kehadiran 
militer. Dokumen ini meramalkan bahwa pada tahun 2035, 
berbagai negara akan mendapatkan tantangan di sebagian 
global commons ketika negara dan beberapa aktor non-
negara menegaskan aturan dan norma mereka sendiri 
di dalamnya. Khususnya, diperkirakan bahwa beberapa 
negara akan mulai menegakkan interpretasi mereka sendiri 
tentang perilaku yang dapat diterima di kepemilikan 
bersama udara dan maritim, khususnya di dekat titik keluar 
masuk rawan maritim strategis. Dikhawatirkan negara-
negara ini akan berupaya memperluas kontrol administratif 
atas kegiatan komersial yang melintasi wilayah landas 
kontinen mereka dan zona ekonomi eksklusif mereka, 
yang didukung oleh kemampuan perang dan aset 
maritim musuh yang semakin banyak dan meningkat 
kemampuannya, demikian ungkap dokumen itu.

KEPENTINGAN EKONOMI RRT
Selat Bering merupakan salah satu dari delapan titik 
keluar masuk rawan maritim global. Terlepas dari kapal 
yang berlayar melalui NWP atau NSR, semuanya harus 
melewati titik strategis utama ini. (Lihat sisipan: “Es 
Mencair Mengubah Dunia.”)

Kebebasan navigasi merupakan kunci bagi pengapalan 
komersial. Meningkatnya penggunaan Arktik, khususnya 
NSR dalam waktu dekat ini, menjadi perhatian dan 
kepentingan banyak negara karena dapat mengubah rute 
pengiriman. Waktu pengiriman barang dari Eropa ke 
Asia 40 persen lebih cepat di sepanjang NSR daripada 
menggunakan rute pengiriman konvensional. Ini dapat 
secara signifikan mengurangi biaya bahan bakar dan 
memungkinkan barang mencapai pasar dalam sepertiga 
waktu pengiriman.

Eksportir besar Asia mengincar rute utara ini, tetapi 
tidak ada yang memiliki pandangan yang lebih intens 
daripada Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT 
sangat bergantung pada pengapalan internasional untuk 
pembangunan ekonominya — 46 persen dari produk 
domestik brutonya (PDB) tergantung pada pengapalan, 
demikian menurut laporan pada tahun 2012 di jurnal 
International Affairs. Banyak pejabat dan akademisi 
A.S. mencurigai bahwa kepentingan RRT terhadap 
Arktik adalah untuk menggunakan pengaruh sebagai 
kekuatan regional yang meningkat melalui kemitraan 
dengan negara-negara Arktik dan kehadiran di kawasan 
itu. Ini bukan hanya kepentingan ekonomi tetapi juga 
mengandung aspek keamanan. 

RRT telah bekerja secara agresif untuk membangun 
hubungan strategis di kawasan itu melalui upaya komersial 
untuk memajukan kepentingan ekonominya dan juga 
untuk membangun kehadiran di kawasan itu, sebagaimana 

dirinci Dewan Penasihat Keamanan Internasional dalam 
“Laporan Kebijakan Arktik” yang diterbitkannya pada 
tahun 2016. Negara yang paling sukses didekati oleh RRT 
adalah Islandia, anggota NATO dan Uni Eropa. RRT 
memiliki kehadiran diplomatik yang besar di Islandia, dan 
kedutaan RRT merupakan kedutaan terbesar di Reykjavik, 
ibu kota Islandia. Kehadiran ini memfasilitasi perjanjian 
perdagangan bebas dengan Islandia, perjanjian pertama 
antara Tiongkok dan negara Eropa, demikian menurut 
laporan pada tahun 2015 di Polar Record, jurnal yang dikaji 
oleh rekan sejawat. 

Pada tahun 1990-an, RRT mulai melakukan penelitian 
di Arktik. Pada tahun 2004, RRT mendirikan stasiun 
penelitian permanen di Ny-Alesun di kepulauan Svalbard 
Norwegia. RRT berusaha untuk memperkuat pijakan ini 
dengan penawaran yang diajukan oleh seorang miliarder 
Tiongkok untuk membeli lahan seluas 218 kilometer 
persegi di Svalbard. Pemerintah Norwegia melihat upaya 
ini sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh RRT 
dan menghentikan tindakan itu dengan membeli properti 
itu untuk mendapatkan kontrol penuh atas pembangunan 
di area strategis utama ini, demikian yang dilaporkan 
The Barents Observer, sebuah surat kabar online, pada 
Oktober 2016.

Tiongkok mengajukan permohonan untuk menjadi 
anggota tetap Dewan Arktik dan mengklaim bahwa 
pihaknya adalah “negara di dekat Arktik.” Sekitar tahun 
1993, RRT membeli kapal pemecah es Xue Long. Ini 
memberi RRT kemampuan untuk beroperasi di lokasi 
paling utara Arktik, dan pada tahun 2016, RRT membuat 
dan meluncurkan Haibing 722, kapal pemecah es kedua 
yang juga memiliki kemampuan mendaratkan helikopter. 
Pada September 2018, RRT meluncurkan kapal pemecah 
es kutub pertama yang dibuat di dalam negeri, Xue Long 2, 
di sebuah galangan kapal di Shanghai. Sementara itu, RRT 
juga mengerahkan Haibing 722 ke Armada Utara angkatan 
laut Tiongkok, demikian menurut majalah Popular Mechanics.  
Ini sesuai dengan strategi RRT yang diidentifikasi dalam 
buku putih pertahanan tahun 2008 untuk beralih dari 
pertahanan pantai ke pertahanan laut jauh. Pada tahun 2010, 
seorang laksamana muda Tiongkok mengatakan, “Dengan 
perluasan kepentingan ekonomi negara ini, angkatan laut 
ingin melindungi dengan lebih baik rute transportasi 
negara ini dan keamanan jalur laut utama kami,” demikian 
menurut laporan edisi musim semi tahun 2013 di Naval War 
College Review. Strategi Arktik RRT menekankan kerja sama 
daripada konfrontasi untuk menghindari tindakan balasan 
dari negara-negara pantai Arktik. Namun, pada Maret 2010, 
Laksamana Muda Tiongkok Yin Zhuo menyatakan, “Arktik 
merupakan milik semua orang di seluruh dunia, dan tidak 
ada negara yang memiliki kedaulatan atasnya.” Ini adalah 
isyarat bagi negara-negara pantai Arktik bahwa seharusnya 
tidak ada upaya untuk mengunci jalur laut Arktik.

AMBISI RRT 
Pada tahun 2015, kehadiran militer Tiongkok terwujud di 
Arktik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dan selama 
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Republik Rakyat Tiongkok 
membangun fasilitas 
penelitian, ditampilkan 
dalam foto sedang 
dibangun pada tahun 
2016, di Karholl, Islandia, 
sebagai bagian dari 
strategi untuk membangun 
kehadiran di Arktik.
THE ASSOCIATED PRESS
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kunjungan Presiden A.S. pada saat itu, Barack Obama, 
ke Alaska, RRT mengirimkan lima kapal Angkatan Laut 
Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) di Laut Bering. 
Kapal-kapal itu memasuki perairan teritorial A.S. di 
lepas pantai Alaska, yang berjarak 12 mil laut dari garis 
pantai. Kapal-kapal itu melakukan patroli kebebasan 
navigasi sesuai dengan aturan Konvensi Hukum 
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan 
perlintasan damai, yang tidak mengharuskan, dan PLAN 
juga tidak memberikan, pemberitahuan kepada negara 
pantai, demikian menurut CNN. 

Ini jelas memberi sinyal kepada A.S. dan semua 
negara pantai Arktik bahwa RRT dapat dan akan 
membangun kehadiran militer untuk melindungi jalur 
laut Arktik dan kepentingan ekonomi RRT. Kapal-kapal 
RRT berada di daerah Selat Bering, yang menyediakan 
akses ke Arktik bagi Tiongkok dan semua negara Asia 
lainnya. Titik keluar masuk rawan maritim ini adalah 
ujung akhir NSR dan NWP dan titik yang harus dilewati 
oleh semua pengapalan energi dan perdagangan yang 
transit di Arktik. Kehadiran RRT menunjukkan bahwa 
pihaknya memiliki jangkauan dan kemampuan maritim 
untuk melindungi daerah itu dengan kekuatan.

A.S. tidak memiliki kehadiran militer yang signifikan 
di atau sekitar Selat Bering. Selain itu, Laksamana Paul 
F. Zukunft, komandan Pasukan Penjaga Pantai A.S., 
menyatakan bahwa RRT juga telah memosisikan kapal 
penelitian di luar batas 200 mil laut dari Zona Ekonomi 
Eksklusif A.S., di daerah yang dapat diklaim sebagai 
batas landas kontinen, demikian menurut Zukunft. 
Seperti yang ditunjukkan dengan patroli kebebasan 
navigasi di Alaska, RRT memiliki posisi strategis yang 
menguntungkan untuk memberikan tekanan pada A.S. 

semisal terjadi konfrontasi. RRT bisa membuat langkah 
strategis di Selat Bering, atau yang sekarang disebut 
beberapa orang sebagai “Gerbang Bering.” 

PROYEKSI KEKUATAN
RRT, untuk pertama kalinya, berpartisipasi dalam 
latihan Vostok 2018 Rusia, yang melibatkan hampir 
300.000 personel Rusia. RRT mengirim kontingen 
yang terdiri dari 3.200 personel, 1.000 kendaraan 
dan peralatan militer, dan 30 pesawat sayap tetap dan 
sayap putar. Latihan ini melibatkan transit kapal-kapal 
angkatan laut Rusia melalui Selat Bering dan dirancang 
untuk melatih pertahanan wilayah timur Rusia dan 
NSR. RRT ingin menunjukkan bahwa mereka mampu 
berperang di lapangan, dan mengirimkan pesan yang 
jelas kepada para pesaing dan kawasan itu bahwa militer 
RRT dapat beroperasi di wilayah asing tanpa kesulitan 
— khususnya, Arktik. 

Laksamana Muda Steve “Web” Koehler, 
direktur operasi, Komando Indo-Pasifik A.S. 
(USINDOPACOM), menyatakan bahwa guna bersaing 
untuk mendapatkan pengaruh, kita harus berada di sana. 
Elemen utama yang tidak dimiliki A.S. di kawasan Arktik 
adalah kehadiran. Kehadiran, seperti yang ditunjukkan 
sebelumnya, telah dibangun dengan baik oleh negara-
negara pantai Arktik lainnya dan bahkan negara non-
Arktik seperti Tiongkok. 

Meskipun A.S. tidak memiliki aset yang ditempatkan 
secara permanen di sebelah utara lingkaran Arktik, 
unit Angkatan Udara dan Angkatan Darat A.S. yang 
ditempatkan di Alaska telah meningkatkan kemampuan 
mereka untuk melakukan operasi di Arktik. Selain itu, 
unit Pasukan Marinir A.S. terus mengasah kemampuan 

Kapal cutter Pasukan Penjaga Pantai A.S., Douglas Munro, berlayar melewati gletser di Taman Nasional Glacier 
Bay, Alaska.  KOPRAL DUA TRENTON HIRSCHI/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.
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Arktik mereka dalam latihan gabungan seperti Trident 
Junction NATO. Fasilitas Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
terdekat ke Samudra Arktik berada di Kodiak, Alaska. 
Departemen Pertahanan A.S. menyatakan dalam Strategi 
Arktik 2013 bahwa pihaknya akan “mencari pendekatan 
jejak kecil yang inovatif dan hemat biaya untuk mencapai 
tujuannya di Arktik.” 

Angkatan Laut A.S. menulis dalam peta jalan Arktik 
2014 bahwa pihaknya akan melakukan investasi yang 
ditargetkan dalam kemampuan Arktik untuk menghindari 
ketidakpastian dan melindungi kepentingan nasional 
jangka panjang. Dalam Strategi Arktik 2013, Pasukan 
Penjaga Pantai A.S. menyatakan bahwa A.S. harus berpikir 
dan bertindak secara strategis di kawasan itu. Strategi 
itu menekankan semakin pentingnya Selat Bering, 
kurangnya kesadaran ranah maritim (maritime domain 
awareness - MDA) A.S. di kawasan itu saat ini, kebutuhan 
untuk memberikan kehadiran di permukaan untuk 
melindungi wilayah A.S. dan sumber dayanya serta untuk 
melindungi kebebasan navigasi. Strategi itu berpendapat 
bahwa kehadiran yang efektif di pantai dan di laut akan 
memungkinkan MDA untuk memfokuskan sumber 
daya A.S. pada risiko dan ancaman tertinggi di kawasan 
tersebut. Kehadiran ini saat ini dirasa masih kurang 
dengan pelabuhan laut dalam dan stasiun Pasukan Penjaga 
Pantai A.S. terdekat kira-kira 1.600 kilometer jauhnya. 
Strategi ini menekankan kerja sama antarlembaga dan 
solusi menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah untuk 
menciptakan efisiensi dan menghilangkan redundansi.

USULAN PELABUHAN A.S. 
Sebuah solusi yang dipertimbangkan yang akan melawan 
ambisi RRT di Arktik adalah pembangunan pelabuhan 

laut dalam di Arktik. Ini akan memenuhi niat dari 
semua strategi Arktik yang disebutkan sebelumnya, 
membangun kehadiran, dan menyediakan bagian 
penting dari infrastruktur kritis yang dapat digunakan 
bersama dengan sekutu Indo-Pasifik untuk hadir di titik 
keluar masuk rawan maritim global utama ini. Korps 
Zeni Angkatan Darat A.S. telah mempelajari konsep 
membangun pelabuhan laut dalam ini. Kapal cutter dan 
pemecah es Pasukan Penjaga Pantai A.S. memiliki sarat 
air kapal (draft) 10 hingga 12 meter, dan kapal penelitian 
Administrasi Samudra dan Atmosfer Nasional memiliki 
draft 4,5 hingga 9,5 meter. Oleh karena itu, jenis kapal ini 
berpangkalan di luar Arktik. Nome, Alaska, merupakan 
kandidat utama dalam penelitian Korps itu dan dianggap 
sebagai salah satu dari dua pelabuhan yang paling cocok. 

Studi Korps itu menyimpulkan bahwa jenis 
pelabuhan ini dapat berfungsi sebagai pangkalan operasi 
dan paling cocok karena kedekatannya dengan Selat 
Bering. Sebagai lokasi operasi garis depan, berbagai 
aset dapat dikerahkan saat dibutuhkan oleh Angkatan 
Laut A.S. dan sekutu A.S. Pelabuhan itu bisa menjadi 
pangkalan permanen untuk kapal pemecah es Pasukan 
Penjaga Pantai A.S. Nome juga memiliki lapangan udara 
yang cocok yang dapat ditingkatkan untuk mendukung 
operasi pengerahan garis depan Angkatan Udara A.S. 
dan pesawat terbang sekutu. 

Ini bisa melawan ambisi dan kehadiran, jika 
dilaksanakan oleh RRT, melalui upaya gabungan A.S. dan 
sekutunya di Indo-Pasifik. Pembangunan bagian penting 
dari infrastruktur ini akan memungkinkan A.S. dan 
sekutu-sekutunya serta negara-negara mitranya, seperti 
yang dikatakan Komandan USINDOPACOM Laksamana 
Philip S. Davidson, “menang tanpa perlawanan.”  o

Bantalan Udara Kapal Pendaratan Angkatan Laut A.S. menyentuh pantai di Alvund, Norwegia, selama latihan 
Trident Juncture 2018.  KOMANDO PASUKAN GABUNGAN SEKUTU NAPOLI
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KEMITRAAN 
PERIKANAN

Memerangi penangkapan ikan ilegal untuk memperkuat 
keamanan maritim dan keberlanjutan lingkungan

DR. ROBERT S. POMEROY, JOHN E. PARKS, DAN GINA GREEN
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enangkapan ikan merupakan penggunaan 
satwa liar ekstraktif terbesar di dunia. Produk 
perikanan merupakan makanan yang paling 

banyak diperdagangkan di dunia dan perdagangannya 
didominasi oleh negara-negara berkembang. Perikanan 
dan perdagangan berbasis perikanan menyediakan 
lapangan kerja dan penghasilan tunai yang tak ternilai, 
menciptakan dan menumbuhkan ekonomi lokal, dan 
menghasilkan devisa. Di Asia Tenggara saja, lebih dari 250 
juta orang mengandalkan ikan untuk setidaknya 20 persen 
dari rata-rata asupan protein hewani per kapita mereka. 
Di beberapa negara, misalnya, Kamboja dan Indonesia, 
ikan menyumbangkan lebih dari 50 persen asupan protein 
hewani. Lebih dari 200 juta orang di Asia Tenggara juga 
mengandalkan perikanan untuk mata pencaharian dan 
pendapatan mereka.

Terlepas dari peran penting yang dimainkan 
perikanan dalam memelihara ekonomi, mata 
pencaharian, dan ketahanan pangan banyak negara, 
semakin banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa 
ekosistem laut dan pesisir di seluruh dunia telah 
berubah secara drastis selama 50 tahun terakhir ini, 
mengurangi produktivitas, ketahanan, dan potensinya 
untuk terus memberikan manfaat sosial di masa depan. 
Bukti dari penilaian baru-baru ini menunjukkan adanya 
pengurangan secara luas dalam ukuran dan nilai ikan 
yang ditangkap dan pembinasaan spesies ikan utama 
yang bernilai tinggi, terutama ikan predator besar 
seperti hiu dan tuna. Penurunan hasil tangkapan 
ikan predator yang lebih besar selanjutnya telah 
menghasilkan pergeseran untuk menangkap spesies 
ikan yang lebih kecil dan kurang bernilai — tren yang 
dikenal sebagai “memancing ke bawah jaring makanan.”

Di Asia Tenggara, banyak lokasi perikanan telah 
menurun populasi ikannya hingga hanya menyisakan 
5 hingga 15% dari tingkat populasi aslinya. Penelitian 
terbaru mengungkapkan bahwa penangkapan ikan 
berlebihan dan penurunan populasi ikan di Asia Tenggara 
menyebabkan meningkatnya tingkat persaingan dan 
konflik di antara para nelayan atas persediaan yang tersisa, 
yang mengarah pada penurunan ketahanan ekonomi 
dan pangan, berkurangnya kelestarian lingkungan, dan 
ancaman terhadap perdamaian dan ketertiban. 

Penangkapan ikan berlebihan di Asia Tenggara
Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan 
tidak diregulasi (illegal, unreported and unregulated 
- IUU) merupakan salah satu kontributor terbesar 
bagi penangkapan ikan berlebihan di Asia Tenggara. 
Penangkapan ikan IUU terjadi ketika nelayan dan 
kapal nasional atau asing melanggar hukum perikanan 
negara yang bersangkutan atau kewajiban perjanjian 
internasional, demikian menurut Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jenis-
jenis penangkapan ikan IUU mencakup penggunaan 
metode dan peralatan penangkapan ikan yang tidak 
diperbolehkan, penangkapan ikan di daerah terlarang, 
atau selama periode waktu yang dibatasi, melakukan 
alih muatan (transshipment) hasil tangkapan secara 
tidak sah, dan mengubah pelaporan hasil tangkapan 
atau memalsukan informasi. Contoh umum dari 
penangkapan ikan IUU terjadi ketika penangkapan ikan 
berlebihan dan kelangkaan perikanan mengharuskan 
nelayan untuk menjelajah di luar wilayah penangkapan 
tradisional mereka guna memenuhi kebutuhan hasil 
tangkapan, termasuk di perairan negara-negara tetangga 
tempat mereka tidak memiliki izin untuk menangkap 
ikan. Ditambah dengan dampak negatif lainnya dari 
perubahan iklim, polusi laut, dan perusakan habitat pantai, 
penangkapan ikan IUU dapat mengakibatkan penurunan 

KEMITRAAN 
PERIKANAN

Operasi penangkapan ikan IUU 
diketahui oleh para petugas 
penegak hukum dan manajer 
perikanan di Asia Tenggara 
terkait dengan mendukung 
pemberontakan, terorisme, dan 
kejahatan maritim terorganisir, 
terutama pembajakan, penculikan, 
dan perdagangan narkotika, 
manusia, dan persenjataan kecil.

P
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populasi laut dan keanekaragaman hayati suatu negara, 
termasuk berbagai persediaan ikan dan habitat laut yang 
mereka andalkan. Studi terbaru menunjukkan bahwa 
sebagian besar produk makanan laut yang diimpor ke A.S. 
ditangkap secara ilegal dan/atau diberi label yang salah.

Selain dampak lingkungannya, penangkapan ikan 
IUU juga umumnya dikaitkan dengan pelanggaran 
kesejahteraan manusia yang serius, termasuk kerja paksa, 
dan merupakan ancaman nontradisional yang dihadapi 
keamanan laut di Asia Tenggara. Operasi penangkapan 
ikan IUU diketahui oleh para petugas penegak hukum 
dan manajer perikanan di Asia Tenggara terkait dengan 
mendukung pemberontakan, terorisme, dan kejahatan 
maritim terorganisir, terutama pembajakan, penculikan, 
dan perdagangan narkotika, manusia, dan persenjataan 
kecil. Ancaman keamanan maritim sangat kompleks dan 
saling terkait, dan meskipun dapat terjadi di laut, memiliki 
dampak besar di darat. Di daerah-daerah tempat adanya 
tata kelola yang tidak efektif di laut dan kemampuan 
pemantauan, kontrol, dan pengawasan (monitoring, 
control and surveillance - MCS) yang tidak memadai, 
ancaman-ancaman ini dapat berkembang biak dan 
menyebabkan kerawanan laut.

Melacak Hasil Tangkapan
Menyadari bahwa penangkapan ikan IUU merupakan 
tantangan kompleks yang dihadapi komunitas 
internasional, pemerintah dan lembaga swadaya 
masyarakat semakin mencari prakarsa multinasional 
dan kebijakan regional yang meningkatkan pertukaran 
informasi dan mempromosikan pendekatan kolaboratif 
untuk memerangi penangkapan ikan IUU di dalam 
perairan yang ditentukan, demikian menurut FAO. 
Selain itu, negara-negara konsumen makanan laut besar, 

termasuk negara-negara 
anggota A.S. dan Uni Eropa 
(UE), telah mengembangkan 
peraturan impor makanan 
laut baru yang mengharuskan 
pemerintah dan/atau 
perusahaan swasta dari negara-
negara pengekspor untuk 
memberikan dokumentasi 
yang dapat diverifikasi bahwa 
produk makanan laut yang 
mereka impor bebas IUU, 
dilabeli secara akurat, dan tidak melibatkan tenaga kerja 
paksa dalam rantai pasokan mereka. 

Baru-baru ini, pada tahun 2018, A.S. meluncurkan 
Program Pemantauan Impor Makanan Laut, bergabung 
dengan UE dalam mewajibkan dokumentasi impor 
yang kuat untuk memverifikasi legalitas produk. Untuk 
memenuhi persyaratan ini, negara-negara pengekspor 
semakin menggunakan sistem keterlacakan dan 
dokumentasi hasil tangkapan elektronik (electronic 
catch documentation and traceability - eCDT) untuk 
mengumpulkan informasi waktu-nyata, akurat, dan dapat 
diverifikasi di semua titik di sepanjang rantai pasokan 
makanan laut, dari titik tangkapan hingga pendaratan, 
pemrosesan, transportasi, dan ekspor.

Data yang disediakan di sepanjang rantai pasokan oleh 
sistem eCDT ini dapat digunakan oleh negara pengimpor 
untuk mengikuti informasi yang dapat diverifikasi 
mengenai produk makanan laut “dari umpan ke piring” 
untuk mendeteksi dan mencegah produk IUU. Sistem 
eCDT tersebut biasanya merupakan kombinasi perangkat 
keras dan perangkat lunak yang digunakan pada kapal 
penangkap ikan dan di darat, di pelabuhan, di fasilitas 
pemrosesan, dan dalam sistem transportasi. Dengan 
sistem eCDT, operator dapat mendokumentasikan 
informasi yang relevan tentang produk makanan laut 
secara digital dan mengirimkannya secara waktu-nyata 
ke layanan pertukaran data online melalui teknologi 
komunikasi satelit, seluler, atau frekuensi radio. Ketika 
dikombinasikan dengan langkah-langkah kontrol 
negara pelabuhan yang kuat untuk mencegah impor 
dan penjualan ikan tidak berdokumen, data besar yang 
dihasilkan melalui sistem eCDT dapat membatasi secara 
signifikan masuknya ikan IUU ke dalam rantai pasokan, 
sehingga mengurangi pendapatan bagi operator ilegal 
sembari memperkuat akses pasar untuk produsen yang 
beroperasi secara legal dan terlacak.

Kemitraan Samudra dan Perikanan Badan 
Pembangunan Internasional A.S. (USAID Oceans) 
bekerja untuk memerangi penangkapan ikan IUU dan 
penipuan makanan laut di seluruh Asia Tenggara lewat 
kemitraan dengan pemerintah nasional dan lokal, industri 
perikanan, dan pelaku sektor swasta lainnya, organisasi 
regional, serta pemangku kepentingan perikanan lainnya 
untuk mendorong adopsi mereka terhadap sistem eCDT. 
Pada akhir tahun 2018, berbagai mitra proyek telah 

Seorang Petugas Angkatan 
Laut Thailand memeriksa 
perahu penangkap 
ikan di perairan dekat 
Samut Sakhon, Thailand. 
Angkatan Laut Thailand 
menggunakan teknologi 
baru untuk memantau 
perahu penangkap ikan 
guna menindak tegas 
penangkapan ikan ilegal 
dan tenaga kerja paksa.
THE ASSOCIATED PRESS

Para pekerja mengangkut 
jaring di atas perahu 
penangkap ikan di Prachuap 
Khiri Khan, Thailand.  ISTOCK
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mengerahkan dan menguji sistem eCDT — termasuk 
kebijakan, perangkat keras, dan perangkat lunak — di 
atas kapal penangkap ikan tuna berskala kecil dan besar, 
serta di lokasi pendaratan, fasilitas pemrosesan tuna, 
dan seluruh sistem transportasi. Sepanjang tahun 2019, 
USAID Oceans akan mendukung analisis dan penggunaan 
pengambilan keputusan data eCDT untuk membantu 
manajer perikanan regional dan lembaga pemerintah 
untuk mengelola tingkat hasil tangkapan ikan yang 
berkelanjutan, meningkatkan pemahaman mereka tentang 
status persediaan ikan, dan memperkuat MCS waktu-
nyata dari operasi penangkapan ikan di laut, termasuk 
masalah yang terkait dengan kesejahteraan manusia dan 
kejahatan transnasional.

Meningkatkan Kesadaran Maritim 
Kesadaran ranah maritim (MDA) adalah pemahaman yang 
efektif tentang peristiwa, perilaku, dan dinamika dalam 
ranah maritim yang memiliki atau bisa memiliki dampak 
keamanan, keselamatan, ekonomi, dan/atau lingkungan 
pada bidang tanggung jawab ranah terkait, demikian 
menurut definisi Departemen Keamanan Dalam Negeri 
A.S. dan Organisasi Maritim Internasional. Kemampuan 

MDA yang tangguh membutuhkan intelijen yang dapat 
ditindaklanjuti secara waktu-nyata atau hampir waktu-
nyata yang ditriangulasi dari sumber antarlembaga, 
pemerintah regional, dan sektor swasta. Tujuan MDA 
adalah untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi 
berbagai ancaman, seperti pembajakan, perdagangan 
manusia, dan bentuk-bentuk lain dari kegiatan kriminal 
transnasional, yang sangat didasarkan pada pengumpulan, 
triangulasi, peleburan, analisis, dan tindakan terhadap 
informasi dari berbagai sumber dan sistem.

Jika digunakan secara efektif, MDA dapat 
mempromosikan keamanan dan stabilitas ekonomi, 
sosial, dan politik di seluruh Asia Tenggara dan di seluruh 
dunia. Pada konferensi global baru-baru ini, termasuk 
Konferensi Samudra Kita (Our Ocean Conference) 
2018, keamanan maritim semakin berada di garis depan 
kepentingan sektor swasta dan publik dengan investasi 
besar yang mendukung prakarsa bersama. Keamanan 
maritim merupakan salah satu bidang tindakan yang 
dibahas dalam konferensi itu, dengan pengakuan atas 
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

Tujuan MDA adalah untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi 
berbagai ancaman, seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan 
bentuk-bentuk lain dari kegiatan kriminal transnasional, yang sangat 
didasarkan pada pengumpulan, triangulasi, peleburan, analisis, dan 

tindakan terhadap informasi dari berbagai sumber dan sistem.

Dilanjutkan di halaman 39
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Penangkapan ikan yang tidak 
diregulasi

•	Pelanggaran kesejahteraan 
tenaga kerja/perdagangan 
manusia

•	Sedikitnya pendukung 
perikanan berkelanjutan

•	Penegakan peraturan yang 
tidak konsisten

Penangkapan ikan ilegal

•	Kerja sama regional yang 
terbatas

•	Tata kelola nasional 
dan kelautan yang tidak 
memadai

•	Keberlanjutan merupakan 
prioritas rendah bagi 
pemerintah

Penangkapan ikan 
yang tidak dilaporkan

•	Meningkatnya 
permintaan ikan 
murah

•	Mata pencaharian 
alternatif terbatas

•	Kurangnya teknologi 
yang terjangkau

Perubahan iklim, 
pembangunan 

destruktif, dan polusi 
berbasis laut dan 

darat

Penangkapan ikan secara ilegal mengancam spesies dan habitat
Terumbu karang dan spesies 
yang berhubungan dengan 

terumbu karang

Spesies pelagik di 
dekat lepas pantai

Spesies pesisir subtidal 
dengan subtrat lunak

Gangguan terhadap keberlanjutan dan keanekaragaman hayati
Berkurangnya 

keanekaragaman/kelimpahan
Degradasi 

habitat
Perubahan suhu dan 

tingkat pH
Kapasitas reproduksi 

berkurang

Lautan Ancaman

Sumber: Kemitraan Samudra dan Perikanan Badan Pembangunan Internasional A.S.

Indo-Pasifik memiliki ekosistem paling produktif dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang menyediakan 
makanan dan pendapatan bagi lebih dari 200 juta orang di kawasan itu. Akan tetapi, praktik penangkapan ikan yang 
tidak berkelanjutan mengancam keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan mata pencaharian kawasan itu. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor perikanan telah menarik perhatian akibat munculnya kondisi negatif dalam 
kesejahteraan anak buah kapal, yang diakibatkan oleh penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi, 
terbatasnya persediaan ikan, dan tidak adanya standar yang seragam.
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DATABASE 
PUSAT

TEKNOLOGI

Keterlacakan dan Dokumentasi 
Hasil Tangkapan

Informasi diunggah ke 
database pusat melalui 
koneksi satelit atau seluler.

2

Makanan laut tiba di pabrik pengolahan bersama 
dengan datanya sejak penangkapan dan 
dikalengkan, dipotong, atau diolah untuk dikonsumsi. 
Pabrik pengolahan menangkap data produk ketika 
produk itu bergerak melalui jalur perakitan.

5

Kapal dan hasil tangkapannya tiba di 
pelabuhan atau di lokasi pendaratan 
lokal. Data ditangkap oleh pembeli/
broker dengan menggunakan aplikasi 
khusus untuk ponsel cerdas atau tablet.

3

Produk makanan laut jadi dan dapat dilacak dengan 
sepenuhnya dikirim ke pasar ekspor lokal atau 
internasional, dengan data yang tersedia untuk 
setiap langkah dalam perjalanannya.

6

Di laut, nelayan berskala kecil dan besar 
memasukkan data hasil tangkapan melalui 
perangkat pemantauan kapal khusus yang 
dilengkapi dengan dasbor entri data.

1

Makanan laut dibeli di lokasi dan 
diekspor dengan segera atau dikirim ke 
pabrik pengolahan. Datanya bergerak 
bersama dengan makanan laut tersebut.

4

Keterlacakan dan Dokumentasi Hasil Tangkapan Elektronik (Electronic Catch Documentation and Traceability - eCDT) 
menyediakan sarana bagi pemerintah dan industri perikanan untuk mengatur penangkapan ikan dengan lebih baik, 
mencegah penangkapan ikan berlebihan, dan menindak penangkapan ikan ilegal – pendorong utama hilangnya 
keanekaragaman hayati laut. Dengan data eCDT, pemerintah dapat memperkuat undang-undang dan meningkatkan 
pengelolaan ekosistem laut.



38 IPD FORUMFORUM

ilipina hampir menyelesaikan penerapan sistem 
keterlacakan makanan laut digital di General 
Santos City yang pada akhirnya akan diperluas ke 
seluruh negara itu.

Pemerintah Filipina, melalui Biro Perikanan dan 
Sumber Daya Perairan (Bureau of Fisheries and Aquatic 
Resources - BFAR), merancang sistem keterlacakan dan 
dokumentasi hasil tangkapan elektronik (eCDT) untuk 
menangani penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan 
tidak diregulasi melalui keterlacakan rantai penuh, dari 
titik tangkapan hingga ekspor. Proyek percontohan eCDT 
diluncurkan pada September 2017 saat Kongres Tuna 
Nasional ke-19 di Filipina.  

Pada titik tangkapan, sistem eCDT BFAR akan 
menggunakan sistem pemantauan kapal (vessel monitoring 
system - VMS) di atas kapal penangkap ikan berskala besar 
untuk menangkap data utama dan memastikan ikan telah 
ditangkap dari area yang diizinkan. Saat mendarat, data 
yang ditangkap oleh VMS akan diserahkan secara elektronik 
ke BFAR, yang akan digunakan petugas perikanan untuk 
menyetujui pembongkaran ikan dan memvalidasi pengiriman 
untuk diproses. 

BFAR bekerja sama dengan Kemitraan Samudra 
dan Perikanan Badan Pembangunan Internasional 

A.S. (USAID Oceans) dan South Cotabato, Cotabato, 
Sultan Kudarat, Sarangani and General Santos 
region (SOCSKSARGEN) Federation of Fishing and 
Allied Industries Inc. (SFFAII) untuk melengkapi 
semua tautan sistem. Berbasis di Santos City, SFFAII 
merupakan lembaga swadaya masyarakat nirlaba 
yang didirikan pada tahun 1999 sebagai organisasi 
yang memayungi tujuh asosiasi yang mencakup 
lebih dari 100 perusahaan yang bergerak di bidang 
perikanan, pengalengan, pengolahan ikan, produksi dan 
pengolahan akuakultur, dan industri terkait lainnya.

Sistem eCDT sedang dijadikan proyek percontohan di 
beberapa perusahaan perikanan dan pengolahan ikan. 
Hingga saat ini, sistem itu telah melacak lebih dari 25 
metrik ton tuna dari perusahaan-perusahaan ini, yang 
meliputi Tuna Explorers Inc., Marchael Sea Ventures, Rell 
and Renn Fishing Inc., Dex Sea Trading, General Tuna 
Canning Corp., Philippine Cinmic Industrial Corp., dan RR 
Seafood Sphere Inc. 

Untuk saat ini, perusahaan-perusahaan itu 
menggunakan sistem eCDT secara paralel dengan sistem 
dokumentasi berbasis kertas tradisional, dengan sasaran 
untuk beralih ke dokumentasi elektronik sepenuhnya 
setelah sistem itu berfungsi secara penuh.

USAID Oceans dan SFFAII telah mengadakan 
serangkaian kegiatan pengujian data langsung dengan 
perusahaan perikanan, pengalengan ikan, dan pengolahan 
ikan segar yang dibekukan untuk menunjukkan efisiensi 
teknologi itu. Pemrogram dan teknisi BFAR yang berbasis 

di Manila memimpin proses pemeliharaan dan peningkatan 
sistem, membangun secara lebih lanjut kemampuan mereka 
dalam desain dan manajemen sistem adaptif. 

Pelajaran utama yang dipetik selama fase percontohan 
yang sedang berlangsung adalah bahwa komunikasi 
yang efisien dan konsisten di antara berbagai pemangku 
kepentingan sangat penting dalam mempercepat solusi 
terhadap masalah yang berulang, memfasilitasi pengujian 
sistem tanpa gangguan, dan mengatasi masalah apa pun 
secara tepat waktu. 

USAID Oceans telah melakukan koordinasi dengan BFAR 
dan SFFAII untuk memfasilitasi pertukaran umpan balik dan 
solusi terkait dengan tantangan teknis yang dihadapi melalui 
pertemuan rutin dan lokakarya pengembangan sistem. 
Lokakarya itu memungkinkan semua mitra untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi selama pengujian, serta memulai 
rencana tindakan untuk implementasi sistem eCDT secara 
lebih lanjut.

USAID Oceans terus bekerja dengan para mitranya di 
seluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan Thailand, 
untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis guna 
meningkatkan keterlacakan, membagikan pengalaman dari 
proyek percontohan di Filipina.

Program Filipina berkembang untuk 
memantau penangkapan ikan secara digital

BADAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL A.S.

Ikan dijual di 
Pasar Basah di 
Palawan, Filipina  

F
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dan kebutuhan inovasi teknologi 
canggih.

Di bawah proyek USAID 
Oceans, negara-negara di Asia 
Tenggara sedang menguji 
sistem eCDT untuk memerangi 
penangkapan ikan IUU yang 
juga dapat digunakan untuk 
meningkatkan MDA dan 
memperkuat keamanan maritim 
nasional dan regional. Big data yang 
dihasilkan secara waktu-nyata di 
sepanjang semua titik rantai pasokan 
— dari operasi berskala besar dan 
kecil — dapat digunakan oleh mitra 
keamanan nasional dan regional 
untuk meningkatkan prakarsa MDA 
yang ada, termasuk melalui analisis 
informasi tentang posisi di laut, 
kegiatan penangkapan ikan, dan 
perilaku kapal, serta awak kapal 
yang terdokumentasi dan divalidasi 
secara hukum. Kemampuan ini 
juga memberdayakan pelaku rantai 
pasokan berskala besar dan kecil 
yang bertanggung jawab untuk memverifikasi komitmen 
mereka terhadap praktik penangkapan ikan yang 
bertanggung jawab dan legal.

Agar data eCDT dapat digunakan secara paling 
efektif untuk MDA, data tersebut harus memiliki 
interoperabilitas dan dapat dengan mudah dipertukarkan 
di seluruh sistem informasi pemerintah, termasuk sistem 
yang menyimpan dokumentasi masuk/keluar pelabuhan, 
sertifikat hasil tangkapan, lisensi penangkapan ikan 
dan registrasi kapal, manifes awak kapal, dan database 
penegakan hukum. Dengan demikian, sistem eCDT 
meluas ke berbagai sektor misi-kritis yang terkait 
dengan keamanan maritim untuk mengatasi pendorong 
ketidakstabilan, ekstremisme, kejahatan, dan kekerasan. 
Selama tahun 2018, USAID Oceans terlibat dengan 
Forum Keamanan Lingkungan Pasifik Komando Indo-
Pasifik A.S. dan memulai diskusi awal terkait dengan 
bagaimana data eCDT tersebut dapat didemonstrasikan 
kepada mitra keamanan dan pertahanan tingkat nasional 
untuk meningkatkan MDA regional.

Solusi Teknologi
Untuk memerangi penangkapan ikan IUU, sistem eCDT 
di Asia Tenggara dapat menghasilkan data yang akurat 
dan dapat diverifikasi terkait dengan perilaku, operasi, dan 
posisi kapal penangkap ikan di laut secara waktu-nyata, 
sehingga memperkuat metode MCS yang ada sembari 
meningkatkan MDA. Filipina, misalnya, meluncurkan 
program percontohan eCDT (lihat bilah samping) pada 
September 2017 yang hampir selesai. Di masa depan, 
ketika sistem seperti itu menjadi semakin diterima dan 

digunakan, penangkapan beberapa jenis data eCDT 
waktu-nyata di ribuan operator, seperti perusahaan 
perikanan berlisensi, akan menghasilkan rangkaian data 
yang besar. Rangkaian data itu akan membutuhkan 
pembelajaran mesin aktif dengan alat bantu visualisasi 
geospasial waktu-nyata sehingga data itu dapat 
diintegrasikan, dianalisis, dan diperbarui secara efektif 
untuk memberikan analisis risiko waktu-nyata yang akurat 
untuk meningkatkan MDA dan memungkinkan prioritas 
pertahanan dan keamanan.

Pembelajaran mesin dan analisis risiko data eCDT 
besar itu akan menjadi alat bantu yang sangat berharga 
bagi analis keamanan dan manajer perikanan. Sistem 
eCDT tidak hanya akan memberikan informasi tentang 
posisi dan perilaku kapal penangkap ikan di laut dan 
awaknya, tetapi juga status spesies laut yang terancam 
punah atau hampir punah dan persediaan ikan yang 
berharga. Analisis big data ini akan memungkinkan 
manajer perikanan membatasi penangkapan ikan 
secara adaptif, membatasi tangkapan sampingan, dan 
menindak penggunaan jenis peralatan yang dilarang 
di dalam perairan yang ditentukan. (Tangkapan 
sampingan mengacu pada ikan dan spesies laut lainnya 
yang ditangkap secara tidak sengaja saat menangkap 
spesies ikan dengan ukuran tertentu.) Big data yang 
dihasilkan oleh sistem eCDT ini akan digunakan 
untuk meningkatkan MDA di negara-negara anggota 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).  o

Artikel ini mendapat dukungan dari Misi Pembangunan Regional USAID untuk Asia melalui 
Kontrak No. AID-486-C-15-00001. Artikel ini tidak mewakili pandangan USAID atau 
pemerintah A.S.

Polisi menyaksikan 
ketika pemerintah 
Indonesia 
menghancurkan 
perahu asing yang 
disita karena 
melakukan 
penangkapan ikan 
secara ilegal di 
perairan Indonesia.
REUTERS

Lanjutan dari halaman 35
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Program
Shiprider

Anggota Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
berpartisipasi dalam latihan Pacific Blitz 
2019 di dekat Port Hueneme, California.
SERSAN SATU MATTHEW MASASCHI/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.
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Upaya Kerja Sama Keamanan Medan (Theater Security 
Cooperation - TSC) tim negara regional, negara-
negara mitra, dan sekutu Komando Indo-Pasifik A.S. 
(USINDOPACOM) telah mengikat kawasan Indo-Pasifik 
secara bersama-sama selama beberapa dekade. TSC 
berfungsi sebagai semacam diplomasi militer yang dapat 
menciptakan efek positif dalam hubungan politik regional 
untuk melawan pengaruh luar yang merugikan dan untuk 
meningkatkan stabilitas dan keamanan. 

Melalui proyek-proyek TSC, komando bawahan 
USINDOPACOM melatih kesiapan militer, bantuan 
bencana dan bantuan kemanusiaan, menyatukan 
pemerintah di kawasan ini dalam berbagai kegiatan 
yang memberikan manfaat bersama. Upaya TSC 
juga mendukung visi Komandan USINDOPACOM 
Laksamana Philip S. Davidson untuk Indo-Pasifik yang 
bebas dan terbuka, ketika “semua negara harus menikmati 
akses tanpa batas ke laut dan jalur udara yang diandalkan 
oleh negara dan ekonomi kita.”

PERJANJIAN BILATERAL
Program kerja sama keamanan maritim unggulan Pasukan 
Penjaga Pantai A.S. (USCG) adalah program Penegakan 
Hukum Maritim Lintas Batas Terintegrasi (Shiprider), 
dan program itu berkembang dalam USINDOPACOM 
setiap tahun fiskal. Melalui TSC, USCG secara 
teratur melakukan 11 perjanjian penegakan hukum 
perikanan bilateral dengan negara-negara di seluruh 
kawasan kepulauan Pasifik. Perjanjian-perjanjian ini 
memungkinkan kapal-kapal USCG dan Angkatan Laut 
A.S. (U.S. Navy - USN) serta personel penegak hukum 
USCG untuk bekerja dengan negara tuan rumah guna 
melindungi sumber daya regional yang kritis. Seperti 
proyek TSC yang dirancang oleh Departemen Pertahanan 
A.S., proyek Shiprider USCG mempromosikan kedaulatan 

negara tuan rumah dengan memungkinkan mitra 
kepulauan Pasifik menegakkan hukum dan peraturan 
mereka, sembari melindungi sumber daya.

 Program TSC USINDOPACOM berusaha untuk 
mencapai keseimbangan di kawasan ini melalui kegiatan 
dan latihan yang mengembangkan dan memanfaatkan 
beragam kemampuan profesional militer kawasan itu, 
dari militer yang canggih seperti Australia, Jepang, Korea 
Selatan, dan Singapura; hingga mereka yang berada dalam 
tahap transisi seperti Fiji, Filipina, dan Vietnam; hingga 
negara-negara yang kemampuannya masih terbelakang 
karena keterbatasan sumber daya, seperti Negara 
Federasi Mikronesia, Kiribati, dan Kepulauan Marshall. 
Hubungan A.S. dengan mitra-mitra ini diciptakan dengan 
mempertimbangkan berbagai kemampuan yang berbeda 
dan untuk membantu meningkatkan berbagai kompetensi. 

Program TSC USINDOPACOM tetap menjadi 
landasan utama keterlibatan bersama secara 
berkelanjutan Amerika Serikat dengan mitra kepulauan 
Pasifik. Program itu berfokus pada pembangunan 
kapasitas operasional dan kelembagaan serta 
pengembangan kemampuan mitra. Program itu juga 
menyediakan kerangka kerja tempat berbagai mitra 
regional terlibat dalam kegiatan antarlembaga. Kegiatan 
ini saling melengkapi dan memperkuat program lembaga 
pemerintah A.S. lainnya, seperti program departemen 
Luar Negeri dan Dalam Negeri.

MELINDUNGI PERDAGANGAN
Mengamankan jalan raya maritim bagi perdagangan 
internasional selalu penting bagi A.S. untuk memastikan 
hubungan rantai pasokan global Pasifik. Kawasan 
kepulauan Pasifik mencakup sebagian besar wilayah Indo-
Pasifik, dan negara-negaranya memiliki pemikiran yang 
sama mengenai pentingnya nilai ekonomi laut teritorial 

PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S. MEMPROMOSIKAN KERJA SAMA 
KEAMANAN MEDAN UNTUK INDO-PASIFIK YANG BEBAS DAN TERBUKA
MAYOR LAUT WARREN N. WRIGHT/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.

Letnan Satu Laut Angkatan Laut A.S. Natalie Spritzer melakukan pemeriksaan kesehatan selama Pacific Partnership 2019 di Chuuk, 
Negara Federasi Mikronesia. Latihan itu merupakan misi kesiapsiagaan bantuan bencana dan bantuan multinasional tahunan terbesar yang 
dilakukan di Indo-Pasifik. | Kapten Angkatan Laut Peru John Gamara melakukan pemeriksaan kesehatan selama Pacific Partnership 2019. 

SERSAN SATU TYRELL MORRIS/ANGKATAN LAUT A.S.
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mereka. Ekonomi ini tetap bersifat 
dinamis, dengan beberapa negara 
kaya akan sumber daya alam dan 
berhasil mengelola aset-aset ini dan 
negara-negara lainnya tidak memiliki 
kemampuan untuk mencapai sukses 
secara mandiri. Masalah keamanan 
yang dihadapi negara-negara ini juga 
berbeda-beda. Di kawasan yang sangat 
aktif ini, kekuatan yang tumbuh seperti 
Tiongkok dan India mendiskusikan 
secara terbuka sasaran perdagangan 
dan keamanan dengan kesadaran 
bahwa untuk memastikan perdagangan, 
maka diperlukan keamanan. Bagaimana 
berbagai negara melaksanakan 
keterlibatan ini di kawasan itu juga 
berbeda-beda. Beberapa mendukung 
perjanjian berdasarkan pada kontrol 
sumber daya dan teritorial, sementara 
yang lain puas dengan akses dan 
kemitraan di masa depan. 

Di kawasan kepulauan Pasifik, 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah memulai dua 
program: Membangun kekuatan maritim angkatan 
laut, pasukan penjaga pantai, dan kapal penangkap ikan 
komersial yang lebih besar dari kebanyakan negara lain 
dan memasukkannya ke dalam rencana Satu Sabuk, 
Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) RRT, dan 
kemudian menciptakan arteri komersial cabang, yang 
menghubungkan Tiongkok melalui Asia Tenggara dengan 
kepulauan Pasifik.

Prakarsa RRT tampaknya menargetkan keuntungan 
geostrategis yang dirasakan dinikmati oleh A.S. dari 
kombinasi perjanjian bilateralnya, lokasi tiga wilayah 
A.S., dan Perjanjian Asosiasi Bebas (Compact of Free 
Association) dengan Negara Federasi Mikronesia, 
Kepulauan Marshall, dan Palau, hubungan yang 
memfasilitasi kehadiran strategis A.S. di kawasan itu.

Aktivitas RRT berusaha untuk mengubah 
keseimbangan geostrategis dengan merongrong hubungan 
A.S. dengan sekutu dan mitranya, seperti Australia, 
Selandia Baru, dan Fiji, dengan memberikan bantuan 
pembangunan yang ditargetkan dan bersifat predator 
kepada mitra kepulauan Pasifik.

A.S. bekerja dengan mitra regional seperti Australia dan 
Selandia Baru untuk menstabilkan kawasan itu dan bekerja 
dengan negara-negara mitra yang lebih kecil seperti Fiji 
dan Palau untuk meningkatkan ketahanan. Cara terbaik 
untuk mencapai sasaran ini adalah tidak hanya menjalin 
hubungan di tingkat negara tetapi juga mempromosikan 
interaksi orang-ke-orang dan percampuran budaya 
masyarakat melalui keterlibatan keamanan antarpemerintah 
dan TSC.  

Di arena maritim, USCG merupakan mitra lembaga 
pilihan bagi banyak entitas di kepulauan Pasifik. USN 
merupakan pasukan superior, yang ditugaskan untuk 

memproyeksikan kedaulatan A.S.  
dan kebebasan navigasi di seluruh 
Pasifik. Pasukan A.S. ini juga 
melakukan penegakan hukum di  
laut dan perlindungan lingkungan. 
Banyak mitra A.S. tidak akan pernah 
memiliki atau membutuhkan pasukan 
semacam itu. 

KERJA SAMA KEAMANAN 
Fokus proyek TSC USCG adalah 
untuk membangun keselamatan 
dan keamanan maritim dengan 
meningkatkan kesadaran maritim, 
kemampuan respons, metode 
pencegahan, dan infrastruktur tata 
kelola. Melalui TSC, USCG dan 
mitra antarlembaganya melakukan 
kegiatan keterlibatan dengan mitra 
kepulauan Pasifik dan organisasi 
pemerintah/lembaga swadaya 
masyarakat untuk meningkatkan 
kemampuan swasembada negara 

mitra untuk memelihara keamanan maritim dalam 
perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona ekonomi 
eksklusif mereka.

USCG menyediakan keterlibatan berkelanjutan dengan 
menggunakan tim pelatihan bergerak, pelatih antarlembaga 
dan internasional, yang bekerja dari Distrik Pasukan 
Penjaga Pantai ke-14, Direktorat Urusan Internasional dan 
Kebijakan Luar Negeri Pasukan Penjaga Pantai, Armada 
Pasifik (PACFLT) USN, dan mitra Garda Nasional 
Nevada. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kegiatan 
pengembangan kemampuan USCG ini melengkapi 
program Departemen Luar Negeri dan direncanakan 
dengan tim negara kedutaan A.S. dan negara-negara mitra. 
Sasarannya adalah pengembangan pejabat profesional 
yang berdisiplin, berkemampuan, dan bertanggung 
jawab terhadap otoritas sipil dan berkomitmen terhadap 
kesejahteraan negara mereka dan warganya.  

Hubungan merupakan kunci untuk melawan agresi 
dan pemaksaan di kawasan itu. Program TSC seperti 
program Shiprider USCG membangun hubungan abadi 
sembari bekerja secara bersama-sama dengan mitra kami 
ketika mereka melakukan operasi independen untuk 
mempertahankan kedaulatan mereka. Sejak tahun 2010, 
perjanjian shiprider penegakan hukum maritim (maritime 
law enforcement - MLE) bilateral ini telah menyediakan 
platform kapal dan pesawat terbang A.S., serta keahlian 
MLE untuk membantu para pejabat kepulauan Pasifik 
dalam menggunakan wewenang penindakan mereka.

Perjanjian-perjanjian ini membantu menutup 
kekurangan MLE regional; meningkatkan kerja sama, 
koordinasi, dan interoperabilitas; dan membangun 
kemampuan MLE untuk memerangi penangkapan ikan 
ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi, dan kegiatan 
ilegal lainnya secara lebih efektif. Perjanjian itu juga 

Anggota Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
(USGC) dan Otoritas Manajemen Perikanan 
Australia mendekati kapal penangkap 
ikan yang dicurigai untuk melakukan 
pemeriksaan di atas kapal di Pasifik Barat.  
SERSAN KEPALA SARA MUIR/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.
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memungkinkan para pejabat penegak hukum negara mitra 
untuk naik ke atas kapal dan pesawat terbang USCG dan 
USN serta memungkinkan platform yang sama ini untuk 
membantu para pejabat penegak hukum negara tuan 
rumah melakukan pengawasan maritim dan pemeriksaan 
di atas kapal.

Pada umumnya, kapal-kapal USCG, pesawat terbang, 
dan tim MLE melaksanakan perjanjian shiprider; akan 
tetapi, kapal-kapal dan pesawat terbang USN dan tuan 
rumah juga berpartisipasi, seperti dukungan PACFLT 
terhadap operasi shiprider bersama melalui Prakarsa 
Keamanan Maritim Oseania. 

Program Shiprider USCG terus menjadi cara yang 
inovatif dan kolaboratif untuk memengaruhi kawasan itu 
secara efektif. Dengan setiap adopsi perjanjian shiprider 
bilateral baru dengan mitra Pasifik, USCG membantu 
memperkuat stabilitas regional.

KOMITMEN LEBIH DALAM
Keterlibatan kembali yang lebih besar dengan mitra 
kepulauan Pasifik sangat penting bagi A.S. dan sekutunya 

untuk melawan berkembangnya kehadiran RRT di 
kawasan kepulauan Pasifik. Program Shiprider USCG 
diselaraskan dengan sempurna untuk membantu 
memenuhi kebutuhan ini melalui koordinasi dengan 
proyek TSC USINDOPACOM lainnya.

Apa yang tampak seperti 11 perjanjian bilateral 
individual antara A.S. dan berbagai negara kepulauan 
Pasifik sebenarnya merupakan dasar dari kemitraan 
regional; investasi dalam sumber daya lingkungan dan 
maritim bersama; perjanjian transparan di antara berbagai 
negara yang memiliki kepentingan bersama dalam 
keselamatan dan keamanan maritim; dan komitmen 
terhadap perdagangan yang adil dan timbal balik, di 
seluruh Pasifik tengah dan selatan.  

A.S. memberikan dukungan kuat pada para mitranya 
untuk memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka 
tersedia bagi semua negara. Ketika terlihat tumbuhnya 
ketertarikan dalam program Shiprider, USGC berada 
dalam posisi unik untuk terus memfasilitasi peningkatan 
stabilitas dan keamanan mitra A.S. dalam mendukung 
langsung misi USINDOPACOM.  o

PERJANJIAN SHIPRIDER PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.
BADAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL A.S.

Pasukan Penjaga Pantai A.S. secara teratur 
melaksanakan 16 perjanjian shiprider 
penegakan hukum perikanan bilateral 
dengan negara-negara di Pasifik Timur 
dan di Afrika Barat. Pada November 
2018, Fiji menjadi negara terbaru yang 
menandatangani perjanjian shiprider, 
yang memungkinkan pejabat pertahanan 
dan penegak hukum negara-negara mitra 
untuk naik ke atas kapal Pasukan Penjaga 
Pantai A.S. dan Angkatan Laut A.S. untuk 
mengamati, melindungi, memeriksa, 
dan menggeledah kapal yang diduga 
melanggar hukum atau peraturan dalam 
zona ekonomi eksklusif mereka atau di 
laut lepas.

Perjanjian shiprider membantu 
menutup kesenjangan penegakan hukum 
maritim global; meningkatkan kerja 
sama, koordinasi, dan interoperabilitas; 
dan membangun kemampuan penegakan 
hukum maritim untuk memerangi 
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, 
dan tidak diregulasi (IUU) dan kegiatan 
ilegal lainnya secara lebih efektif. 
Perjanjian itu dimaksudkan untuk 
melengkapi dan memperkuat pengaturan 
yang ada dengan berbagai mitra seperti 
Australia, Selandia Baru, dan Prancis.

Petugas penegak hukum Fiji, misalnya, 
sekarang dapat bekerja di atas kapal 
Pasukan Penjaga Pantai A.S. dan Angkatan 

Laut A.S. sebagai “shiprider.” Misi-misinya 
mencakup mencegat kapal mencurigakan 
yang berpotensi terlibat dalam kegiatan 
terlarang, seperti penyelundupan dan 
penangkapan ikan ilegal, termasuk 
perdagangan narkoba ilegal. Dalam 
enam tahun terakhir ini, kapal Pasukan 
Penjaga Pantai A.S. dan Angkatan Laut 
A.S. telah membantu negara tuan rumah 
memeriksa 103 kapal, mengidentifikasi 33 
pelanggaran, demikian menurut laporan 
Pasukan Penjaga Pantai A.S. tahun 2018.

Perjanjian shiprider penegakan 
hukum maritim bilateral mempromosikan 
kedaulatan negara tuan rumah 
dengan membantu negara tuan rumah 
menegakkan hukum dan peraturan 
mereka. Adopsi perjanjian shiprider 
di antara negara-negara lain dan di 
kawasan-kawasan lain dapat membantu 
memperkuat upaya penegakan hukum 
maritim global.

A.S. telah menandatangani 
perjanjian shiprider bilateral 
untuk melawan penggunaan 
jaring hanyut di laut lepas 
dengan Tiongkok, lima 
perjanjian shiprider bilateral 
dengan negara-negara Afrika 
Barat — termasuk Tanjung 
Verde, Gambia, Ghana, Sierra 
Leone, dan Senegal — dan 11 

perjanjian shiprider bilateral permanen 
dengan negara-negara kepulauan Pasifik, 
termasuk Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, 
Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau, 
Nauru, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan 
Vanuatu.

Operasi shiprider penegakan hukum 
perikanan internasional, kolaboratif, 
dan berkelanjutan telah dilakukan oleh 
Pasukan Penjaga Pantai A.S. selama 23 
tahun terakhir ini dengan Tiongkok dan 
sembilan tahun dengan negara-negara 
Afrika Barat dan kepulauan Pasifik.

Perjanjian shiprider merupakan 
cara inovatif dan kolaboratif untuk 
mengawasi samudra di dunia secara 
lebih efektif. Negara-negara yang tertarik 
untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
perjanjian shiprider dipersilakan untuk 
menghubungi Pasukan Penjaga Pantai A.S. 
atau Kedutaan Besar A.S. setempat.

Sebuah tim pemeriksaan di atas kapal menunggu izin untuk 
melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal penangkap ikan (tidak 

ditampilkan dalam foto) di Zona Ekonomi Eksklusif Palau sesuai dengan 
perjanjian shiprider bilateral.  SERSAN KEPALA SARA MUIR/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.
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Jenderal Robert B. Brown, 
komandan jenderal Angkatan 
Darat A.S. di Pasifik, berbicara 
dengan FORUM di sela-sela 
latihan Yama Sakura pada 
Desember 2018. Dia berbicara 
tentang pentingnya latihan 
semacam itu, operasi multi-
ranah, Pacific Pathways 2.0, 
berkembangnya pengaruh 
regional India, dan hiperkompetisi 
dengan Tiongkok.

FORUM: Bagaimana Yama Sakura tahun ini 
berbeda dari iterasi sebelumnya? 

BROWN: Yama Sakura (YS) merupakan latihan 
utama yang kami lakukan dengan salah satu sekutu 
terpenting kami, Jepang. Ketika Anda melihat 
aliansi A.S.-Jepang, aliansi itu benar-benar menjadi 
landasan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Di 
YS, kami bisa berlatih di level setinggi mungkin. 
Tahun ini, kami membuatnya jauh lebih kompleks. 
Kami menyertakan beberapa aspek operasi multi-
ranah. Kami telah menyertakan semua ranah, 
tidak hanya darat, udara, dan laut, tetapi juga 
siber dan ruang angkasa. Anda harus siap untuk 
apa pun yang mungkin terjadi di mana saja di 
dunia, dan Anda memiliki sekutu karena suatu 
alasan. Mereka adalah mitra terdekat Anda. Anda 
ingin memastikan bahwa Anda mengembangkan 
hubungan-hubungan itu sebelum krisis terjadi. 
Berita baiknya adalah bahwa Yama Sakura 
merupakan latihan terbaik yang pernah saya lihat, 
dan saya berpartisipasi lebih dari 20 tahun yang 
lalu di YS. 

FORUM: Jelaskan konsep operasi multi-ranah 
dan bagaimana hubungannya dengan Angkatan 
Darat. 

BROWN: Sebenarnya sudah cukup lama 
konsep baru itu pertama kalinya kami cetuskan 
mengingat bagaimana dunia ini telah berubah, 

dan itu merupakan operasi multi-ranah, yang 
benar-benar merupakan proses evolusi, dengan 
potensi revolusioner. Pertempuran udara-darat 
sangat efektif di masa lalu, tetapi beberapa 
hal telah berubah. Kami tidak lagi memiliki 
dominasi di semua ranah atau di ranah apa pun 
untuk jangka waktu yang lama. Teknologi telah 
menyesuaikan berbagai hal sehingga mereka yang 
akan membahayakan kami, dalam beberapa hal, 
dapat bergerak lebih cepat daripada kami. Operasi 
multi-ranah menghadirkan banyak dilema kepada 
musuh Anda dan memberi Anda opsi, dan Anda 
tidak dapat diprediksi. Operasi itu membutuhkan 
manuver di semua ranah. Dan manuver 
merupakan pergerakan posisi untuk mendapatkan 
keuntungan relatif. Kami bahkan melihat hal itu 
di sini dalam latihan ini dengan memanfaatkan 
operasi multi-ranah untuk membuat musuh lengah 
dan mencapai sukses. Dalam hal ini, skenarionya 
adalah pertahanan Jepang, tetapi bisa berupa 
skenario apa pun. Anda ingin menjadi kurang 
dapat diprediksi, menghadirkan banyak dilema 
kepada musuh Anda, dan menempatkan mereka 
di tanduk dilema, dan membuat mereka membuat 
keputusan, bukan Anda.

FORUM: Rotasi angkatan darat untuk 
Pacific Pathways akan berubah menjadi lebih 
sedikit rotasi tetapi tinggal lebih lama untuk 
memungkinkan pemahaman yang lebih besar 
tentang bagaimana setiap orang bekerja 
bersama-sama. Bicarakan manfaat yang dapat 
diharapkan untuk dilihat oleh negara-negara 
mitra dari perubahan ini.

BROWN: Pacific Pathways dimulai sekitar lima 
tahun yang lalu, dan latihan itu merupakan salah 
satu program keterlibatan paling inovatif dan 
efektif yang pernah kami miliki di seluruh Pasifik 
dan benar-benar di seluruh dunia. Anda dapat 
berbicara tentang kemampuan ekspedisioner, 
dapat disesuaikan, terukur, dan siap mengatasi 
konflik atau situasi, tetapi kecuali jika Anda 
mempraktikkannya, hal itu sekadar pembicaraan. 
Di Pacific Pathways, kami berlatih menerapkan 
cara yang akan kami lakukan secara nyata. Kami 
benar-benar berkonsentrasi dalam lima tahun 
pertama pergi ke tiga atau empat negara dan 
mempraktikkan prinsip-prinsip itu. Di masa 
depan, kami melihat Pacific Pathways 2.0 dan 
menyesuaikan Pathways untuk tinggal lebih 
lama di negara-negara utama guna membangun 
kemitraan dan aliansi yang lebih kuat. Kami 
tinggal hingga enam bulan di beberapa negara. Itu 

STAF FORUM
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“BEKERJA BERSAMA-SAMA SECARA LEBIH 
ERAT DAN LEBIH MULTILATERAL MERUPAKAN 
JALAN DI MASA DEPAN.”

– Gen. Robert B. Brownakan memungkinkan kami untuk benar-benar 
membantu negara itu dengan apa yang mereka 
butuhkan saat kami bekerja bersama-sama. 
Kami selalu belajar dari mereka, dan mereka 
belajar dari kami. Ada beberapa hal yang kami 
lakukan dengan lebih baik; ada beberapa hal 
yang mereka lakukan dengan lebih baik. Hal 
itu akan memberi kami lebih banyak waktu 
untuk membangun aliansi dan kemitraan. 
Kehadiran di kawasan itu merupakan hal yang 
sangat penting. Jika sesuatu terjadi, komandan 
USINDOPACOM (Komando Indo-Pasifik 
A.S.) menginginkan pilihan. Unit Pathways, 
brigade lebih kecil berada di suatu negara, 
memberinya pilihan di sebelah barat garis 
tanggal internasional, lebih dekat dengan apa 
pun yang mungkin terjadi di kawasan Indo-
Pasifik. Program ini benar-benar inovatif yang 
sekarang bergerak ke fase yang lebih inovatif 

yang akan membangun mitra dan aliansi utama, 
yang merupakan bagian penting dari strategi 
pertahanan nasional kami.

FORUM: A.S. telah mempertimbangkan 
dengan lebih cermat untuk memasukkan 
India ke dalam kemitraan di masa depan. 
Apa yang dapat Anda katakan tentang 
evolusi peran India di kawasan ini dan 
kemitraannya dengan Amerika Serikat?

BROWN: A.S. memiliki tujuh aliansi di dunia. 
Lima dari aliansi itu ada di Pasifik yaitu Jepang, 
Korea Selatan, Filipina, Thailand, Australia. 
Aliansi sangat penting, tetapi mitra juga 
sangat penting. Dan hubungan yang sedang 
berkembang. Hubungan kami dengan India 
terus tumbuh dengan cepat. India merupakan 
negara demokrasi terbesar di dunia. Mereka 

Jenderal Robert 
B. Brown, tengah, 
komandan 
Angkatan Darat 
A.S. di Pasifik, 
menemui 
komandan jenderal 
Angkatan Darat 
Wilayah Utara 
Jepang, Letnan 
Jenderal Masato 
Taura, selama 
latihan Yama 
Sakura 75 di Camp 
Higashi-Chitose, 
Hokkaido, Jepang, 
pada Desember 
2018.

SERSAN ERICA EARL/ANGKATAN 
DARAT A.S.

– Jenderal Robert B. Brown
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memiliki dampak besar di kawasan ini. Salah 
satu alasan Komando Pasifik berubah menjadi 
Komando Indo-Pasifik adalah pengaruh India 
dan Samudra Hindia di kawasan tersebut, 
ketika dalam beberapa kasus, kami tidak 
memberikan perhatian yang cukup padanya. 
Kami telah memanfaatkan rencana lima tahun 
untuk meningkatkan kompleksitas latihan dan 
meningkatkan keterlibatan kami dengan India. 
India akan menjadi pemain kunci di kawasan 
Indo-Pasifik selama bertahun-tahun yang akan 
datang. Bekerja bersama-sama secara lebih erat 
dan lebih multilateral merupakan jalan di masa 
depan. Satu hal yang merupakan keuntungan 
besar adalah ketika Anda memiliki sekutu 
dan mitra, lima atau enam negara membantu 
menyelesaikan masalah, itu jauh lebih baik 
daripada satu. Dan itu akan membantu menjaga 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka untuk 
kepentingan semua negara.

FORUM: Anda mengatakan dalam sebuah 
wawancara baru-baru ini bahwa A.S. berada 
dalam hiperkompetisi dengan Tiongkok, 
yang telah menghasilkan hubungan 
multilateral yang lebih besar yang sedang 
dibangun A.S. Harap jelaskan hal itu secara 
terperinci.

BROWN: Saya telah berada di Pasifik selama 
lebih dari 30 tahun pada berbagai penugasan 
yang berbeda di semua level yang berbeda, 

dari seorang perwira junior hingga level saya 
sekarang. Apa yang saya lihat adalah bahwa 
kami dulunya memiliki apa yang kami sebut 
fase nol, ketika tidak banyak yang terjadi, dan 
itu sudah lama berlalu. Sekarang ini adalah 
kompetisi tiada henti dan kompetisi itu terjadi 
di banyak bidang. Kompetisi ekonomi. Tentunya 
kompetisi keamanan. Banyak yang menyebutnya 
hiperkompetisi. Anda harus mampu bersaing, 
dan sekutu dan mitra merupakan kuncinya. 
Lima dari tujuh aliansi kami ada di Pasifik, dan 
kami sedang berupaya mendapatkan mitra dan 
teman tambahan. Saat Anda mengatasi masalah 
sulit, semakin banyak negara yang terlibat, akan 
semakin baik bagi Anda. Kami telah melihatnya 
dalam respons bencana. Kami telah melihatnya 
dalam berurusan dengan Korea Utara. Seluruh 
dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan 
hentikan upaya untuk memiliki senjata nuklir 
ini. Multilateral, multinasional adalah masa 
depan. Dalam fase kompetisi itu, sangat penting 
bagi Anda untuk mendapatkan mitra dan teman 
guna membantu Anda. Sasaran kami adalah 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kawasan 
ini memiliki pertumbuhan tercepat di dunia. 
Kawasan ini memiliki ekonomi terbesar dan 
kesuksesan luar biasa karena didasarkan pada 
tatanan berbasis peraturan internasional dan 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang 
tersedia untuk setiap negara — bukan yang 
bermanfaat bagi beberapa negara saja, tetapi 
yang bermanfaat bagi semua negara. o

Prajurit Angkatan 
Bersenjata Filipina, 
kiri, dan Sersan 
Satu Ron Mcvey 
mengoperasikan 
peralatan 
komunikasi pada 
Maret 2019 
selama Salaknib, 
latihan tahunan 
yang membangun 
interoperabilitas, 
kemampuan, dan 
hubungan mitra.

SERTU CODY JONES/
ANGKATAN DARAT A.S.
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iongkok menguji kemampuan anti-
satelitnya pada tahun 2007 dengan 

sengaja menghancurkan satelit cuaca yang tidak 
berfungsi dengan meluncurkan rudal jarak 
menengah dari permukaan bumi. Uji coba itu 
menciptakan lebih dari 3.300 serpihan puing 
dengan diameter lebih besar dari 10 sentimeter. 

Tabrakan dengan salah satu serpihan ini akan menjadi 
bencana bagi rata-rata satelit yang mengelilingi Bumi atau 
bahkan Stasiun Luar Angkasa Internasional (International 
Space Station - ISS), demikian menurut Lembaga Luar 
Angkasa Eropa (European Space Agency - ESA).

Uji coba rudal itu juga menghasilkan lebih dari 
200.000 partikel puing sekecil 1 sentimeter, cukup 
besar untuk melumpuhkan pesawat luar angkasa atau 
menembus perisai ISS. Bahkan tabrakan dengan partikel 
yang lebih kecil dari 1 milimeter, seperti bintik cat, 
dapat menghancurkan subsistem satelit karena partikel-
partikel itu bergerak dengan kecepatan lebih dari 24.700 
kilometer per jam di orbit.

“Salah satu dari puing-puing ini memiliki potensi 
untuk mengganggu atau menghentikan secara serius 
misi pesawat luar angkasa yang beroperasi di orbit 
rendah Bumi’’ sekitar 400 hingga 2.000 kilometer di atas 
permukaan bumi, demikian ungkap Nicholas Johnson, 
kepala ilmuwan di Program Puing-Puing Orbital 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
A.S., yang didirikan pada tahun 1979 di Pusat Luar 
Angkasa Johnson di Houston, Texas. “Penghancuran 
satelit ini merupakan fragmentasi paling melimpah dan 
serius selama pelaksanaan 50 tahun operasi luar angkasa,” 
ungkapnya kepada space.com setelah uji coba pada tahun 
2007 itu.

Dua tahun kemudian, satelit Rusia seberat 950 
kilogram yang sudah tidak beroperasi yang dikenal 
sebagai Cosmos-2251 bertabrakan dengan dan 
menghancurkan satelit komersial Iridium A.S. yang masih 
berfungsi, menciptakan 2.000 serpihan besar dan lebih 

dari 100.000 partikel kecil. Bersama-sama, kedua insiden 
itu meningkatkan jumlah puing-puing di orbit Bumi 
rendah hingga 60 persen, dengan lebih dari sepertiga 
partikel tambahan yang tetap berada di orbit selama 20 
tahun lebih. 

Dalam dekade terakhir ini, potensi ancaman terhadap 
satelit dari puing-puing orbital terus meningkat. ESA 
memperkirakan ada 34.000 serpihan sampah luar 
angkasa yang berdiameter lebih dari 10 sentimeter; 
900.000 objek antara 1 hingga 10 sentimeter; dan 128 
juta objek antara ukuran 1 milimeter dan 1 sentimeter 
yang mengorbit planet ini, dengan massa gabungan lebih 
dari 8.400 metrik ton — jumlah yang lebih besar dari 
massa struktur logam Menara Eiffel. Angka tersebut 
mencakup lebih dari 2.900 satelit yang tidak lagi 
beroperasi tetapi tetap berada di orbit.

Untuk mengurangi ancaman tersebut, Jaringan 
Pengawasan Luar Angkasa (Space Surveillance Network 
- SSN) A.S., yang dipimpin oleh Komando Strategis 
A.S. (U.S. Strategic Command - USSTRATCOM), 
mengandalkan jaringan mitra global untuk 
mengidentifikasi, melacak, dan membagikan informasi 
tentang objek luar angkasa. Dengan menggunakan 
berbagai satelit, sensor, teleskop optik, sistem radar, dan 
superkomputer yang dioperasikan secara internasional, 
SSN secara aktif melacak lebih dari 25.000 objek buatan 
manusia di orbit yang kira-kira seukuran bola softball 
atau lebih besar dan kemudian memperingatkan operator 
di seluruh dunia mengenai tabrakan yang akan segera 
terjadi, demikian menurut Diana McKissock, kepala tim 
luar angkasa di Skuadron Kontrol Luar Angkasa ke-18 
Angkatan Udara A.S., yang melacak puing-puing luar 
angkasa untuk SSN. 

Pada tahun 2018, misalnya, Angkatan Udara A.S. 
mendokumentasikan 942.143 potensi tabrakan dengan 
satelit aktif dan 6.469 situasi darurat potensial, demikian 
ungkap McKissock kepada The Watch. Operator 
memosisikan ulang satelit kira-kira dua kali seminggu 
berdasarkan informasi itu. Salah satu bahaya luar angkasa 
baru-baru ini adalah stasiun luar angkasa Tiangong-1 
Tiongkok yang sudah tidak berfungsi yang menabrak 
Bumi pada 2 April 2018, yang mengancam masyarakat 
yang tinggal di darat sebelum hancur terbakar berkeping-
keping ketika memasuki atmosfer bumi. Untungnya, 
puing-puing itu jatuh ke Samudra Pasifik sekitar 4.000 
kilometer di sebelah selatan Hawaii.

ORBIT PENUH SESAK
Mengelola puing-puing buatan manusia yang disebabkan 
dan diciptakan oleh misi luar angkasa semakin 
menantang, terutama ketika luar angkasa menjadi lebih 

     SAMPAH   
LUAR 

ANGKASA
Bekerja bersama-sama untuk mempertahankan 

planet ini dari puing-puing yang mengorbit bumi   
STAF THE WATCH
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mudah diakses dan padat seiring tumbuhnya ambisi. 
Saat ini, 60 pemerintah mengoperasikan lebih dari 2.060 
satelit aktif, dan 12 negara serta satu badan pengelola 
memiliki kemampuan peluncuran, demikian menurut 
Union for Concerned Scientists, sebuah asosiasi sains 
nirlaba A.S. yang terus menghitung jumlah satelit. 
Para ahli memperkirakan bahwa jumlah satelit di orbit 
bisa meningkat lebih dari tiga kali lipat selama dekade 
mendatang karena rata-rata 300 satelit dengan massa 
lebih dari 50 kilogram sekarang sedang diluncurkan setiap 
tahun, dan kecepatannya diperkirakan akan meningkat. 
Dalam dua dekade ini, jumlah satelit yang mengelilingi 
planet ini dapat meningkat 10 kali lipat hingga 16.000 
dan oleh karena itu jumlahnya sungguh memprihatinkan, 
demikian menurut makalah kebijakan tahun 2018 yang 
diterbitkan oleh Aerospace Corp.

 Sistem berbasis luar angkasa memberikan keunggulan 
teknologi, taktis, dan ekonomi pada negara-negara yang 
memiliki kemampuan itu di sektor militer dan komersial. 
Satelit meningkatkan navigasi, penargetan presisi, operasi 
drone, komunikasi, dan kesadaran situasional waktu-
nyata di medan perang dan bidang lainnya. Beberapa 
perusahaan komersial seperti SpaceX dan OneWeb 
berencana untuk meluncurkan ribuan satelit kecil. 

Ketergantungan dunia yang meningkat pada satelit 
memperkuat kebutuhan untuk membina kerja sama dan 
membangun kemitraan, demikian ungkap para ahli. 
“Karena semakin banyaknya kemampuan luar angkasa 
diluncurkan di seluruh dunia dan berkembangnya jumlah 
orang yang mendapatkan manfaat dari penggunaan 
sistem-sistem itu, kita semua memiliki kepentingan 
untuk bekerja secara bersama-sama untuk memastikan 
keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan luar 
angkasa,” ungkap Marsekal Muda Angkatan Udara A.S. 
Nina M. Armagno, direktur rencana dan kebijakan 
USSTRATCOM, pada April 2018. “Ranah luar angkasa 
merupakan sumber daya global yang paling baik jika 
dilindungi dan dikelola secara kolektif.” 

 
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Berbagai negara sudah bekerja bersama-sama untuk 
meningkatkan kemampuan pemantauan serta teknologi 
untuk mengendalikan sampah luar angkasa. Untuk 
memastikan operasi yang aman di luar angkasa, 
USSTRATCOM menandatangani perjanjian 
kewaspadaan situasional luar angkasa (SSA) dengan 
89 entitas, termasuk 14 negara dan dua lembaga 
antarpemerintah untuk berbagi data. Pihak-pihak itu 

Pengendali 
penerbangan Stasiun 
Luar Angkasa 
Internasional 
secara rutin 
melakukan manuver 
penghindaran untuk 
menjauhkan stasiun 
itu dari fragmen 
luar angkasa. Foto 
ini menampilkan 
pemandangan pada 
malam hari dari 
stasiun itu yang 
berada di atas lampu-
lampu kota Bumi dan 
cahaya hijau aurora 
di sepanjang tepi luar 
atmosfernya.
NASA
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mencakup Australia, Belgia, Kanada, 
Denmark, Prancis, Jerman, Israel, Italia, 
Jepang, Norwegia, Korea Selatan, 
Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Inggris 
Raya, serta ESA dan Organisasi Eropa 
untuk Eksploitasi Satelit Meteorologi. 
USSTRATCOM, yang telah memantau 
sampah luar angkasa sejak tahun 1957 
ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik I, 
juga membagikan informasi kepada lebih 
dari 65 perusahaan satelit komersial dan 
berupaya memperluas jaringan itu. “Siapa 
pun di dunia ini dapat meminta data kami,” 
ungkap McKissock kepada The Watch.

Program Pembagian Data SSA 
USSTRATCOM menawarkan informasi 
peringatan tabrakan selama masa pakai 
satelit. Pusat Operasi Luar Angkasa 
Gabungan dapat memberikan informasi 
pra-peluncuran kepada operator asing dan 
komersial untuk mencegah tabrakan objek 
luar angkasa dengan wahana peluncuran 
dan muatan pada saat memasuki orbit 
awalnya. Program itu juga melakukan 
penilaian masuknya kembali satelit dan 
dapat membantu melacak ancaman 
asteroid, seperti yang terjadi ketika Asteroid 
2012 DA14 yang lebarnya 45 meter 
melewati ruang di antara Bumi dan satelit 
geostasionernya pada Februari 2013.

Berbagai negara bekerja bersama-sama untuk 
mengembangkan cara melenyapkan puing-puing luar 
angkasa dari orbit, menguji banyak sistem dari Stasiun 

Luar Angkasa Internasional (ISS). Konsorsium peneliti, yang 
dipimpin oleh Guglielmo Aglietti, direktur Surrey Space 
Centre di University of Surrey, telah mengembangkan 
metode yang berusaha untuk menambatkan, menombak, 
atau menjaring sampah luar angkasa dan membawa puing-
puing semacam itu turun ke sekitar 200 kilometer di atas 
permukaan bumi agar terbakar habis ketika memasuki 
kembali atmosfer bumi. Satelit RemoveDebris yang 
membawa gelombang utama percobaan ini dikerahkan dari 
ISS pada Juni 2018 oleh lengan robot modul eksperimen 
Jepang untuk memulai serangkaian pengujian.

“Kami telah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun 
untuk mengembangkan sistem pembuangan puing-puing 
aktif inovatif agar berada di garis depan dalam mengatasi 
masalah puing-puing luar angkasa yang semakin meningkat 
ini,” ungkap Nicolas Charmussy, kepala Airbus Space Systems, 
yang mengembangkan tiga teknologi utama yang dipasang di 
satelit RemoveDebris. “Kami akan terus bekerja secara erat 
dengan tim di seluruh dunia untuk menyediakan keahlian 
kami guna membantu menyelesaikan masalah ini.”

Ilmuwan luar angkasa dari berbagai negara penjelajah 
luar angkasa juga berupaya menciptakan laser bertenaga 
tinggi yang dapat menguapkan sampah luar angkasa dalam 
semua ukuran. Pada tahun 2015, peneliti Jepang pertama 
kalinya mengusulkan untuk memfokuskan laser kecil ke 
dalam sebuah sinar dan memasangnya pada modul Jepang 
di ISS atau di satelit untuk menargetkan puing-puing itu. 
Para peneliti di Air Force Engineering University Tiongkok di 
Xi’an, provinsi Shaanxi, mengusulkan penggunaan laser yang 
dipasang di satelit untuk meledakkan puing-puing orbital, 
termasuk serpihan yang lebarnya kurang dari 10 sentimeter. 
Mereka menerbitkan pendekatan mereka dalam sebuah 
artikel pada Februari 2018 di Optik, jurnal internasional untuk 
optik cahaya dan elektron.

 Sementara itu, Precision Instrument Systems, yang 
merupakan cabang penelitian dan pengembangan dari 
lembaga luar angkasa Rusia, berencana untuk membuat 
teleskop optik 3 meter yang dapat melacak sampah luar 
angkasa di orbit dan kemudian meledakkannya hingga tidak 
meninggalkan jejak, demikian yang dilaporkan situs web 
Live Science pada Juni 2018.

Mengurangi Risiko Masa Depan
Di masa depan, ketika luar angkasa menjadi lebih padat, 
sampah luar angkasa bisa menjadi lebih berbahaya karena 
efek Kessler. Gagasan yang diajukan pada tahun 1978 itu 
menyatakan bahwa ketika kepadatan objek di luar angkasa 
meningkat, demikian juga probabilitas terjadinya tabrakan 
di antara objek-objek itu. Dalam peristiwa sindrom Kessler 

“Ranah luar angkasa 
merupakan sumber 
daya global yang 
paling baik jika 
dilindungi dan 
dikelola secara 
kolektif.”
Marsekal Muda Angkatan Udara A.S. 
Nina M. Armagno

MENGELOLA  
ANCAMAN
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dalam orbit yang padat, satu tabrakan mengarah ke tabrakan 
lainnya, menciptakan reaksi berantai bencana tabrakan 
sampah luar angkasa yang dapat menutup kawasan orbit 
Bumi bagi lalu lintas satelit secara bersamaan. 

Akan tetapi, sebagian besar ilmuwan luar angkasa 
menganggap hal itu tidak akan terjadi, akan tetapi jika benar-
benar terjadi, maka akan berlangsung selama beberapa 
dekade mendatang. “Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak 
bisa mengalaminya, dan saya tidak mengatakan bahwa kita 
tidak perlu bersikap cerdas dan mengelola masalah itu,” 
ungkap Jesse Gossner, seorang insinyur orbital-mekanik yang 
mengajar di Advanced Space Operations School Angkatan 
Udara A.S., kepada situs web Business Insider. “Tapi saya tidak 
melihat hal itu akan menjadi, dalam waktu dekat ini, masalah 
yang tidak dapat dikelola.”

Gossner dan banyak ahli lainnya berpendapat bahwa 
menemukan, melacak, dan mengingatkan berbagai pihak 
tentang potensi tabrakan tetap menjadi pendekatan yang 
paling efektif untuk mengelola puing-puing luar angkasa. 
“Hanya sekadar menonton dan, dengan satelit aktif yang 
kami kontrol, menghindari tabrakan,” ungkap Gossner. “Hal 
ini menjadi masalah yang sangat penting tidak hanya bagi 
satelit itu, tetapi kemudian bagi puing-puing yang akan 
dihasilkannya.” Dan untuk saat ini, beberapa ilmuwan luar 
angkasa berpendapat, partikel terkecil, yang tidak dapat 
dilacak, dapat mengakibatkan kerusakan paling besar. 

Berbagai jenis puing-puing luar angkasa tidak diragukan 
lagi akan menjadi tantangan berkelanjutan bagi komunitas 
internasional seiring tumbuhnya ambisi dan ketergantungan 
pada luar angkasa. “Luar angkasa akan menjadi ranah 
yang rentan, jadi kita harus memikirkan cara-cara untuk 
mengurangi risiko itu dan mengurangi ancaman itu,” 
ungkap Elbridge Colby, yang saat itu adalah peneliti senior 
di the Center for a New American Security, kepada surat 
kabar The Washington Post pada Januari 2016. Colby sekarang 
adalah wakil asisten menteri pertahanan bidang strategi 
dan pengembangan pasukan di Departemen Pertahanan 
(Department of Defense - DOD) A.S. 

Angkatan Luar Angkasa baru A.S., yang diumumkan 
oleh Presiden A.S. Donald J. Trump pada Juni 2018, akan 
siap menghadapi tantangan itu. Trump juga telah berupaya 
mengalihkan beberapa tanggung jawab kewaspadaan 
situasional luar angkasa (SSA) kepada Departemen 
Perdagangan A.S. Terlepas dari bagaimana struktur komando 
luar angkasa baru itu disusun, misi SSA dalam DOD akan 
berlanjut karena alasan keamanan nasional, demikian ungkap 
Jenderal John Hyten, yang sekarang memimpin Komando 
Strategis A.S., pada 22 Juni 2018, kepada Komite Angkatan 
Bersenjata DPR A.S. “Itu tidak akan berubah ... karena kita 
harus memiliki informasi itu untuk mempertahankan diri 
dari potensi ancaman.”

Biaya untuk tidak melakukannya bisa sangat besar. 
“Setiap hari, kita menggunakan dan mengandalkan layanan 
yang disediakan oleh satelit tanpa pernah menyadari 
betapa rawannya satelit itu,” ungkap Dr. Hugh Lewis, kepala 
penelitian astronautika di University of Southampton, 
kepada UK Wired pada April 2017. “Bukan hanya satelit yang 
dapat rusak atau hancur akibat puing-puing luar angkasa 
hari ini atau esok, tetapi juga tindakan generasi kita dapat 
memengaruhi mimpi dan ambisi generasi mendatang untuk 
bekerja dan hidup di luar angkasa.”

PUING-PUING LUAR 
ANGKASA  
BERDASARKAN 
ANGKA

Jumlah peluncuran roket sejak 
dimulainya Era Luar Angkasa 
pada tahun 1957:
Sekitar 5.450 (tidak 
termasuk yang gagal)

Jumlah satelit 
yang ditempatkan di orbit 
Bumi:  
Sekitar 8.950

Jumlah satelit yang masih ada  
di luar angkasa:  
Sekitar 5.000

Jumlah satelit yang masih 
berfungsi:
Lebih dari 2.060

Jumlah objek puing yang 
dilacak oleh Jaringan 
Pengawasan Luar Angkasa:
Sekitar 25.000

Perkiraan jumlah 
kejadian kehancuran, ledakan, 
tabrakan, atau 
anomali setiap tahun:
Lebih dari 500

Total massa semua objek 
luar angkasa di orbit Bumi:
Lebih dari 8.400 metrik ton

Sumber: Lembaga Luar Angkasa Eropa, Januari 2019
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SSN mencakup satelit Pengawasan Luar Angkasa 
yang Berbasis di Luar Angkasa (Space Based Space 
Surveillance), yang mengorbit pada 628 kilometer di 
atas bumi, dan sensor yang dioperasikan oleh Australia, 
Kanada, Norwegia, dan Inggris Raya, serta Teleskop 
Pengawasan Luar Angkasa (Space Surveillance 
Telescope - SST), yang dikembangkan oleh Lembaga 
Proyek Penelitian Mutakhir Pertahanan (Defense 
Advanced Research Projects Agency - DARPA) A.S. 
SST, yang dapat mendeteksi benda-benda redup di orbit 
geosinkron hingga ketinggian 35.400 kilometer, sedang 
dipindahkan ke Australia dari New Mexico untuk 
meningkatkan pelacakan dan deteksi peluncuran di 
Belahan Bumi Selatan. Selain itu, A.S. memutakhirkan 
radar C-band dan baru-baru ini memindahkannya 
dari Stasiun Udara Antigua di Karibia ke Stasiun 
Komunikasi Angkatan Laut Harold E. Holt di 
Exmouth, Australia Barat. Radar itu diharapkan mulai 
beroperasi pada tahun 2019.  

SSN juga mencakup radar Sistem Pagar Luar 
Angkasa (Space Fence System), sistem pengawasan 
luar angkasa generasi kedua yang dirancang untuk 
melacak satelit buatan dan puing-puing luar angkasa 
di orbit Bumi rendah, yang hampir selesai dikerjakan. 
Fasilitas dan radar S-band besar pada awalnya sedang 
dibangun di Atol Kwajalein di Kepulauan Marshall 
dan juga diharapkan akan beroperasi pada tahun 
2019, dengan opsi untuk lokasi radar lain yang akan 
dibangun di Australia Barat. Peningkatan kemampuan 
itu akan memungkinkan peringatan lebih cepat 
terhadap kemungkinan tabrakan dengan puing-puing 
luar angkasa dan jumlah yang lebih besar — mungkin 
sebanyak 200.000 objek, termasuk yang berdiameter 

hingga 4 sentimeter — dilacak dan didaftarkan.
Komunitas luar angkasa internasional juga 

membentuk Komite Koordinasi Puing-Puing Luar 
Angkasa Antarlembaga (Inter-Agency Space Debris 
Coordination Committee - IADC) pada tahun 1993 
yang berfungsi sebagai forum pemerintah internasional 
bagi koordinasi kegiatan di seluruh dunia terkait 
dengan masalah puing-puing buatan manusia dan alam 
di luar angkasa. Anggota IADC termasuk para ahli 
di bidang puing-puing luar angkasa dan spesialis lain 
dari 13 lembaga luar angkasa, termasuk Lembaga Luar 
Angkasa Kanada, Administrasi Luar Angkasa Nasional 
Tiongkok, Lembaga Luar Angkasa Eropa, Lembaga 
Luar Angkasa India, Lembaga Eksplorasi Dirgantara 
Jepang, Institut Penelitian Dirgantara Korea, dan 
NASA. USSTRATCOM juga mendukung upaya IADC 
dan upaya yang diorganisir oleh Kantor Luar Angkasa 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Penggunaan 
Damai Luar Angkasanya untuk mengatasi puing-puing 
luar angkasa. 

Berbagai negara meningkatkan kontribusi mereka 
terhadap pengelolaan sampah luar angkasa. Paling 
lambat tahun 2019, misalnya, Jepang akan menambah 
divisi pemantauan luar angkasa dalam Pasukan Bela 
Dirinya. “Pada awalnya, pasukan itu akan bertugas 
memantau puing-puing berbahaya yang mengapung 
di orbit Bumi dan melindungi satelit dari tabrakan 
dengan puing-puing luar angkasa,” demikian menurut 
surat kabar The Japan Times. Jepang akan membagikan 
informasi yang diperoleh oleh divisi baru itu kepada 
militer A.S. untuk memperkuat kerja sama di luar 
angkasa, demikian ungkap surat kabar itu.  o
The Watch merupakan publikasi Komando Pasukan A.S. Wilayah Utara.

AIRBUS

Satelit 
RemoveDebris 
dilepaskan 
dari Stasiun 
Luar Angkasa 
Internasional 
untuk menguji 
teknologi baru.
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ISIS 
DI ASIA SELATAN DAN  TENGGARA

DR. NAMRATA GOSWAMI

Literatur tentang terorisme, 
pemberontakan, dan perang 
informasi menunjukkan bahwa 
teroris dan kelompok pemberontak 

yang menggunakan kekerasan untuk tujuan 
politik biasanya mendasarkan gerakan mereka 
pada dukungan populer, legitimasi, ideologi, 
dan ketidakpuasan masyarakat setempat.

Ini berlaku bagi kelompok-kelompok 
teroris seperti Al-Qaeda dan Negara Islam 
di Irak dan Suriah (ISIS) yang menyoroti 
ketidakpuasan umat Muslim untuk 
membenarkan penggunaan kekerasan 
mereka. Mereka mengklaim mewakili 
kelompok-kelompok yang terpinggirkan 
dan memperjuangkan penebusan dosa dan 
martabat mereka.

Meskipun mayoritas Muslim menolak 
kelompok apokaliptik yang mengklaim 
diri mereka mewakili Muslim, ada audiens 
target yang terbukti rentan. Kuncinya adalah 
untuk mengetahui siapa audiens minoritas 
ini yang mendukung jenis kekerasan ini dan 
berupaya membatasi pengaruh mereka dengan 

menghubungkan mayoritas umat Muslim 
yang tidak mengungkapkan pendapat mereka 
secara terbuka dan “biasanya bersikap netral” 
yang secara nyata menentang kelompok teror 
ini dan kegiatan mereka dengan audiens 
minoritas ini, terutama di daerah tempat 
mereka telah membangun kehadiran.

Biasanya, ini membutuhkan jaminan 
keamanan dari pasukan kontraterorisme 
karena orang-orang yang tinggal di daerah 
konflik termotivasi oleh penyelamatan diri dan 
menderita akibat tekanan mental yang tinggi. 
Sasaran utama kelompok teroris seperti ISIS 
adalah untuk merongrong legitimasi negara, 
mempromosikan kekacauan, dan membangun 
kontrol atas populasi target dalam jangka 
pendek untuk memenuhi sasaran jangka 
panjang mereka dalam membangun struktur 
negara mereka sendiri. ISIS telah mengadopsi 
strategi untuk memaksa, membujuk, dan 
mengintimidasi penduduk untuk mendukung 
tujuan politiknya. ISIS dioperasionalkan 
dengan menjalankan pemerintahan paralel, 
menyiarkan kehadirannya secara nyata, dan 
mengancam penduduk melalui kehadiran 
bersenjatanya dengan konsekuensi yang 
mengerikan jika tidak memperoleh dukungan.

ISIS membingkai gerakannya dalam 
literatur Islam apokaliptik yang terkenal 
tentang akhir zaman dan menggambarkan 
gagasan kekhalifahannya sebagai menawarkan 
ruang ketika Mesias atau Imam Mahdi akan 
muncul. Untuk mencapai tujuan ini, ISIS 

Membuka kedok versi 
bawah tanah kelompok 
teroris itu dan target 
regionalnya yang rentan
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Seorang perempuan Muslim melepaskan seekor burung merpati 
sebagai simbol perdamaian saat demonstrasi melawan ISIS di 
Jakarta, Indonesia. Spanduk itu bertuliskan: “ISIS bukan suara 
Islam. Berhenti membunuh jurnalis.”  THE ASSOCIATED PRESS

merebut kota-kota yang secara strategis tidak penting, 
seperti Dabiq di Suriah, yang disebutnya dalam literatur 
apokaliptik sebagai lokasi tempat “tentara salib Barat” 
akan dikalahkan.

Pengambilalihan wilayah secara cepat oleh ISIS di 
Irak dan Suriah pada tahun 2014, struktur organisasinya 
yang rahasia, dan sasarannya untuk mendirikan negara 
dan kekhalifahan yang berbasis Syariah, menandai 
masuknya jenis baru kelompok teror berorientasi 
teritorial, yang sangat dipengaruhi oleh Al-Qaeda di 
Irak, dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi, dalam 
hal taktik dan demonstrasi kekerasan yang terlihat, 
termasuk video pemenggalan kepala orang asing. ISIS 
kemudian mengembangkan strategi propaganda yang 
memublikasikan video dan pidatonya ke jutaan orang.

Tidak seperti Al-Qaeda, yang memiliki sasaran 
jangka panjang untuk menargetkan Barat, ISIS 
bertujuan untuk menghadapi musuh yang lebih dekat 
— yaitu, Syiah dan mereka yang tidak mematuhi 
interpretasi Islam ISIS. Juga tidak seperti Al-Qaeda, 
yang menyiarkan rekaman audio dan videonya melalui 
jaringan seperti Al-Jazeera, ISIS memproduksi film, 
video dokumenter pendek, dan narasi audionya sendiri 
tentang bagaimana seharusnya sebuah negara Islam 
dan kemudian menggunakan media sosial untuk 
menyebarluaskan video dan gambarnya. 

ISIS telah menggunakan kehadiran onlinenya untuk 
menjangkau umat Islam di seluruh dunia, terutama dari 
Barat, dengan menyebut mereka “beberapa yang terpilih 
dari negeri yang jauh” dan secara cerdik menggunakan 
Muslim Inggris atau Kanada untuk menggambarkan 
kehidupan di kekhalifahan sebagai hal yang normal, 
makmur, dan surga agama. Dalam salah satu videonya, 
seorang anggota ISIS Kanada menggambarkan 
bagaimana dia menikmati kehidupan normal di Kanada, 
mendapatkan gaji tinggi, dan menikmati kehidupan yang 
baik, ketika panggilan kekhalifahan, kewajiban agama 
bagi semua Muslim sejati, mendarat di depan pintunya 
dalam bentuk laptop.

Video yang menggunakan bahasa Inggris Kanada 
atau Britania itu ditujukan untuk pemuda Muslim yang 
rentan di Barat. Dampaknya telah dirasakan dengan 
beberapa generasi muda, terutama di kelompok usia 16 
hingga 35 tahun, bepergian ke kekhalifahan itu. ISIS 
menempatkan wacananya dalam perpaduan menarik 
antara sektarianisme, narasi apokaliptik, kerinduan akan 
khalifah, atau kepala penguasa, dan perhatian untuk 
menyebarkan propaganda mereka di luar populasi 
berbahasa Arab. Majalah, video, dan siaran audio ISIS 
tersedia dalam beberapa bahasa dan mudah diakses.

Desainnya apik dan memenuhi selera internet 
generasi milenial. Secara signifikan, kepemimpinan ISIS 
sebagian besar diambil dari Irak, pusat ketidakpuasan 
Sunni, yang mencakup para perwira militer era Saddam 
Hussein di tingkat kolonel ke atas. Hal itu menyiratkan 
bahwa ISIS memiliki anggota dengan pelatihan militer, 
taktik bertahan hidup, jaringan lokal, dan pengalaman 

selama bertahun-tahun yang diperoleh oleh para perwira 
ini ketika mempertahankan rezim otoriter Saddam. 
Perpaduan antara religiositas yang memabukkan, 
sangat didasarkan pada kehidupan dan perkataan nabi, 
kampanye media sosial, pembacaan Alquran, budaya 
leluhur, etnis, dan militer, semuanya bergabung bersama 
untuk memberi ISIS keberhasilan kilat yang dinikmatinya 
ketika ISIS meluncur ke Suriah dan Irak. Perang saudara 
di Suriah benar-benar membantu upaya ISIS, terutama 
ketika ditambah dengan fokus rezim Bashar al-Assad itu 
sendiri untuk memastikan bahwa rezim itu tidak menjadi 
korban lain dari perubahan rezim di Timur Tengah, 
seperti nasib Tunisia, Mesir, dan Libia.

Selain itu, meskipun Al-Qaeda telah membentuk 
subkelompok untuk wilayah yang berbeda, Al-Qaeda 
belum membentuk kekhalifahan. ISIS mendirikan 
sebuah kekhalifahan dan kemudian merilis sebuah 
peta tempat ISIS mengidentifikasi berbagai wilayah, 
termasuk Bangladesh, Myanmar, India, dan Indonesia, 
tempat ISIS bertujuan untuk memperluas keberadaan 
dan domainnya. Untuk mencapai tujuan ini, ISIS 
menggunakan ide Khorasan, yang secara historis 
dipandang sebagai zaman keemasan Islam. Keyakinan 
ini didasarkan pada hadis di Sunan at-Tirmidhi bahwa 
panji-panji hitam akan muncul dari Khorasan dan 
menyebar ke Mekah dan Yerusalem, kota-kota dengan 
signifikansi keagamaan yang mendalam dalam dunia 
Islam. ISIS membayangkan pertempuran akhir zaman 
di India (Ghazwa-e-Hind) di antara orang-orang yang 
beriman dan kaum kafir.

Pada pertengahan Maret 2019, aliansi pejuang Suriah 
yang didukung A.S. mengumumkan bahwa ISIS telah 
kehilangan bagian terakhir dari wilayah di Suriah yang 
dikuasainya, “mengakhiri secara resmi ‘kekhalifahan’ 
yang diproklamasikannya pada tahun 2014,” demikian 
yang dilaporkan oleh BBC. 

 Akan tetapi, ada kekhawatiran bahwa ISIS akan 
berupaya untuk melakukan ekspansi ke Afganistan, dan 
kemudian melalui provinsi Khorasannya ke Asia Selatan 
dan Tenggara. Ini didasarkan pada sasaran “yang tersisa 
dan perluasannya.”
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Anggota pasukan kontraterorisme Detasemen Khusus 88 Indonesia mengawal ulama radikal dan 
perekrut ISIS Aman Abdurrahman ke persidangan di Jakarta, Indonesia, pada Mei 2018. Dia dijatuhi 
hukuman mati pada Juni 2018 karena terbukti menggerakkan orang lain untuk melakukan lima 
serangan mematikan di negara itu.  THE ASSOCIATED PRESS 

TARGET YANG DINYATAKAN
ISIS ingin menyebar secara fisik ke Bangladesh, 
Myanmar, India, dan Indonesia. Dalam beberapa 
tahun terakhir ini, serangan kekerasan telah terjadi 
terhadap blogger sekuler dan warga asing dengan 
ISIS yang mengklaim bertanggung jawab khususnya 
terhadap mereka yang menargetkan warga asing. 
ISIS mencantumkan Bangladesh dalam manifesto 
“Kebangkitan Jihad di Benggala” dan memperingatkan 
bahwa ISIS akan menggunakan Bangladesh sebagai 
pangkalan untuk ekspansi lebih lanjut ke Myanmar dan 
India. Meningkatnya intoleransi di negara itu, termasuk 
meningkatnya perselisihan politik antara Liga Awami 
(Awami League - AL) dan Partai Nasionalis Bangladesh 
atas penargetan para pemimpin Jemaah Islamiyah 
(JI) dalam investigasi pidana oleh pemerintah AL, 
menciptakan suasana perpecahan dan kebencian sengit. 
Organisasi seperti Islami Chhatra Shibir, yang sasarannya 
adalah untuk menegakkan hukum Syariah di Bangladesh, 
telah dituduh menganjurkan kekerasan terhadap blogger 
sekuler. Masalah itu semakin diperumit oleh fakta 
bahwa meskipun Konstitusi Bangladesh memasukkan 
sekularisme sebagai salah satu prinsipnya, agama 
negaranya adalah Islam. 

BANGLADESH
ISIS dan Al-Qaeda di anak benua India bertujuan untuk 
menyebar ke Bangladesh, memanfaatkan perpecahan 
yang terjadi di dalam negara itu. Pemerintah Bangladesh 
menyangkal keberadaan ISIS di dalam wilayahnya dan 
menyalahkan kelompok teror lokal atas meningkatnya 
kekerasan. Kehadiran negara yang lemah di daerah 
pedesaan Bangladesh dapat memberikan ruang gerak bagi 
kehadiran ISIS di bagian utara negara itu. Daerah-daerah 

yang rentan bisa jadi kamp-kamp pengungsi Rohingya, 
serta daerah Cox’s Bazar, terkenal karena pabrik 
persenjataan kecil ilegalnya dan sebagai saluran untuk 
aliran persenjataan kecil ilegal, mengingat kedekatannya 
dengan Segi Tiga Emas tempat perbatasan  
Myanmar, Laos, dan Thailand bertemu.

A.S. dan Bangladesh mengeluarkan pernyataan 
bersama pada tahun 2016 yang mengidentifikasi ancaman 
bersama yang ditimbulkan oleh ISIS dan Al-Qaeda. 
Bangladesh juga merupakan peserta dalam Dana 
Kemitraan Kontraterorisme A.S. Komando Operasi 
Khusus A.S. (U.S. Special Operations Command - 
USSOCOM) dan Bangladesh dapat bekerja dalam 
kerangka kerja tersebut untuk berbagi intelijen. Kerja 
sama ini sangat relevan mengingat penggunaan aplikasi 
seperti Viber, WeChat, dan WhatsApp oleh ISIS untuk 
membagikan ideologinya dan merekrut sukarelawan. 
Bangladesh tidak memiliki sistem regulasi yang baik 
untuk memantau kegiatan ini secara efisien. Kemitraan 
internasional dapat meningkatkan kemampuan ini.

MYANMAR
Myanmar telah menyaksikan meningkatnya kekerasan 
terhadap Rohingya, bagian kecil dari masyarakat yang 
mayoritas beragama Buddha. Muslim Rohingya tidak 
mendapatkan kewarganegaraan meskipun tinggal di 
Myanmar selama beberapa generasi, dan sebagian besar 
telah melarikan diri dari kekerasan dalam beberapa tahun 
terakhir ini untuk mencari tempat perlindungan di negara 
tetangga Bangladesh. Dalam struktur demokrasi barunya, 
Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for 
Democracy - NLD) telah gagal menawarkan perwakilan 
kepada komunitas ini, sehingga mereka tidak bisa 
menyuarakan pendapatnya. Warga Muslim menuduh NLD 
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Kiri. Polisi Bangladesh berjaga-jaga pada akhir Desember 2016 setelah menutup sebuah gedung tempat tersangka militan 
bersembunyi di Dhaka, Bangladesh. Kanan. Seorang anggota Detasemen Khusus 88 Indonesia berjalan melewati reruntuhan usai 
terjadinya serangan yang terinspirasi oleh ISIS di sebuah gereja di Surabaya pada Mei 2018. 

THE ASSOCIATED PRESS REUTERS

merongrong prinsip-prinsip demokrasi, sementara itu 
sentimen anti-Muslim digaungkan oleh para biksu Buddha 
seperti Asin Wirathu. ISIS dan Al-Qaeda memperhatikan 
krisis Rohingya itu dan berjanji untuk berjuang atas nama 
mereka. Muslim Rohingya memiliki kelompok bersenjata 
seperti Harakah al-Yaqin (HaY) dan Organisasi Solidaritas 
Rohingya yang mengklaim berjuang untuk mereka. 
HaY telah menyerang Tatmadaw dan Polisi Penjaga 
Perbatasan, mengakibatkan dilaksanakannya operasi 
kontrapemberontakan yang telah dituduh melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran.

Ada kekhawatiran bahwa Muslim Rohingya bisa 
terbawa oleh propaganda dan perekrutan ISIS. Pandangan 
ini sangat ditentang oleh Wakar Uddin, direktur 
jenderal Arakan Rohingya Union, yang percaya bahwa 
menghubungkan krisis Rohingya dengan ISIS adalah upaya 
yang disengaja untuk mengalihkan perhatian internasional 
dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Selain 
itu, Muslim Rohingya mengikuti Islam Sunni moderat 
dan mempraktikkan tasawuf. Islam ekstrem puritan yang 
dibawa oleh ISIS tidak terlalu menarik bagi mereka. Selain 
itu, daerah-daerah tujuan penyebaran ISIS di Myanmar 
dikuasai oleh kelompok pemberontak etnis bersenjata 
yang kuat seperti Wa dan Kachin. Ini akan menimbulkan 
ancaman besar bagi kehadiran ISIS.

INDIA
ISIS berkeinginan untuk menduduki wilayah di India 
melalui Pakistan dan Afganistan, pertama dengan 
mendirikan pangkalan di kedua negara ini dan kemudian 
mengadopsi strategi gesekan terkait India. ISIS ingin 
bekerja sama dengan kelompok-kelompok teror India 
seperti Mujahidin India, Ansar ut-Tawhid fi Bilad al-
Hind, dan Junud al Khalifa-e-Hind. ISIS mengutip 
kerusuhan Gujarat 2002, masalah Kashmir, dan perlakuan 
terhadap Muslim di India yang mayoritas beragama 
Hindu sebagai penyebab ekspansi kelompok teror itu 
ke India. ISIS mengolok-olok umat Islam India yang 

hidup berdampingan secara damai dengan umat Hindu 
(kafir) dan mencoba menghasut mereka untuk melakukan 
serangan teror di India. Dalam video pada Mei 2016, 
ISIS berjanji untuk memperjuangkan umat Islam di 
Assam, Kashmir, dan Gujarat. ISIS mengolok-olok ulama 
Muslim India karena menentang taktik ekstrem mereka 
dan menyebut mereka kafir. Pada Maret 2017, ISIS 
meluncurkan serangan teror pertamanya di India, melukai 
10 penumpang dengan meledakkan bom di kereta api. Bab 
tentang India menetapkan empat faktor yang membatasi 
daya tarik ISIS di India; struktur politik representatifnya: 
struktur sosial keanekaragamannya yang menyatukan 
beberapa budaya dan menciptakan kerukunan masyarakat; 
penerbitan fatwa (keputusan hukum) oleh ulama 
(cendekiawan) Muslim India yang berpengaruh terhadap 
ISIS; dan jaringan lembaga kontraterorisme dan pasukan 
khusus yang telah bekerja untuk membatasi terorisme. 
Dua area utama kerentanan di India adalah kawasan yang 
memiliki kehadiran negara yang lemah serta gelombang 
pasang nasionalisme Hindu.

INDONESIA
Indonesia berjuang melawan ISIS melalui ideologi, 
pertempuran antara Islam moderat dan radikal, dengan 
versi Islam Sunni moderatnya yang menawarkan 
perlawanan yang tepat terhadap ISIS. Meskipun demikian, 
ISIS masih berusaha untuk menyebarkan kehadirannya 
di Indonesia. Pemimpin ISIS Indonesia seperti 
Bachrumsyah Mennor Usman, Bahrun Naim, dan Gigih 
Dewa beroperasi dari Irak dan Suriah. Bachrumsyah 
ditunjuk oleh Abu Bakr al-Baghdadi sebagai pemimpin 
batalion Asia Tenggara ISIS yang diberi nama Katibah 
Nusantara. Akan tetapi, kelompok teror utama Indonesia, 
termasuk JI, memandang ISIS sebagai pesaing. Selain itu, 
organisasi masyarakat sipil Indonesia, seperti Nahdlatul 
Ulama dan Forum Persaudaraan Majelis Ulama 
Indonesia, telah menolak ideologi ISIS dan sebaliknya 
mendakwahkan Islam berdasarkan pluralisme, toleransi, 
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dan pembangunan sosial ekonomi. Lembaga-lembaga 
politik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, 
dan umat Islam terwakili dengan baik. Mantan presiden 
Indonesia seperti Abdurrahman Wahid memainkan peran 
penting dalam menerima keanekaragaman negara itu 
sebagai bagian dari prinsip-prinsip Pancasila yaitu hidup 
berdampingan secara damai.

Unit kontraterorisme khusus seperti Detasemen 
Khusus 88 telah berhasil menggagalkan plot yang 
terinspirasi oleh ISIS. Unit itu mendapat bantuan 
pelatihan dan pembagian intelijen dari A.S. dan 
Australia. Sangat penting untuk terus-menerus melawan 
penyampaian pesan ISIS dalam ranah siber, mengingat 
bahwa ISIS mungkin merupakan musuh paling canggih 
dalam penyampaian pesan di medan perang siber. 
Dengan kekalahan di medan perang, khususnya dalam 
kekhalifahan yang dinyatakannya, ISIS kehilangan 
kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan yang menarik 
ribuan rekrutan asing. Pesan ini harus dikirim ke audiens 
target oleh mitra regional A.S. di Timur Tengah melalui 
platform online dalam bahasa regional. Mungkin penting 
untuk mengetahui siapa pejuang ISIS garis keras dan 
siapa yang menjadi patriot saat mendapatkan keuntungan 
semata guna memutuskan dengan cerdas tindakan 
operasional langsung terhadap kelompok garis keras itu.

Meretas akun simpatisan ISIS dapat mengungkapkan 
intelijen yang efektif. Selain itu, peran perempuan dalam 
ISIS, sebagian besar digambarkan berdasarkan peran 
gender dalam Islam dan dipengaruhi oleh perasaan pribadi, 
sangat dibesar-besarkan. Sering kali, perempuan bergabung 
dengan ISIS karena alasan yang sama dengan laki-laki: 
kesepahaman dengan doktrin ideologisnya, rasa identitas 
bersama, dan sebagai reaksi terhadap diskriminasi yang 
dirasakan atau nyata terhadap sesama Muslim.

STRATEGI PERLAWANAN YANG 
DIREKOMENDASIKAN
Melalui ranah siber, ISIS kini melampaui perbatasan 
negara seperti Al-Qaeda. Membasmi ancaman ISIS 
membutuhkan strategi lima cabang. Pertama, strategi 
itu membutuhkan upaya militer berbasis darat yang 
memberantas pangkalannya, sehingga mengaktifkan 
strategi penolakan wilayah. Daya tarik inti ISIS adalah 
wilayah dan kekhalifahannya; jika menangkal keduanya 
maka ISIS kehilangan banyak daya tariknya. Strategi 
penolakan wilayah ini harus terdiri dari respons militer 
simultan dan peningkatan tata kelola sipil: membangun 
struktur negara tempat umat Islam, baik Sunni dan Syiah, 
percaya bahwa mereka cukup terwakili. Aspek ini sangat 
penting, mengingat hilangnya wilayah ISIS ke tangan 
koalisi internasional dalam beberapa bulan terakhir ini.

Kelompok-kelompok teror yang melemah 
cenderung bersembunyi, bergabung dengan penduduk 
sipil dan kemudian berkumpul kembali di kemudian 
hari. Karenanya, sangat penting bagi USSOCOM 
bersama dengan negara-negara mitra untuk membantu 
meningkatkan kemampuan tata kelola mitra.

Kedua, penting untuk secara terbuka mempertanyakan 
interpretasi ISIS tentang Islam dengan menggunakan 
Alquran. Para pemuka Muslim Indonesia dan India telah 
secara efektif mengaktifkan strategi semacam itu dan telah 
memiliki dampak sosial, terutama dalam menghadapi 
strategi media sosial ISIS. Ini bisa menjadi bagian dari 
strategi “melawan utusan” sebagai bagian dari kolaborasi 
negara-negara mitra dan USSOCOM, baik secara 
bilateral maupun melalui forum multilateral.

Ketiga, menyiarkan perpecahan internal di dalam ISIS 
dan mengekspos kondisi buruk ketika diperintah di bawah 
kekuasaan ISIS. Sangatlah penting untuk mengekspos 
yang disebut sebagai surga seperti apa adanya. Dalam hal 
ini, pembelot ISIS memainkan peran penting karena kisah 
mereka memiliki kredibilitas yang lebih besar daripada 
kampanye yang dijalankan oleh USSOCOM.

Keempat, menghubungkan upaya kontraterorisme 
melawan ISIS ke dalam satu jaringan. Pertempuran 
untuk mengalahkan ISIS memakan waktu lama karena 
mereka yang berjuang melawan ISIS memiliki tujuan yang 
campur aduk dan hubungan yang berantakan. Misalnya, 
militer Turki dan peshmerga Kurdi tidak akur, Rusia 
menyerang pasukan pemberontak Suriah yang memerangi 
ISIS, dan ada perpecahan dan banyak misinformasi di 
kamp-kamp pemberontak. Ini adalah medan perang yang 
kompleks dan upaya yang lebih besar akan membantu 
upaya kontraterorisme di masa depan. Kerja sama 
kontraterorisme — termasuk upaya pelatihan bersama, 
penilaian intelijen dan perencanaan strategis, terutama 
dengan negara-negara yang diidentifikasi oleh ISIS 
sebagai area operasi di masa depan — akan membantu 
menggagalkan kemampuan yang dikembangkan ISIS 
dalam membangun jaringan teror.

Sasaran USSOCOM adalah untuk menganalisis dan 
merespons dengan sukses upaya ISIS untuk menyebarkan 
teror lintas batas. Dalam ranah kontraterorisme dan 
kontrapemberontakan, memahami cara ISIS menciptakan 
jaringan di negara-negara di luar kekhalifahannya di Irak 
dan Suriah menawarkan wawasan yang bermanfaat tidak 
hanya untuk memutus jaringan itu tetapi juga untuk 
menciptakan kewaspadaan di A.S. atas upaya serupa yang 
dilakukan oleh ISIS. ISIS menggunakan strategi yang 
sama di Barat, tempat ISIS bertujuan untuk memotivasi 
warga Barat untuk bergabung dengan kekhalifahan 
dan kemudian melakukan serangan atas namanya di 
negara asal mereka, seperti halnya di India. Semakin 
ISIS kehilangan wilayah di Irak dan Suriah, semakin 
besar kemungkinan kelompok itu akan dengan cepat 
memanfaatkan strategi non-negara semacam ini. Oleh 
karena itu penting untuk mempersiapkan diri karena 
metamorfosis itu pasti akan terjadi lebih cepat daripada 
yang diperkirakan.  o

FORUM mengutip artikel ini dari “ISIS 2.0: South and Southeast Asia Opportunities  
and Vulnerabilities” (ISIS 2.0: Peluang dan Kerentanan Asia Selatan dan Tenggara) karya 
Namrata Goswami dengan kontribusi dari Robert A. Norton dan Greg S. Weaver, pada awalnya 
diterbitkan di Laporan Joint Special Operations University (JSOU) 18-6 pada tahun 2018 oleh 
JSOU Press dan diedit agar sesuai dengan format FORUM. Silakan akses:  
https://jsou.libguides.com/jsoupublications
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elamat pagi semuanya, dan terima kasih atas 
kehadiran Anda sekalian di sini di platform 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara-Komite 
Palang Merah Internasional [ASEAN-ICRC] 
mengenai tantangan dan tindakan kemanusiaan di 
kawasan ASEAN. Acara ini menandai kesempatan 
lain bagi ASEAN untuk mengakui kontribusi Komite 
Palang Merah Internasional dan peran unik yang 
dimainkannya dalam melayani kawasan ini. ICRC 
telah menjadi aktor penting dalam meringankan 
penderitaan manusia akibat bencana alam dan 
bencana buatan manusia di kawasan ASEAN. 
Merupakan suatu kehormatan untuk merayakan 
acara ini melalui kemitraan dengan ICRC guna 
meluncurkan seri pertama dalam rangkaian untuk 
memperingati bantuan yang diberikan selama 
bertahun-tahun dan menyediakan platform untuk 
dialog yang produktif di antara para praktisi, pembuat 
kebijakan, dan kelompok cendekiawan di kawasan ini.

Sejalan dengan tema acara ini, “Tantangan dan 
Tindakan Kemanusiaan di ASEAN,” ini adalah 
kesempatan untuk melakukan momen introspeksi dan 
diskusi konstruktif tentang bagaimana ASEAN dapat 
mempersiapkan diri untuk menanggapi secara efektif 
bencana di kawasan ini.

ASEAN telah menghadapi perubahan lanskap 
kemanusiaan dalam beberapa tahun terakhir ini. 
Pertama, kawasan ASEAN merupakan salah satu 
kawasan yang paling rawan bencana di dunia, dan 
frekuensi dan intensitas peristiwa iklim ekstrem 
diproyeksikan akan meningkat. Pada tahun 2018 

saja, ASEAN mengalami total 424 bencana yang 
dilaporkan di kawasan ini, dibandingkan dengan 
118 bencana pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut, 
ASEAN menanggapi 23 insiden, frekuensi bencana 
tertinggi yang telah ditanggapi oleh ASEAN 
sejak berdirinya Pusat Koordinasi untuk Bantuan 
Kemanusiaan ASEAN [AHA Centre]. Selain itu, 
dengan perubahan demografi penduduk ASEAN, 

Palang Merah Memainkan Peran Utama 
di Kawasan Rawan Bencana

Mata
BADAI

DATO LIM JOCK HOI

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara Dato Lim Jock Hoi dari Brunei tiba untuk 
menghadiri pertemuan di Brussel.  AFP/GETTY IMAGES

S

Di



61IPD FORUMFORUM

Anggota Palang 
Merah di Myanmar 
menggendong 
seorang perempuan 
tua, yang melarikan 
diri dari daerah 
konflik, ketika dia 
tiba di dermaga 
Sittwe di Negara 
Bagian Rakhine pada 
Agustus 2017.
AFP/GETTY IMAGES

ASEAN harus siap untuk menjadi dukungan pertama 
dan terpenting bagi negara anggota yang terkena 

dampak. Sebagai tetangga terdekat, kita harus dapat 
mengandalkan satu sama lain sebelum mencari bantuan 

dari mitra yang lebih jauh yang mungkin tidak mampu 
memberikan dukungan mereka dengan cepat.

“
”
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jumlah kerugian ekonomi 
dan kematian akan meningkat 
secara proporsional. Kita 
menghadapi tantangan 
meningkatnya pengungsian 
orang secara besar-besaran 
karena bencana alam seperti 
tsunami dan angin topan, 
dampak sekunder seperti 
runtuhnya bendungan 
atau kebakaran tempat 

pembuangan sampah, dan dampak perubahan 
iklim, termasuk kekeringan dan banjir yang lambat 
surutnya. Tanggap bencana dan bantuan kemanusiaan 
yang timbul dari bencana alam tetap menjadi salah 
satu tantangan mendasar bagi ASEAN.

Kedua, pada tahun 2018, para pemimpin ASEAN 
menginstruksikan AHA Centre dengan dukungan 
dari Sekretariat ASEAN untuk menanggapi 
keadaan darurat kemanusiaan di Negara Bagian 
Rakhine, Myanmar, memperluas ruang lingkup 
pekerjaan ASEAN dalam tanggapan kemanusiaan. 
Dengan itu, Tim Penilaian Tanggap Darurat 
ASEAN telah dikerahkan untuk mengidentifikasi 
bidang-bidang yang dapat ditangani oleh ASEAN 
untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam 
memfasilitasi proses repatriasi.

Perkembangan baru-baru ini menekankan 
perlunya bagi ASEAN untuk mematangkan dengan 
cepat strategi tanggapan kemanusiaan kita untuk 

memenuhi kebutuhan negara-negara anggota yang 
terkena dampak dengan peningkatan sensitivitas, 
terutama ketika hal itu melibatkan konflik dan 
masalah keamanan.

ASEAN harus siap untuk menjadi dukungan 
pertama dan terpenting bagi negara anggota yang 
terkena dampak. Sebagai tetangga terdekat, kita harus 
dapat mengandalkan satu sama lain sebelum mencari 
bantuan dari mitra yang lebih jauh yang mungkin 
tidak mampu memberikan dukungan mereka 
dengan cepat. Menjaga fokus yang berpusat pada 
masyarakat dalam prioritas ASEAN, kebutuhan rakyat 
ASEAN harus menjadi perhatian utama, termasuk 
kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan, serta 
kesehatan sosial dan ekonomi mereka.

Memahami bahwa tidak ada bencana yang 
memengaruhi setiap komunitas dengan cara yang 
sama, upaya kemanusiaan dalam segala bentuk 
juga harus mempertimbangkan konteks lokal dan 
melokalisasi upaya untuk menyesuaikannya dengan 
kebutuhan individu dan menghormati keinginan 
negara-negara yang terkena dampak.

Terlepas dari adanya rintangan, saya mendesak 
peserta dialog ini untuk merasa optimis dalam 
menghadapi tantangan ini. ASEAN sudah memiliki 
pengaturan kelembagaan untuk menanggapi bencana, 
seperti Pertemuan Tingkat Menteri mengenai 
Manajemen Bencana ASEAN; Komite Manajemen 
Bencana ASEAN, yang beberapa di antaranya hadir 
hari ini; Perjanjian Manajemen Bencana dan Tanggap 

Sekretaris Jenderal 
Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN) Dato Lim Jock 
Hoi dari Brunei berfoto 
bersama peserta 
platform ASEAN-
Komite Palang Merah 
Internasional mengenai 
tantangan dan 
tindakan kemanusiaan 
pada April 2019.
ASEAN 
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Darurat ASEAN [AADMER]; Visi Manajemen 
Bencana 2025 ASEAN; dan, tentu saja, mekanisme 
Satu ASEAN Satu Tanggapan. ASEAN mengakui 
sifat lintas-sektoral dari tindakan kemanusiaan dan 
bahwa strategi tanggapan bencana yang efektif akan 
memerlukan keterlibatan sektor lain, terutama di 
tingkat strategis.

Ini mungkin menyangkut koordinasi, pemantauan, 
dan pengembangan kebijakan, serta mengatasi 
masalah yang muncul seperti kesehatan mental. 
Dengan demikian, ASEAN juga memiliki mekanisme 
untuk koordinasi lintas-sektoral seperti Satuan 
Tugas Gabungan untuk Bantuan Kemanusiaan dan 
Bantuan Bencana dan Kelompok Kerja Teknis untuk 
Koordinasi Sipil-Militer. Selain itu, AHA Centre 
sebagai badan koordinasi dan mesin AADMER 
ASEAN siap untuk menanggapi setiap bencana 
berskala besar di kawasan ini.

Mekanisme yang sedang berlangsung ini secara 
kolektif meletakkan dasar bagi tanggapan ASEAN yang 
terkoordinasi dan komprehensif terhadap bencana 
di kawasan ini. Mengakui perlunya pengaturan yang 
praktis dan fleksibel, ASEAN seharusnya lebih berfokus 
pada memaksimalkan mekanisme yang sudah ada.

Akan tetapi, pemerintah tidak dapat bekerja 
sendirian dalam siklus manajemen bencana dan 
bantuan kemanusiaan, baik dalam tahap peringatan 
dini, persiapan, tanggapan, atau pemulihan. Dalam 
pandangan saya, kita perlu memajukan “ASEAN 
Way” ke arah mekanisme koordinasi yang kuat yang 
melibatkan para pemangku kepentingan utama, seperti 
pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan 
masyarakat sipil. Kelompok Kemitraan AADMER, 
sebuah konsorsium lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), merupakan contoh yang sangat baik ketika 
kita dapat memobilisasi sumber daya dan pengetahuan 
untuk mendukung implementasi Rencana Kerja 
AAMDER.

Namun demikian, ASEAN tidak boleh berpuas 
diri dalam strategi kita dan terus membina hubungan 
kerja sama dengan aktor-aktor lain di kawasan ini 
termasuk organisasi internasional seperti ICRC. 
Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
merupakan mitra unik bagi ASEAN, memiliki 

posisi strategis dengan akses ke daerah bencana 
yang tidak dapat diakses oleh LSM lain dan dalam 
beberapa kasus bahkan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan 
Filipina, ASEAN mengeluarkan pernyataan tentang 
keterlibatannya dengan Masyarakat Palang Merah 
dan Bulan Sabit Merah, mengakui kerja dan 
kontribusi organisasi itu sebagai perespons pertama 
dalam bencana dan kolaborasi erat mereka dengan 
otoritas dan masyarakat setempat. Pada akhir tahun 
2018, saya bertemu dengan presiden ICRC, Mr. 
Peter Maurer, di sela-sela Sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika dia menegaskan 
kembali niat ICRC untuk memperluas hubungan 
dengan ASEAN. Kami menghargai kemitraan, kerja 
sama, dan kontribusi berkelanjutan ICRC untuk 
kawasan ASEAN.

Sebagai koordinator bantuan kemanusiaan ASEAN, 
saya sangat senang mengamati pembagian perspektif 
ASEAN dan meningkatnya kesadaran tanggapan 
ASEAN secara keseluruhan dalam menghadapi 
bencana. Dengan itu, saya juga mengamati perubahan 
paradigma tanggapan internasional terhadap tanggapan 
regional dan lokal, ketika organisasi regional kita 

sekarang lebih memusatkan perhatian pada pendidikan, 
kesadaran, dan peningkatan kemampuan Organisasi 
Manajemen Bencana Nasional.

Saya juga menantikan presentasi dari mitra kami 
dengan harapan ide-ide mereka dapat meningkatkan 
mekanisme respons ASEAN secara lebih lanjut.

Sebelum menutup pidato pembukaan saya, 
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil 
sekretaris jenderal komunitas sosial-budaya ASEAN, 
Kung Phoak, dan Mr. Alexandre Faite, kepala ICRC 
untuk Indonesia dan Timor-Leste, atas prakarsa 
mereka dalam mewujudkan platform ASEAN-ICRC 
ini. Saya memuji kerja sama yang ada di antara 
ASEAN dan ICRC dan mengharapkan keterlibatan 
berkelanjutan di masa depan. Saya berharap para 
tamu yang terhormat mampu melakukan diskusi yang 
produktif dan bermakna di sesi dialog hari ini.  o

Dato Lim Jock Hoi dari Brunei, sekretaris jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara, menyampaikan pidato ini pada April 2019. Pidato ini telah diedit agar sesuai 
dengan format FORUM.

Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
merupakan mitra unik bagi ASEAN, memiliki posisi 

strategis dengan akses ke daerah bencana yang tidak 
dapat diakses oleh LSM lain dan dalam beberapa 

kasus bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“
”
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CAKRAWALA DUNIAIPDF

AMERIKA SERIKAT

KOSTA RIKA

Para pejabat A.S. meningkatkan upaya untuk menghentikan bisnis 
Tiongkok dalam membuat dan menjual bahan kimia yang digunakan 
untuk memproduksi opioid sintetis, yang pada akhirnya dikirim ke 
Amerika Serikat.

Jaringan Penindakan Kejahatan Keuangan A.S. mengidentifikasi tiga 
warga negara Tiongkok – Fujing Zheng; ayahnya, Guanghua Zheng; dan 
Xiaobing Yan — sebagai “penyelundup narkotika asing yang signifikan” 
dan menetapkan mereka sebagai “gembong” narkotika. Departemen 
Keuangan A.S. mengatakan bahwa ketiganya “menjalankan operasi 
perdagangan narkoba internasional yang memproduksi dan menjual 
narkotika yang mematikan, berkontribusi secara langsung pada krisis 

kecanduan, overdosis, dan kematian akibat opioid di 
Amerika Serikat.”

Fujing Zheng dan Xiaobing Yan telah mengirimkan 
ratusan paket opioid sintetis ke A.S., “menargetkan 
pelanggan melalui iklan dan penjualan online, 
dan menggunakan layanan pos komersial untuk 
menyelundupkan narkoba,” ungkap Departemen 
Keuangan A.S.

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen 
Keuangan A.S. melaporkan bahwa ketiga orang itu 
diketahui menggunakan mata uang digital bitcoin. Kantor 
tersebut mengidentifikasi alamat bitcoin yang terkait 
dengan terduga pelaku perdagangan narkoba itu untuk 
“memaksimalkan gangguan terhadap transaksi keuangan 
mereka.”

Pada tahun 2018, Kantor Kejaksaan A.S. 
mengungkapkan dakwaan untuk 43 tuntutan yang 
menuduh Fujing Zheng dan Guanghua Zheng bersekongkol 
untuk membuat dan mengirimkan narkoba ilegal ke 
setidaknya 37 negara bagian di A.S. dan 25 negara. 
Xiaobing Yan didakwa atas tuduhan serupa pada tahun 
2017. Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa 
para tertuduh itu masih menghirup udara bebas.

Pada April 2019, Tiongkok mengumumkan bahwa pihaknya melarang 
semua varian fentanil, tetapi tidak melarang bahan kimia yang digunakan 
untuk membuatnya. Kebijakan itu membuat produsen Tiongkok bebas 
membuat dan mengirimkan bahan kimia itu ke negara lain, termasuk 
Meksiko, tempat fentanil diproduksi. (Foto: Paket-paket fentanil dan 
metamfetamin ini disita dari sebuah truk yang menyeberang ke Amerika 
Serikat dari Meksiko.)

Fentanil merupakan obat penghilang rasa sakit jenis opioid murah 
yang relatif mudah disintesis. Fentanil 50 kali lebih kuat daripada heroin 
dan telah memainkan peran utama dalam krisis opioid A.S.  Staf FORUM

MENINDAK 
TEGAS PELAKU 
perdagangan narkotika Tiongkok
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P ada Mei 2019, Kosta Rika mengumumkan berkurangnya pembunuhan 
dan meningkatnya penyitaan senjata ilegal saat diberlakukannya undang-

undang yang memperketat kontrol senjata.
“Hingga hari ini, kami mengalami 201 pembunuhan di negara ini, yang 

kedengarannya sangat banyak, tetapi jika kami membandingkannya dengan 
tahun lalu, jumlahnya 47 lebih sedikit,” ungkap Menteri Keamanan Michael 
Soto pada upacara tanggal 23 Mei 2019 di ibu kota Kosta Rika, San Jose. 
“Ini adalah kemajuan besar,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa 67% 
pembunuhan dilakukan dengan senjata api.

Kementerian Keamanan telah menyita 863 pucuk senjata pada saat 
pengumuman itu, 34 pucuk lebih banyak daripada periode yang sama tahun 
sebelumnya. “Senjata ini dapat merenggut nyawa seseorang, senjata ini 
dapat digunakan dalam kejahatan terhadap properti,” ungkap Soto.

Negara Amerika Tengah itu mengalami lonjakan tingkat pembunuhan 
antara tahun 2012 dan 2017, mencapai 12,1 per 100.000 penduduk, 
demikian menurut kepolisian. Jumlah itu turun sedikit menjadi 11,7 pada 
tahun 2018, tetapi masih lebih dari dua kali rata-rata global sebesar 5,3 
pada tahun 2015, demikian menurut Kantor PBB untuk Obat-obatan dan 
Kejahatan.

Akan tetapi, angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata tahun 2017 
sebesar 22 pembunuhan di Amerika Latin dan Karibia, yang merupakan 
kawasan paling ganas di dunia, demikian menurut sebuah studi Bank 

Pembangunan Antar-Amerika dari tahun 2018.
Soto berbicara pada upacara ketika undang-undang kontrol senjata 

baru berlaku yang meningkatkan hukuman bagi pembelian senjata secara 
ilegal dan bagi individu atau bisnis yang lalai melaporkan pencurian atau 
kehilangan senjata api.

“Setiap upaya yang dilakukan untuk mengatur atau mendidik dalam 
kaitannya dengan kontrol senjata merupakan kemenangan bagi masyarakat 
kita,” ujar Presiden Carlos Alvarado. Agence France-Presse

PEMBUNUHAN MENURUN, PENYITAAN SENJATA API MENINGKAT

AFP/GETTY IMAGES
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B 
ayangkan sebuah pesawat terbang 
kecil atau drone yang nyaris 
lenyap setelah menyelesaikan 
misinya, tidak meninggalkan bukti 

aktivitasnya dan tidak ada peluang bagi 
peralatan itu untuk jatuh ke tangan musuh. 
Atau, bayangkan sensor siluman yang 
mengumpulkan dan mengirimkan data 
lingkungan atau medis dan kemudian larut 
tanpa meninggalkan jejak.

Lembaga Proyek Penelitian Mutakhir 
Pertahanan (DARPA) A.S. mendanai 
penelitian di Georgia Institute of 
Technology yang telah semakin dekat 
untuk menjadikan misi yang menghilang 
semacam itu menjadi kenyataan. 

Tim insinyur telah menghasilkan bahan 
plastik baru yang dapat dicetak menjadi 
lembaran yang lentur dan komponen 
mekanis yang kokoh dan kemudian dipicu 
untuk menguap dalam beberapa menit 
hingga beberapa jam setelah terkena sinar 
ultraviolet atau suhu lebih dari 80 derajat 
Celsius, demikian yang dilaporkan majalah 
Scientific American. 

DARPA telah berhasil menguji kelas 
plastik baru itu dalam parasut dan glider. 
“Plastik itu sangat bagus untuk aplikasi 
ketika Anda ingin segala sesuatunya 
menghilang dengan segera,” ungkap Dr. 
Paul Kohl, seorang profesor dan anggota 
tim teknik di Georgia Tech, kepada 
Scientific American pada konferensi bulan 
Agustus 2019 di San Diego, California. 

Meskipun banyak tim peneliti telah 
meneliti plastik yang mampu terurai 

selama beberapa waktu untuk didaur ulang 
dan keperluan lainnya, bahan penghancur 
yang mampu menghancurkan dirinya 
sendiri yang mereka temukan sering kali 
rusak pada suhu kamar. Akan tetapi, bahan 
baru itu bisa stabil hingga 20 tahun, asalkan 
dilindungi dari matahari, demikian yang 
dijelaskan Kohl pada konferensi tahunan 
Masyarakat Kimia Amerika. Tim itu 
mengembangkan cara yang pada dasarnya 
memicu degradasi sesuai perintah.

DARPA mulai mendanai programnya 
untuk mengembangkan bahan yang 
mampu menghilang seperti itu untuk 
wahana pengiriman udara, yang dikenal 
sebagai Inbound, Controlled, Air-
Releasable, Unrecoverable Systems 
(ICARUS), yang mendukung penelitian 
Georgia Tech. (Dalam mitologi Yunani, 
sayap Icarus, yang terbuat dengan lilin, 
meleleh ketika dia menjelajah terlalu dekat 
dengan matahari.) DARPA mengatakan 
program itu bertujuan “untuk meniru 
transiensi bahan yang menyebabkan 
kematian Icarus tetapi memanfaatkan 
kemampuan itu dalam skenario dengan 
hasil akhir yang lebih menarik,” demikian 
yang dilaporkan NBC.com.

MEMBENTUK KEMBALI SAMPAH MILITER
DARPA juga berinvestasi dalam penelitian 
lain untuk merevolusi pendaurulangan 
bahan di ruang pertempuran. Program 
ReSource baru DARPA berupaya untuk 
meningkatkan kemampuan manajemen 
rantai pasokan legendaris militer A.S. 
dengan mengubah sampah militer yang 
dihasilkan selama pengerahan pasukan 
menjadi persediaan penting, seperti 
pelumas kimia untuk persenjataan dan 
mesin atau bahkan menjadi makanan dan 
air. Sistem portabel dan mandiri itu akan 
mendaur ulang limbah padat-energi di 
lapangan dan sesuai permintaan untuk 
mendukung operasi bantuan kemanusiaan 
dan bantuan bencana serta operasi 

ekspedisi yang dilakukan oleh tentara 
Pasukan Operasi Khusus.

“Dalam lingkungan yang terpencil atau 
keras tempat hal-hal dasar untuk bertahan 
hidup tidak dapat diabaikan begitu saja, 
tidak ada yang namanya ‘satu kali pakai,’” 
ungkap manajer program DARPA Blake 
Bextine.

DARPA mengantisipasi sistem itu 
akan memadukan pendekatan katalis 
mekanis, biologis, dan kimia dan 
kemungkinan akan didorong sebagian 
oleh kombinasi biomolekul dan mikroba. 
Contohnya, Prajurit dapat memasukkan 
sisa pembungkus makanan prakemasan 
ke dalam sistem ini dan memilih bahan 
itu akan dikonversi atau dibentuk ulang 
menjadi produk daur ulang apa, tergantung 
pada kebutuhan mendesak Prajurit. 

“Kami berharap memberi pasukan 
kemampuan untuk memperpanjang 
waktu mereka di lapangan, memperluas 
fleksibilitas operasional mereka, atau 
menstabilkan populasi yang berisiko 
dengan memanfaatkan hampir setiap 
sumber daya yang ada,” ujar Bextine. 
“Bahkan di lokasi yang tandus, kami dapat 
memungkinkan untuk mencari sampah 
yang dapat dipecah dan dikonversi menjadi 
ransum darurat atau persediaan penting 
lainnya.”

Program ReSource akan mengubah 
pengelolaan sampah dari praktik 
pembakaran, penguburan, dan pengiriman 
menjadi konversi bahan bekas di lapangan 
dan menjadi sumber daya strategis, 
kemampuan yang juga akan menarik minat 
komunitas keberlanjutan lingkungan.  
Staf FORUM

PLASTIK YANG MAMPU TERURAI DAPAT 

merevolusi  

OPERASI
MILITER DAN RANTAI PASOKAN

Para peneliti, yang didanai oleh Lembaga 
Proyek Penelitian Mutakhir Pertahanan, 
telah mengembangkan plastik yang lenyap 
tak berbekas usai tuntasnya misi rahasia. 
Plastik itu dapat dicetak menjadi wahana 
pengiriman, seperti bahan sayap glider, kiri, 
dan parasut miniatur.  AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

SEBELUM SEBELUMSESUDAH SESUDAH
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KESEHATAN & 
PENGOBATANIPDF

Ketika waktunya memuaskan dahaga pada hari musim 
panas yang terik, beberapa minuman mengakibatkan 
lebih banyak kerugian daripada memberikan manfaat, 
demikian menurut para ahli kesehatan militer. Untuk 

tampil di level puncak, Prajurit harus mendidik diri mereka sendiri 
tentang cara-cara aman untuk rehidrasi.

“Di seluruh angkatan darat, cedera akibat panas sedang 
meningkat dengan tingkat tertinggi pada Prajurit yang berusia 
kurang dari 25 tahun,” ujar Kapten Angkatan Darat A.S. Erica 
Jarmer, ahli diet berlisensi, demikian menurut situs web Sistem 
Kesehatan Militer, health.mil. Jarmer menyelenggarakan acara 
pelatihan untuk staf rumah sakit dan penghuni Fort Campbell 
tentang hidrasi yang tepat untuk Prajurit dan atlet. Ahli diet 
dan tenaga medis memiliki peran penting dalam mengajarkan 
keterampilan militer terkait kesehatan, termasuk hidrasi taktis. 

Prajurit harus minum air secara teratur dan sering, bahkan ketika 
mereka tidak merasa haus, demikian tutur Jarmer. Air putih biasanya 
merupakan pilihan yang lebih baik daripada minuman berkafein 
atau bergula, yang meliputi soda, minuman berenergi, kopi, bir dan 
minuman beralkohol, jus buah, teh manis, dan limun. Minuman-
minuman itu dapat menarik air dari tubuh dan memicu dehidrasi. 

“Banyak Prajurit begitu kurang terdidik dalam hal mengurus diri 
mereka sendiri. Kami diharuskan meminta banyak hal secara fisik 
dari tubuh kami, tetapi kami tidak selalu mendapatkan pendidikan 
yang diperlukan untuk tampil di tingkat puncak,” ungkap Sersan 
Kepala Jennifer Alvey, seorang petugas medis dan bintara yang 
menjadi komandan Departemen Perawatan Primer di Blanchfield 
Army Community Hospital.

“Hidrasi untuk besok terjadi hari ini. Hidrasi untuk hari 
ini terjadi kemarin,” ungkap Jarmer. “Sering kali, kita berupaya 
mengejar ketinggalan. Jika Prajurit dan atlet memahami kebutuhan 
hidrasi dasar mereka dan secara rutin mempertahankan status 
hidrasi mereka, kebutuhan kita akan rehidrasi reaktif akan 
berkurang.” 

Kebutuhan dasar didasarkan pada berat badan. Aturan praktisnya 
adalah mengonsumsi setengah ounce (14,79 ml) cairan per pound 
(0,45 kg) setiap hari. Ini sama dengan sekitar 3 liter cairan per hari 
untuk laki-laki dan 2 liter cairan per hari untuk perempuan. 

Setelah hidrasi dasar terbentuk, penyesuaian dapat dilakukan 
untuk faktor lingkungan dan aktivitas fisik. Di lingkungan yang 
panas dan lembap, pada ketinggian tinggi dan dengan aktivitas fisik, 
lebih banyak cairan diperlukan untuk mempertahankan hidrasi.   
Staf FORUM
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Kolega medis militer dari Jepang dan Amerika Serikat 
bekerja untuk meningkatkan interoperabilitas medan 
perang mereka pada April 2019 dengan menyimulasikan 
operasi bersama untuk merawat seorang pasien yang 
mengalami luka tembak.

Departemen layanan bedah di Rumah Sakit Angkatan 
Laut A.S. di Yokosuka (USNHY) menyambut rekannya dari 
Rumah Sakit Yokosuka Pasukan Bela Diri Maritim Jepang 
untuk melakukan operasi yang disimulasikan yang juga 
memerlukan perbaikan hernia dan pemulihan bekas 
luka, demikian menurut laporan dari USNHY.

“Sasaran utama latihan ini adalah untuk berfokus 
pada konsep tim kecil, bekerja secara bersama-sama 
di ruang bedah untuk menangani kasus bedah umum,” 
ungkap Letnan Kolonel Angkatan Laut A.S. Glenn 
Bradford, seorang perawat perioperatif yang menjabat 
sebagai direktur layanan bedah di USNHY. “Kelompok 
kecil itu mampu mengatasi beberapa hambatan 
pelatihan awal akibat perbedaan bahasa dan persiapan 
praoperasi di antara kedua tim.”

Operasi yang disimulasikan itu merupakan hasil dari 
kemitraan selama 10 bulan di antara kedua tim medis.

“Upaya kami adalah untuk memajukan sasaran 
interoperabilitas di antara kami dan negara tuan rumah 
kami,” ungkap Bradford. “Penting bagi kami untuk 
memahami kekuatan dan keterbatasan kami ketika 
bekerja bersama tetapi, yang lebih penting, strategi 
dan alat bantu untuk mempertahankan hal-hal yang 
kami lakukan dengan baik secara bersama-sama dan 
menciptakan metode untuk mengatasi hambatan yang 
diidentifikasi selama skenario yang disimulasikan.”

Keberhasilan yang dicapai dalam latihan bersama 
sebelumnya merupakan hasil dari upaya yang 
didedikasikan untuk menjembatani hambatan bahasa 
dan menggabungkan perspektif unik dari masing-masing 
tim medis.

“Evolusi ini menggunakan struktur yang lebih baru 
dan lebih efisien yang berpusat di seputar konsep tim 
kecil yang memungkinkan anggota kedua tim bedah 
mendapatkan peluang untuk bekerja secara erat dan 
mengatasi kesulitan unik mereka atas dasar satu lawan 
satu yang memberikan suasana persahabatan pada 
pekerjaan mereka,” ungkap Bradford.   Staf FORUM
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KATA TERAKHIRIPDF

GERAKAN 
PERTAHANAN

Tentara Korea Selatan menunjukkan keterampilan bela diri mereka pada 30 Mei 2019. 
Pelatihan itu berlangsung pada hari terakhir latihan Ulchi Taeguk di Goyang, Korea 
Selatan. Latihan empat hari itu termasuk latihan evakuasi sipil besar-besaran untuk 
menangani krisis dan bencana nasional, dan latihan gabungan militer dan sipil yang 
bertujuan untuk mempromosikan kesiapan militer.

Foto Dari: LEE JIN-MAN | The Associated Press
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